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J
Jurnal Konstitusi edisi kali
ini akan membahas me-
ngenai putusan Nomor

rakat kepada pengemban pro-
fesi jabatan notaris. Selain itu,
keberadaan wadah tunggal or-
ganisasi notaris sebagaimana
tertuang dalam UU Jabatan
Notaris yang kemudian men-
jadi dasar persoalan dari judi-
cial review yang diajukan oleh
para pemohon ke Mahkamah
Konstitusi.

Dalam rubrik analisis
putusan, edisi ini menampilkan
dua orang penulis yaitu Dr.
Irawan Soerodjo, S.H.,
M.Si. dan Sutjipto, S.H.,
M.Kn. Kesimpulan yang di-
ungkapkan oleh Irawan me-
nyebutkan bahwa pengaturan
penggunaan Lambang Negara
pada cap/stempel Notaris di
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k
UU JN tidak bertentangan de-
ngan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, sehingga keputus-
an Mahkamah Konstitusi yang
menolak permohonan pemo-
hon sudahlah benar dan tepat.
Sementara itu, menurut Sut-
jipto yang menyatakan Putusan
Mahkamah Konstitusi adalah

009/PUU-III/2003 tentang
perkara permohonan peng-
ujian UU Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris
terhadap UUD 1945 serta pu-
tusan Nomor 007/PUU-III/
2005 tentang perkara per-
mohonan pengujian UU Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (baca:
UU SJSN). Putusan atas perkara
ini tidak sedikit menuai tang-
gapan dari berbagai kalangan.

Pada awalnya jabatan
notaris diatur dalam Peraturan
Jabatan Notaris Stb. 1860 No-
mor 3. Dan saat ini jabatan
notaris diatur dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun
2004. Notaris merupakan ja-
batan yang mempunyai karak-
teristik tersendiri dalam me-
laksanakan sebagian tugas ne-
gara/pemerintahan dalam bi-
dang hukum privat yang harus
dilaksanakan dengan prinsip
kehati-hatian dan kepercayaan
yang diberikan oleh masya-
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sudah sangat benar dan tepat
karena dalam melaksanakan
Pasal 28E Undang-Undang Da-
sar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 tersebut haruslah
dilihat juga ketentuan Pasal 28J
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945

Selain itu, jurnal kali ini
juga mengupas mengenai pu-
tusan MK perihal pengujian UU
No. 40/2004 tentang SJSN.
Setidaknya dalam UU a quo
pemerintah secara ekplisit
berniat mengatur agar setiap
orang di negara ini mendapat-
kan layanan kesehatan dasar
secara “cuma-cuma”, jaminan
hari tua, jaminan pensiun dan
santunan akibat kecelakaan
kerja. Masalah pelayanan ke-
sehatan pada dasarnya men-
dapat porsi yang cukup banyak
dalam UU tersebut. Mungkin
selama ini dirasakan bahwa
masih banyak orang terpaksa
tidak berobat kalau sakit karena
tidak cukup biaya, atau berobat
setelah sakitnya parah. Cuma-
cuma menjadi satu kata yang
patut digaris bawahi sebab
ternyata masyarakat tetap
membayar, hanya saja melalui
bentuk uiran yang bersama-
sama dikumpulkan di satu wa-
dah. Wadah tersebut kemudian

yang akan membayar ke dokter
atau rumah sakit ketika ada
masyarakat, baik kaya atau
miskin yang sakit. Dan pada
akhirnya UU inipun memun-
culkan kontroversi sehingga
diajukan ke Mahkamah Konsti-
tusi untuk diuji.

Terkait dengan putusan
MK mengenai pengujian UU
SJSN lebih lanjut diungkapkan
dalam tulisan yang diracik
secara apik oleh dua orang
penulis yaitu Moh. Joni, S.H.,
M.H. dan Fajrimei A. Gofar,
S.H. Sebagaimana disebutkan
oleh Moh. Joni bahwa secara
konstitusional, tidak ada ken-
dala untuk mengembangkan
sistem jaminan sosial yang
dikelola oleh lembaga tunggal.
Apalagi, pertimbangan MK da-
lam Putusan Nomor 007/PUU-
III/2005, tidak memberikan
halangan konstitusional me-
ngembangkan sistem jaminan
sosial yang manapun. Yang
pasti, MK menegaskan pen-
tingnya memastikan (to en-
sure) bahwa sistem jaminan
sosial yang dikembangkan un-
tuk menjangkau seluruh warga
masyarakat. Sedangkan me-
nurut Fajrimei menyatakan
bahwa pada dasarnya yang
dipermasalahkan dalam peng-
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ajuan permohonan judicial re-
view tersebut adalah masalah
kewenangan belaka, yaitu ke-
wenangan untuk membentuk
badan penyelenggara jaminan
sosial, yaitu ada di tangan pe-
merintah pusat atau pemda.
MK tidak sependapat dengan
pengakuan sepihak, baik pe-
merintah pusat maupun dae-
rah, mengenai pembentukan
badan penyelenggara jaminan
sosial sebagai kewenangan
eksklusif pusat atau daerah.
Tetapi MK berpendapat bahwa
Pasal 5 UU SJSN menutup pe-
luang pemda untuk mengem-
bangkan sistem jaminan sosial.

Sedangkan dalam rubrik
catatan hukum dan konstitusi,
redaksi menghadirkan bebe-
rapa catatan yang ditulis oleh
Drs. Ahmad Fadlil Sumadi,
S.H., M.Hum. yang menulis
tentang UU MK khususnya ten-
tang Pasal 50 yang di-judicial
review-kan di MK. Dalam ke-
simpulannya tercatat bahwa
perdebatan keberadaan Pasal
50 UU MK dalam praktek ber-
acara di MK merupakan isu
menarik untuk dikaji lebih se-
rius. Karena sifat putusan MK
adalah final and binding maka
bila ada kajian terhadap pu-
tusan tersebut maka bukan

pada koridor penilaian atas
putusan tersebut. Sementara
penulis lainnya yaitu sdr.
Ngesti D. Prasetyo, S.H.,
M.H. yang menyoroti persoal-
an konstruksi politik hukum
ekonomi UUD 1945 hasil aman-
demen (baca: perubahan) yang
terdiri dari lima point, yaitu (1)
negara mempunyai tanggung
jawab dalam mensejahterakan
masyarakat. Negara bertang-
gung jawab dalam penyeleng-
garaan sistem kehidupan ma-
syarakatnya (Pembukaan UUD
1945); (2) negara memegang
kekuasaan pemerintahan (ben-
tuk negara dan sistem peme-
rintahan); (3) negara menjamin
hak-hak dasar manusia; (4)
Negara membangun sistem
moneter melalui APBN, mata
uang dan bank sentral inde-
penden artinya diluar kendali
negara; (5) negara bertang-
gungjawab dalam penyeleng-
garan perekonomian. Yang
mengharuskan negara berpe-
ran sebagai pemain ekonomi.
Negara membuka demokrasi
ekonomi sehingga lebih men-
dekatkan pada sistem ekonomi
campuran atau kapitalisme.

Dan untuk rubrik resensi
buku diisi oleh dua orang yaitu
sdr. M. Ali Syafa’at, S.H.,
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M.H.  yang meresensi buku
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,
S.H. berjudul Konstitusi dan
Konstitusionalisme dan sdr.
Agus Supriyanto, S.H., S.S.,
M.H.  yang meresensi buku
Politik Hukum Tata Negara In-
donesia karangan Hendra Nur-
tjahjo, S.H., M.Hum.

Jurnal kali ini untuk rub-
rik opini hakim diisi oleh Hakim
Konstitutsi I Dewa Gede Pal-
guna, S.H. yang menulis ten-
tang perspektif teoritik eksis-
tensi Mahkamah Konstitusi

pasca Perubahan UUD 1945.
Akhirnya redaksi meng-

ucapkan semoga kehadiran
jurnal edisi ini dapat menjadi
penambahan “dahaga” kha-
sanah keilmuan khususnya di
bidang ketatanegaraan. Dan
meskipun agak telat perkenan-
kan redaksi mengucapkan Se-
lamat Idul Fitri 1426 H, Minal
‘Aidin wal Faidzin, Mohon Maaf
Lahir Bathin. Selamat mem-
baca !

Redaksi
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Pada tanggal 13 Agustus
2003, empat hari menjelang
deadline pembentukan Mah-
kamah Konstitusi sebagaimana
ditentukan oleh Pasal III Atur-
an Peralihan UUD 1945, telah
diundangkan Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi. Maka,
sejak saat itu segala kewe-
nangan Mahkamah Konstitusi
yang sebelumnya, berdasarkan
ketentuan Pasal III Aturan
Peralihan UUD 1945, dilak-
sanakan oleh Mahkamah Agung
secara hukum beralih ke Mah-
kamah Konstitusi.

Namun, hingga saat ini,
hampir dua tahun setelah ram-
pung dan berlakunya perubah-

an mendasar dan menyeluruh
UUD 1945, masih sangat ba-
nyak kalangan yang belum
menyadari kehadiran lembaga
negara baru yang bernama
Mahkamah Konstitusi ini. Pa-
dahal kehadirannya merupa-
kan bagian integral dari per-
ubahan UUD 1945 yang men-
dasar dan menyeluruh tadi,
yang bahkan bisa dikatakan
bersifat paradigmatik. Mah-
kamah Konstitusi hadir sebagai
keniscayaan teoritik dari salah
satu gagasan penting yang me-
landasi perubahan UUD 1945,
yaitu terwujudnya kehidupan
bernegara dan berbangsa yang
demokratis yang ditegakkan di
atas prinsip-prinsip negara

PERSPEKTIF TEORITIK
EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

(Pasca Perubahan UUD 1945)
OLEH I DEWA GEDE PALGUNA, S.H.
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hukum (rule of law), gagasan
yang diturunkan dari amanat
Pembukaan UUD 1945. Oleh
karena itu, upaya memahami
keberadaan Mahkamah Konsti-
tusi tidak mungkin dilakukan
tanpa terlebih dahulu mema-
hami perubahan mendasar dan
menyeluruh yang terjadi pada
UUD 1945 tadi.

Sebagaimana diketa-
hui, dari perspektif teoritik-
akademik, rangkaian perubah-
an terhadap UUD 1945 telah
mengubah secara mendasar
struktur dan organisasi ketata-
negaraan Indonesia dari yang
semula vertikal-hierarkhis de-
ngan prinsip supremasi MPR
menjadi horizontal-fungsional
dengan prinsip saling meng-
awasi dan saling mengimbangi
(checks and balances).  Se-
belum dilakukannya perubah-
an, struktur dan organisasi
ketatanegaraan Indonesia me-
nempatkan MPR sebagai pe-
laksana sepenuhnya kedau-
latan rakyat karena ia dianggap
sebagai penjelmaan seluruh
rakyat Indonesia. Pasal 1 ayat
(2) UUD 1945 sebelum per-
ubahan menyatakan, “Kedau-
latan adalah di tangan rakyat
dan dilaksanakan sepenuh-
nya oleh Majelis Permusya-

waratan Rakyat”.
Dalam konstruksi pemi-

kiran itu, MPR adalah pusat
seluruh kekuasaan dalam ne-
gara sehingga ia diberi kedu-
dukan sebagai lembaga ter-
tinggi negara sekaligus dis-
tributor kekuasaan dalam ne-
gara. Sedangkan lembaga-lem-
baga negara lainnya, yaitu Pre-
siden, DPR, DPA, BPK, dan MA,
dikonstruksikan sebagai lem-
baga-lembaga tinggi negara
yang memperoleh kekuasaan-
nya dari MPR. Karenanya, pe-
laksanaan kekuasaan itu harus
dipertanggungjawabkan ke-
pada si pemberi atau si dis-
tributor kekuasaan itu, yakni
MPR. Oleh karena itulah sistem
penyelenggaraan dan/atau
pengorganisasian kekuasaan
negara di Indonesia sebelum
perubahan UUD 1945 dikata-
kan menganut sistem atau ajar-
an pembagian kekuasaan (dis-
tribution of power). Dalam
praktik, penerapan konstruksi
pemikiran ini ternyata banyak
menimbulkan penyimpangan
yang bahkan jadi bertolak be-
lakang dengan ide dasarnya.
MPR ditafsirkan bisa berbuat
apa saja.  MPR seolah-olah
berada di atas undang-undang
dasar.  Lebih daripada itu, MPR
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bahkan menjelma menjadi ne-
gara itu sendiri.  Itu berarti
telah mengubah gagasan ke-
daulatan rakyat, sebagaimana
diamanatkan oleh Pembukaan
UUD 1945, menjadi kedaulatan
negara –paham yang justru
didekonstruksi oleh paham
kedaulatan rakyat itu—.

Setelah dilakukannya
perubahan terhadap UUD
1945, konstruksi pemikiran itu
ditinggalkan sama sekali namun
dengan tetap mengacu pada
Pembukaan UUD 1945, khu-
susnya Alinea Keempat, yaitu
gagasan untuk mewujudkan In-
donesia sebagai negara yang
demokratis, paham yang me-
nempatkan rakyat sebagai pe-
megang kekuasaan tertinggi
yang tidak boleh didistorsi.
Maka rumusan Pasal 1 ayat (2)
UUD 1945 kemudian diubah
sehingga menjadi berbunyi,
“Kedaulatan adalah di tangan
rakyat dan dilaksanakan me-
nurut Undang-Undang Dasar”.
Maknanya adalah seluruh lem-
baga negara itu pada dasarnya
adalah bagian dari pelaksanaan
kedaulatan rakyat sesuai de-
ngan fungsinya masing-masing.
Lembaga-lembaga negara ter-
sebut memperoleh kewenang-
annya langsung dari undang-

undang dasar, bukan meru-
pakan pemberian lembaga ne-
gara lainnya. Masing-masing
lembaga negara memiliki ke-
dudukan sederajat menurut
undang-undang dasar yang
dalam melaksanakan kewe-
nangannya tunduk pada prin-
sip saling mengawasi dan saling
mengimbangi yang aturannya
ditentukan oleh undang-un-
dang dasar.

Kemudian, pada Pasal 1
ayat (3) UUD 1945 dinyatakan
bahwa Indonesia adalah negara
hukum, yang berarti bahwa
paham kenegaraan yang dianut
oleh UUD 1945 adalah paham
negara hukum (rule of law) di
samping paham kedaulatan
rakyat atau demokrasi.  Kedua
paham inilah yang secara si-
multan hendak diwujudkan
dalam praktik ketatanegaraan
di Indonesia dengan melaku-
kan perubahan yang mendasar
dan menyeluruh terhadap
UUD 1945 tadi. Jadi, ketentuan
ayat (2) dan (3) dari Pasal 1
UUD 1945 (setelah perubahan)
tersebut bukanlah berdiri sen-
diri yang tidak ada hubungan
satu dengan yang lain.

Secara singkat dapat di-
katakan, maksud dari kedua
ketentuan tadi adalah bahwa
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demokrasi haruslah ditegakkan
di atas prinsip-prinsip rule of
law.  Sebaliknya, rule of law
membutuhkan demokrasi, ter-
utama dalam hal proses pem-
bentukan dan pemberlakuan-
nya sehingga tidak sekadar
menjadi rule by law atau ruled
by law.  Artinya, ketentuan
hukum khususnya undang-un-
dang, untuk bisa diberlakukan
harus tunduk pada pengujian
yang didasarkan atas prinsip-
prinsip demokrasi, baik proses
pembentukannya maupun sub-
stansi yang dikandungnya.

Sudah menjadi penge-
tahuan umum bahwa paham
negara hukum (rule of law)
mempersyaratkan ada dan be-
kerjanya tiga prinsip dasar:
1 . supremacy of law: segala

tindakan negara dan warga
negara harus dilakukan
dengan berdasar atas hu-
kum atau tidak berten-
tangan dengan hukum;

2. equality before the law:
setiap orang memiliki ke-
dudukan yang sama di ha-
dapan hukum dan kare-
nanya harus diperlakukan
sama;

3. due process of law: proses
penegakan hukum harus
diabdikan bukan semata-

mata demi tegaknya hu-
kum an sich melainkan
demi tegaknya keadilan
dan kepastian hukum. Oleh
karena itu, proses pene-
gakan hukum tidak boleh
dilakukan dengan cara-
cara yang justru berten-
tangan dengan hukum me-
lainkan harus dengan
mengindahkan harkat dan
martabat manusia beserta
hak-hak yang melekat pa-
danya.

Sementara itu, paham
demokrasi menempatkan rak-
yat sebagai pemegang kekua-
saan tertinggi. Salah satu ma-
nifestasi kekuasaan tertinggi
itu, dalam bentuk produk hu-
kum, adalah konstitusi atau
undang-undang dasar.  Oleh
karena itu, konstitusi atau un-
dang-undang dasar adalah hu-
kum tertinggi dalam setiap
negara yang menganut paham
kedaulatan rakyat. Sedangkan
seluruh ketentuan hukum di
bawah undang-undang dasar
atau konstitusi secara kon-
septual diposisikan sebagai
bagian dari upaya untuk me-
laksanakan ketentuan undang-
undang dasar atau konstitusi itu
sehingga apa yang ditentukan
di dalam konstitusi atau un-
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dang-undang dasar tadi benar-
benar terjelma dalam praktik.
Oleh sebab itu, logikanya, se-
mua peraturan bawahan ter-
sebut tentu tidak boleh ber-
tentangan dengan undang-un-
dang dasar atau konstitusi.  Dari
penalaran inilah lahir asas atau
prinsip yang kemudian dikenal
sebagai prinsip konstitusional-
itas hukum (constitutionality of
law).

Sebagai produk hukum
tertinggi dari pemegang ke-
kuasaan tertinggi maka seluruh
kegiatan penyelenggaraan ke-
hidupan bernegara harus tun-
duk kepada dan sesuai dengan
ketentuan konstitusi atau un-
dang-undang dasar.  Bahkan,
pada analisis terakhir, kedau-
latan rakyat itu sendiri, pe-
laksanaannya harus tunduk
kepada ketentuan undang-un-
dang dasar atau konstitusi.
Inilah yang dalam perkem-
bangan faham konstitusionalis-
me selanjutnya melahirkan
prinsip supremasi konstitusi
(supremacy of the constitu-
tion).  Itulah perubahan funda-
mental yang terjadi pada UUD
1945.

Pertanyaannya kemu-
dian adalah karena peraturan
perundang-undangan adalah

instrumen untuk menjelmakan
ketentuan konstitusi itu dalam
praktik, siapakah yang ber-
wenang untuk menyatakan se-
suatu peraturan perundang-
undangan sesuai atau tidak
sesuai dengan undang-undang
dasar atau konstitusi? Dengan
kata lain, siapakah yang ber-
wenang menafsirkan ketentuan
konstitusi atau undang-undang
dasar? Dari pertanyaan inilah
lahir kegiatan dalam praktik
ketatanegaraan yang kemudian
populer dengan sebutan peng-
ujian undang-undang (judicial
review) terhadap konstitusi
atau undang-undang dasar,
yang ruang lingkupnya men-
cakup baik aspek formil mau-
pun materiil dari suatu undang-
undang atau peraturan per-
undang-undangan.  Maksud-
nya, pengujian itu dapat di-
lakukan dalam rangka mencari
jawaban atas pertanyaan “apa-
kah proses pembentukan suatu
undang-undang sudah sesuai
ataukah bertentangan dengan
undang-undang dasar atau
konstitusi?” ataupun pengujian
itu dilakukan untuk mencari
jawaban atas pertanyaan “apa-
kah isi suatu undang-undang
atau peraturan perundangan-
undangan sudah sesuai ataukah
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bertentangan dengan undang-
undang dasar?”. Jika pengujian
itu dilakukan dalam rangka
yang disebut terdahulu, ke-
giatan itu dinamakan pengujian
secara formal.  Sedangkan jika
pengujian itu dilakukan dalam
rangka yang disebut belakang-
an, kegiatan itu dinamakan
pengujian secara material.

Inilah landasan teoritis
kelahiran Mahkamah Konsti-
tusi. Dengan demikian, secara
teoritik, Mahkamah Konstitusi
lahir sebagai kebutuhan atau
keniscayaan karena adanya
keinginan untuk menjelmakan
konstitusi itu dalam praktik
sehari-hari melalui penerapan
undang-undang. Oleh karena
itulah, Mahkamah Konstitusi
juga dijuluki sebagai “pengawal
konstitusi atau undang-undang
dasar” (the guardian of the
constitution). Dari fungsinya
untuk mengawal konstitusi
itulah diturunkan kewenangan
untuk melakukan pengujian
undang-undang terhadap kons-
titusi atau kewenangan untuk
melakukan judicial review ta-
di.

Namun, sejarah ketata-
negaraan ternyata memberikan
jawaban yang berbeda atas
pertanyaan dan kebutuhan di

atas. Di negara-negara yang
menganut prinsip supremasi
parlemen, yang pada umum-
nya adalah negara-negara yang
sistem hukumnya mengadopsi
tradisi civil law, pada mulanya
tidak dikenal lembaga judicial
review ini. Dan dengan demi-
kian juga tidak dirasakan ada
kebutuhan untuk membentuk
lembaga yang bernama Mah-
kamah Konstitusi. Dasar pemi-
kirannya: undang-undang ada-
lah produk parlemen. Sedang-
kan parlemen adalah lembaga
yang merupakan pengejawan-
tahan kedaulatan rakyat.  Oleh
karena itu, undang-undang
tidak boleh dinilai oleh badan
atau lembaga lain. Yang berhak
menilainya adalah parlemen
sendiri.  Jika suatu undang-
undang dianggap bertentangan
dengan konstitusi atau undang-
undang dasar maka parlemen
sendirilah yang memiliki ke-
wenangan untuk mengubah
undang-undang yang bersang-
kutan melalui proses legisla-
tive review.

Pelembagaan judicial re-
view justru dimulai dari Ame-
rika Serikat pada awal Abad ke-
19 ketika Hakim Agung John
Marshall (yang pada waktu itu
menjabat sebagai Ketua Mah-
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kamah Agung Amerika Seri-
kat), dengan mendasarkan pada
sumpah jabatannya, menafsir-
kan sendiri Konstitusi Amerika
Serikat bahwa Mahkamah
Agung Amerika Serikat (U.S.
Supreme Court) memiliki ke-
wenangan untuk menguji un-
dang-undang yang dibuat oleh
Kongres terhadap Konstitusi
Amerika Serikat dalam kasus
yang terkenal Marbury vs.
Madison (1803), meskipun ke-
tentuan Konstitusi Amerika
Serikat pada waktu itu tidak
secara eksplisit menyatakan
adanya kewenangan demikian
pada Mahkamah Agung Ame-
rika Serikat. Sedangkan negara
pertama yang melembagakan
judicial review dengan cara
membentuk lembaga negara
tersendiri untuk melaksanakan
fungsi itu adalah Austria (1918).
Lembaga negara itu diberi na-
ma Mahkamah Konstitusi.
Sampai dengan saat ini sudah
ada 78 negara yang memiliki
lembaga semacam ini dan In-
donesia merupakan negara
yang ke-78.

Dengan demikian, fungsi
utama sekaligus yang pertama
dari Mahkamah Konstitusi ada-
lah untuk menjaga konstitusio-
nalitas hukum yang kemudian

darinya diturunkan kewenang-
an untuk melakukan judicial
review. Memang terdapat va-
riasi dalam konstitusi negara-
negara di dunia berkenaan
jenis-jenis kewenangan yang
diberikan kepada Mahkamah
Konstitusi, tetapi kewenangan
untuk melakukan judicial re-
view merupakan kewenangan
yang bersifat umum yang di-
miliki oleh Mahkamah Konsti-
tusi di setiap negara yang me-
miliki lembaga ini, tak ter-
kecuali Indonesia.

Menurut UUD 1945,
Mahkamah Konstitusi, yang
memperoleh kewenangannya
langsung dari undang-undang
dasar, adalah bagian dari pe-
laksana kekuasaan kehakiman
selain Mahkamah Agung. Na-
mun, berbeda halnya dengan
Mahkamah Agung yang me-
miliki badan-badan peradilan
bawahan dalam berbagai ling-
kungan peradilan, Mahkamah
Konstitusi tidak memiliki ba-
dan-badan peradilan bawahan
demikian [vide Pasal 24 ayat (2)
UUD 1945].  Mahkamah Konsti-
tusi adalah pengadilan tingkat
pertama sekaligus terakhir dan
putusannya bersifat final.  Arti-
nya, terhadap putusan Mah-
kamah Konstitusi dimungkin-
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kan adanya upaya hukum, baik
upaya hukum biasa (seperti
banding dan kasasi) maupun
upaya hukum luar biasa (se-
perti peninjauan kembali).  Pu-
tusan Mahkamah Konstitusi
bersifat final, maksudnya ada-
lah putusan itu memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak
saat diputuskan [vide Pasal 24C
ayat (1) UUD 1945 juncto  Pasal
10 Undang-undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahka-
mah Konstitusi dan penjelasan-
nya].

Dalam memutus perkara
yang diajukan kepadanya se-
suai dengan kewenangan yang
dimilikinya, Mahkamah Konsti-
tusi mendasarkan putusannya
menurut undang-undang da-
sar, c.q. UUD 1945 [vide Pasal
45 ayat (1) Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2003). Ada-
pun kewenangan yang dimiliki
Mahkamah Konstitusi adalah:
1 . menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang
Dasar;

2. memutus sengketa kewe-
nangan lembaga negara
yang kewenangannya di-
berikan oleh Undang-Un-
dang Dasar;

3. memutus pembubaran
partai politik;

4. memutus perselisihan ten-
tang hasil pemilihan
umum;

5. wajib memberikan putus-
an atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat bahwa
Presiden dan/atau Wakil
Presiden diduga telah me-
lakukan pelanggaran hu-
kum berupa pengkhianat-
an terhadap negara, ko-
rupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela, dan/
atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud
dalam UUD 1945.

[vide Pasal 24C ayat (1)
dan (2), Pasal 7B ayat (1), (3),
(4), dan (5) UUD 1945 juncto
Pasal 10 ayat (1) dan (2) Un-
dang-undang Nomor 24 Tahun
2003].

Untuk pelaksanaan ma-
sing-masing kewenangan itu
berlaku hukum acara tersendiri
yang bersifat khusus di samping
ketentuan hukum acara yang
bersifat umum sebagaimana
diatur dalam Bab V Pasal 28
sampai dengan Pasal 49 Un-
dang-undang Nomor 24 Tahun
2003.  �
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I .I .I .I .I . PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN
Protes atas kenaikan har-

ga Bahan Bakar Minyak (BBM),
bukan hanya menjadi kisruh
seputar justifikasi kebijakan
makro Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN).
Namun, dari efek buruk yang
muncul,1 kita patut menanya-
kan apakah valid dan tepat
skema pembayaran tunai lang-
sung sebagai media kompen-
sasi?  Pada etape berikutnya,
menjadi penting pertanyaan

apakah skema pengelolaan da-
na kompensasi BBM –yang jum-
lah dananya triliunan rupiah
itu— telah  diintegrasikan de-
ngan sistem jaminan sosial?

Kalau di satu sisi kelang-
sungan dana pembangunan
negeri ini harus diamankan
dengan menaikkan harga BBM,
bukankah jaminan sosial yang
menjadi hak konstitusional
rakyat tidak boleh diabaikan?2

Sudahkah jaminan sosial –yang
merupakan hak setiap rakyat—

MENUJU  JAMINAN SOSIAL UNTUK
SEMUA DAN PRO POOR :

 HAK  KONSTITUSIONAL YANG
(MASIH) TERABAIKAN

OLEH MUHAMMAD JONI, S.H., M.H.
Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta.

Advokat dan Anggota Komisi Nasional
Perlindungan Anak

Poverty is the worst form of violence
(Mahatma Gandhi)
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terintegrasi dan harmonis de-
ngan skema cash money kom-
pensasi subsidi BBM?  Jika be-
lum, berarti eksistensi sistem
jaminan sosial belum dihirau-
kan.

Isu  jaminan sosial  masih
menghangat di negeri ini. Bukan
saja karena masih banyaknya
orang miskin3 dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS), yang hingga kini belum
terentaskan. Namun juga masih
bugarnya skema cash money
atau Bantuan Langsung Tunai
(BLT) yang dipergunakan untuk
menjustifikasi pengurangan
subsidi BBM. Realitas skema
BLT masih kisruh, di antaranya
masih banyak data yang dirujuk
dari survei Badan Pusat Statis-
tik (BPS) yang tidak akurat
dengan fakta di lapangan.4

Pada kesempatan pidato
di Universitas Brawijaya, Ma-
lang, Menteri Negara Peren-
canaan Pembangunan Nasio-
nal/Kepala BAPPENAS Sri
Mulyani mengakui, satu juta
data keluarga miskin dikoreksi.
Katanya, Badan Pusat Statistik
tidak punya data individual
warga miskin.5

Lepas dari isu kemis-
kinan dan PMKS yang masih
signifikan dalam wajah sosial

bangsa Indonesia, pada 31
Agustus 2005 lalu, Mahkamah
Konstitusi (MK) mengeluarkan
putusannya yang menyatakan
bahwa Pasal 5 ayat (2),  (3),  (4)
UU Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional tidak mengikat.

Implikasinya, Sistem Ja-
minan Sosial Nasional (SJSN)
yang diselenggarakan oleh Ba-
dan Penyelenggara Jaminan
Sosial yang didasarkan kepada
Pasal 5 ayat (2), (3), (4) UU
Nomor 40 Tahun 2004, tidak
berlaku lagi. MK menyatakan
Pasal 5 ayat (2), (3), (4)  UU No.
40/2004 bertentangan dengan
UUD 1945.

Karenanya, Putusan MK
ini mencabut dasar berlaku dan
mengikat bagi perusahaan asu-
ransi profit empat Persero
yakni Perusahaan Perseroan
(Persero) Jaminan Sosial Tena-
ga Kerja (JAMSOSTEK), Per-
usahaan Perseroan (Persero)
Dana Tabungan dan Asuransi
Pegawai Negeri (TASPEN), Per-
usahaan Perseroan (Persero)
Asuransi Sosial Angkatan Ber-
senjata Republik Indonesia
(ASABRI), dan Perusahan Per-
seroan (Persero) Asuransi Ke-
sehatan Indonesia (ASKES)
sebagai badan penyelenggara
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jaminan sosial.
Lepas dari konteks per-

timbangan yang dikeluarkan
oleh MK dalam putusannya,
keberadaan empat Persero
yang merupakan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang sa-
ham-sahamnya dimiliki peme-
rintah tersebut, norma hukum
yang dikandung dalam Pasal 5
ayat (3) UU Nomor 40 Tahun
2004 itu, secara kelembagaan
masih memiliki resistensi yuri-
dis untuk menyelenggarakan
jaminan sosial sebagai hak
konstitusional bagi seluruh
rakyat. Sekali lagi, hak konsti-
tusional seluruh rakyat yang
wajib dibayarkan pemerintah.
Bukan eksklusif  hak konsti-
tusional rakyat di sektor formal
saja!

Dilihat dari skala perma-
salahan kesejahteraan sosial di
Indonesia, yang lebih banyak
tersebar pada sektor informal,
maka pemenuhan hak konsti-
tusional rakyat atas jaminan
sosial, diperkirakan akan gagal
atau setidaknya pemberian
keadilan atas jaminan sosial
kepada rakyat akan tertunda
(delayed justice).  Dengan re-
sistensi kapasitas yuridis ke-
lembagaan, sulit bagi Persero
yang disebutkan secara eks-

plisit dalam Pasal 5 ayat (3) UU
Nomor 40 Tahun 2000 itu
mampu menjalankan amanat
Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 –
yang sejatinya berada di pun-
dak pemerintah6— sebagai prin-
cipal dari mandat penyeleng-
garaan jaminan sosial.

Belum lagi, penyeleng-
garaan jaminan sosial –yang
menjadi hak seluruh rakyat
dengan segala aspek perma-
salahan sosial yang disandang-
nya— tidak bisa hanya  dengan
mengembangkan sistem asu-
ransi sosial (social insurance)
saja.

Dalam perspektif kese-
jahteraan sosial, dikenal pula
skema bantuan sosial (social
assistance), baik untuk kelom-
pok masyarakat yang mem-
butuhkannya karena hambatan
permanen (permanent social
assistance) maupun karena
hambatan yang darurat atau
bersifat sementara saja (tem-
porary social assistence).

Jadi, bantuan sosial di-
berikan kepada perorangan,
keluarga, kelompok atau komu-
nitas sebagai pengganti atas
kehilangan fungsi-fungsi sosial
ekonominya, baik secara per-
manen maupun untuk semen-
tara waktu.
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Dalam amar Putusan MK
Perkara Nomor 007/PUU-III/
2005, antara lain sebagai be-
rikut:
(1)     Menyatakan Pasal 5 ayat

(2), (3), dan (4) UU No-
mor 40 Tahun 2004 ten-
tang Sistem Jaminan So-
sial Nasional bertentang-
an dengan UUD 1945;

(2)     Menyatakan Pasal 5 ayat
(2), (3), dan (4) UU  No-
mor 40 Tahun 2004 ten-
tang Sistem Jaminan So-
sial Nasional tidak mem-
punyai kekuatan hukum
mengikat.

Dalam bagian pertim-
bangan, Putusan MK ini dapat
ditelaah dengan memaparkan
konsep jaminan sosial yang
secara de facto masih dibutuh-
kan oleh warga masyarakat,
khususnya dari kelompok ma-
syarakat miskin, sektor infor-
mal, dan masyarakat yang di-
kenal sebagai PMKS.

Berikut ini dikutip bunyi
pertimbangan MK, antara lain:

“Bahwa kendatipun UUD
1945 telah secara tegas me-
wajibkan negara untuk me-
ngembangkan sistem jaminan
sosial tetapi UUD 1945 tidak
mewajibkan kepada negara
untuk menganut atau memilih
sistem tertentu dalam pe-
ngembangan sistem jaminan
sosial dimaksud.  UUD 1945,
dalam hal ini Pasal 34 ayat (2),
hanya menentukan kriteria
konstitusional –yang sekaligus
merupakan tujuan– dari sis-
tem jaminan sosial yang harus
dikembangkan oleh negara,
yaitu bahwa sistem dimaksud
harus mencakup seluruh rak-
yat dengan maksud untuk
memberdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat ke-
manusiaan.  Dengan demikian,
sistem apa pun yang dipilih
dalam pengembangan jamin-
an sosial tersebut harus diang-
gap konstitusional, dalam arti
sesuai dengan Pasal 34 ayat
(2) UUD 1945, sepanjang sis-
tem tersebut mencakup se-
luruh rakyat7 dan dimak-
sudkan untuk meningkatkan
keberdayaan masyarakat yang
lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusia-
an.”
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Menurut pendapat MK
dalam pertimbangannya, apa-
pun  sistem yang dipilih dan
diterapkan, tidak berarti UU
Nomor 40 Tahun 2004 berten-
tangan dengan UUD 1945.  Me-
nurut pertimbangan MK, sis-
tem jaminan sosial versi UU
Nomor 40 Tahun 2004 itu
mesti bertujuan untuk kesejah-
teraan seluruh rakyat untuk
mencapai manusia bermar-
tabat. Dengan demikian, per-
timbangan MK sangat kental
dengan isu penjangkauan ja-
minan sosial untuk seluruh
warga masyarakat, utamanya
untuk kepentingan warga mis-
kin (pro poor).

Komitmen pemberian
jaminan sosial secara menyelu-
ruh, merata dan tanpa diskri-
minasi.  Dalam situasi aktual
saat ini, masyarakat miskin dan
penyandang PMKS yang meru-
pakan segmen yang belum ter-
sentuh sistem  asuransi sosial
yang sudah ada. Penjangkauan
hak konstitusional atas jamin-
an sosial bagi seluruh warga
masyarakat ini, dapat dipahami
dalam konteks untuk mencegah
terjadinya diskriminasi kebi-
jakan dan hukum, serta untuk
memastikan (to ensure) peme-
nuhan hak atas kesejahteraan.

Lepas dari pertimbangan
MK yang berpendapat bahwa
UU Nomor 40 Tahun 204 telah
sesuai dengan amanat Pasal
28H ayat (3) UUD 1945, bahwa
apapun sistem jaminan sosial
yang dikembangkan dan dite-
rapkan, asalkan bermaksud
untuk meningkatkan kesejah-
teraan seluruh kelompok rak-
yat untuk lebih bermartabat.

Dengan kata lain, UU No-
mor 40 Tahun 2004 tidak eks-
klusif untuk memberikan jami-
nan sosial bagi kelompok atau
segmen tertentu. Tidak konsti-
tusional jika sistem jaminan
sosial untuk kelompok sektor
formal saja.

Karenanya, mendelega-
sikan wewenang penyeleng-
garaan jaminan sosial dari
pemerintah (pusat dan daerah)
sebagai principal mandat un-
tuk menyelenggarakan kewa-
jiban negara (state obligation)
atas jaminan sosial kepada
seluruh segmentasi warga ma-
syarakat, adalah absah saja.
Karena itu, pendelegasian ke-
kuasaan yang bersumber dari
principal8 yang –dengan meka-
nisme tertentu— didelegasikan
kepada badan tertentu selaku
agent yang diatur dalam un-
dang-undang harus pula sesuai
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dengan Undang-Undang Dasar
(konstitusi) negara.9

Konstruksi  pendelega-
sian mandat atau wewenang
dari pemerintah selaku princi-
pal penyelenggaraan jaminan
sosial kepada agent Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial,
mengikuti konstrukti teoritis
pendelegasian kebijakan mone-
ter   dari Francesco Lippi, dalam
Central Bank Independence,
Targets and Credibility.  Di-
konstruksikan adanya pembe-
rian kewenangan dalam kebi-
jakan moneter dari principal
yakni pemerintah atau parle-
men kepada bank sentral yang
disebut sebagai a delegation
arrangement for monetary
policy.10

Masalahnya, kepada sia-
pakah pendelegasian itu diberi-
kan pemegang mandat konsti-
tusional? Pemberian delegasi
menyelenggarakan jaminan
sosial secara “sepihak” hanya
oleh pemerintah (pusat) hanya
limitatif kepada lembaga per-
usahaan asuransi profit seba-
gaimana dirumuskan dalam
Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 40
Tahun 2004, masih menyi-
sakan pertanyaan krusial dan
berbagai permasalahan  hu-
kum.

Pertama, norma Pasal
5 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun
2004, dengan interpretasi se-
cara sistematis jelas kontra-
diktif dengan prinsip-prinsip
jaminan sosial yang terkandung
dalam norma  Pasal 4 UU No-
mor 40 Tahun 2004, yang
dalam huruf d menganut prin-
sip nirlaba. Nirlaba (non profit)
sebagai antitesis dari sifat per-
usahaan yang dikelola dengan
prinsip profit. Artinya, ber-
dasarkan UU Nomor 40 Tahun
2004 yang menjadi derivasi11

Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal
34 ayat (2) UUD 1945, hanya
lembaga nirlaba saja yang rele-
van dengan penyelenggaraan
jaminan sosial.

Pendelegasian wewenang
pemerintah menyelenggarakan
jaminan sosial hanya kepada
empat Persero itu, bukan saja
berhadapan dengan prinsip
nirlaba (Pasal 4 UU Nomor 40
Tahun 2004), namun secara
yuridis mengandung resistensi
dalam kelembagaan perusaha-
an perseroan berbadan hukum
Perseroan Terbatas yang me-
miliki maksud dan tujuan yang
spesifik dalam anggaran dasar
pada akte pendirian perusaha-
an.

Ditilik dari hukum perse-
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roan, Persero sebagai badan
hukum terpisah (separate legal
entity) yang berbentuk PT,
wajib patuh kepada ketentuan
hukum perseroan dan Ang-
garan Dasar Perseroan.12 Berda-
sarkan Pasal 2 UU tentang
Perseroan Terbatas,  sebuah PT
hanya menjalankan usaha se-
suai dengan maksud perusa-
haan dalam anggaran dasarnya.
Penegasan maksud dan tujuan
perusahaan dalam purpose
clause dari statuta secara spe-
sifik memberi efek pada pende-
fenisian the scope of the autho-
rized corporate enterprise.13

Sebagai BUMN, perusa-
haan perseroan JAMSOSTEK,
TASPEN, ASABRI, dan ASKES,
tidak bisa dilepaskan dari Mas-
ter Plan Revitalisasi BUMN
2005-2009 yang menetapkan
tiga kebijakan dasar yakni res-
trukturisasi, profitisasi, dan
privatisasi BUMN yang sedang
dikembangkan pemerintah.14

Sehingga bisa mengalami di-
sorientasi prinsip ke-nirlaba-an
dalam kedudukannya sebagai
penyelenggara jaminan sosial.15

Di dalam Pasal 5 UU No-
mor 40 Tahun 2004 (sebelum
dinyatakan tidak mengikat oleh
Putusan MK), sistem jaminan
sosial yang dikembangkan ada-

lah melalui dua jalur penye-
lenggaraan, yakni melalui:
1) Empat Perusahaan Per-

seroan (JAMSOSTEK,
TASPEN, ASABRI, dan
ASKES); dan

2) Badan Penyelenggara Ja-
minan Sosial yang diben-
tuk dengan undang-un-
dang.
Dengan demikian, dalam

versi norma hukum Pasal 5 UU
Nomor 40 Tahun 2004 (sebe-
lum dinyatakan tidak berlaku),
tidak ada landasan untuk me-
ngembangkan badan tunggal
yang bertindak sebagai pem-
bayar tunggal (single payer)
atas premi asuransi sosial seba-
gai wujud dari jaminan sosial.
Badan yang ditentukan sebagai
penyelenggara jaminan sosial
terserak-serak, dan memiliki
karakteristik, maksud, lingkup
kegiatan, dan produk yang
berbeda-beda.

Dengan Putusan MK yang
menyatakan tidak berlakunya
Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) UU
Nomor 40 Tahun 2004,  maka
sampai saat ini, belum ada
badan atau lembaga yang absah
ditetapkan sebagai agent untuk
menyelenggarakan jaminan
sosial sebagaimana dimaksud
UU Nomor 40 Tahun 2004.
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Sehingga ada kekosongan hu-
kum (recht vacuum) dalam
kelembagaan penyelenggara
jaminan sosial versi UU No. 40
Tahun 2004. Padahal, struktur
atau kelembagaan hukum, me-
nurut Friedman, adalah bagian
penting sebuah sistem hukum
yang dikembangkan.16

Dalam pandangan posi-
tivist Bentham –yang dikenal
sebagai a life-long law refor-
mer— bahwa tidak ada pem-
baruan dalam substansi hukum
yang akan berpengaruh secara
efektif apabila tidak dengan
pembaruan atas struktur hu-
kum.  “…that no reform of the
substantive law could be ef-
fectuated without a reform of
its form and structure.”17

Kedua, dengan norma
Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU
Nomor 40 Tahun 2004 yang
secara limitatif memberikan
mandat sebagai badan penye-
lenggara jaminan sosial, maka
dengan segenap keterbatasan
keempat Persero tersebut, ser-
ta resistensi yuridis yang in-
trinsik terkandung dalam ke-
dudukannya sebagai badan
hukum profit, maka sangat logis
kemungkinan terjadinya pe-
nundaan keadilan bagi rakyat
miskin dan PMKS untuk mem-

peroleh jaminan sosial.
Apabila penundaan ke-

adilan ini terjadi, maka masa-
lahnya berlanjut masuk pada
wilayah kebijakan atau hukum
yang diskriminatif.  Sebab,
warga masyarakat miskin dan
PMKS teralianasi atau sedikit-
nya tertunda memperoleh hak-
nya atas jaminan sosial –kare-
na aneka masalah yuridis—
yang masih diderita Persero
sebagai lembaga profit  yang
masuk ke wilayah nirlaba.

Prinsip non diskriminasi
(non discrimination) tidak bo-
leh diabaikan oleh pemerintah
yang wajib pula mematuhi prin-
sip kesetaraan hak dan perlin-
dungan hukum versi Pasal 27
ayat (1), (2) UUD 1945. Prinsip
non diskriminasi ini diartiku-
lasikan pada umumnya kon-
vensi dan atau instrumen inter-
nasional HAM, seperti Univer-
sal Declaration of Human
Rights, International Cove-
nant on Civil and Political
Rights, and Covenan on Eco-
nomic, Social and Cultural
Rights, Convention on Elimina-
tion of All Form Discrimination
Against Women (CEDAW).

Beberapa konvensi HAM
mengartikan diskriminasi seba-
gai adanya pembedaan (dis-
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tinction), pengucilan (exclu-
sion), pembatasan (restriction)
atau pilihan/pertimbangan
(preference), yang berdasarkan
atas ras (race), warna kulit
(colour), kelamin (sex), bahasa
(language), agama (religion),
politik (political) atau pen-
dapat lain (other opinion), asal
usul sosial atau nasionalitas,
kemiskinan (poverty), kelahir-
an atau status lain.

Acuan terhadap diskri-
minasi dapat pula dikutip dari
Pasal 1 Konvensi Internasional
tentang Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Rasial,
yang memberikan definisi atas
racial discrimination, sebagai
berikut:

“any distinction, exclu-

sion, restriction or prefe-

rence base on race, colour,

descent or national ethnic

origin wich has the purpose

or effect of nullifying or

impairing the recognition,

enjoyment or exercise, on

an equal footing, of human

rights and fundamental

freedoms in the political,

economic, social, cultural

or any other field of public

life.”

Dalam Pasal 1 butir 3 UU

No. 39/1999 tentang Hak Asasi
Manusia, yang berbunyi seba-
gai berikut:

“Diskriminasi adalah

setiap pembatasan, pele-

cehan, atau pengucilan

yang langsung ataupun

tidak langsung didasarkan

pada pembedaan manusia

atas dasar agama, suku,

ras, etnik, kelompok, go-

longan status sosial, status

ekonomi, jenis kelamin,

bahasa, keyakinan, politik,

yang berakibat pengurang-

an, penyimpangan atau

penghapusan, pengakuan,

pelaksanaan atau peng-

gunaan hak asasi manusia

dan kebebasan dasar da-

lam kehidupan baik indivi-

dual maupun kolektif dalam

bidang politik, ekonomi,

hukum, sosial, budaya dan

aspek kehidupan lainnya.”

Oleh karena, secara yuri-
dis keberadaan dan pemben-
tukannya adalah untuk target
group yang bekerja pada sektor
formal dan kualifikasi peserta
yang segmented, maka tidak
dapat diartikan menjadi serta
merta dapat dipakai untuk me-
nyelenggarakan jaminan sosial
bagi masyarakat di sektor infor-
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mal, dan masyarakat penyan-
dang PMKS.

 Ketiga, penentuan em-
pat badan penyelenggara jami-
nan sosial itu, akan memper-
lebar rentang birokrasi penge-
lolaan jaminan sosial. Bahkan,
akan berhadapan pula dengan
tugas pokok dan fungsi (tu-
poksi) departemen terkait se-
perti Departemen Sosial yang
secara otentik sudah absah
mengerjakan program jaminan
sosial dan bantuan sosial.

Apalagi, kebijakan peme-
rintah selalu tidak konsisten
dalam penyelengga-raan dana
jaminan sosial. Misalnya, da-
lam skema pembayaran BLT,
jika konsisten dengan Pasal 28H
ayat (3) UUD 1945 dan meng-
acu kepada UU Nomor 40 Ta-
hun 2004, maka penyeleng-
garaan BTL tersebut dikelola
melalui Badan Penyelenggara
Jaminan  Sosial.

Oleh karena itu, kendati-
pun sudah ada UU Nomor 40
Tahun 2004, ternyata kebijak-
an pemerintah, misalnya kom-
pensasi BBM melalui BLT,  be-
lum  mengintegrasikan sistem
jaminan sosial. Padahal dana
kompensasi BBM melalui BLT
dapat menjadi modal bagi pe-
ngembangan dan membiayai

program penyelenggaraan ja-
minan sosial.

Andaikan pelaksanaan
Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 40
Tahun 2004 segera direali-
sasikan dalam suatu lembaga
tunggal (single payer), maka
konsolidasi program secara
horisontal dengan sektor sosial
mutlak diperlukan. Dengan
dicabutnya pendelegasian ke-
pada empat perusahaan per-
seroan asuransi, maka lebih
mungkin menerapkan skenario
badan tunggal penyelenggara
jaminan sosial yang dikelola
satu atap lewat Badan Penye-
lenggara Jaminan Sosial. Na-
mun, oleh karena secara de
facto dan historis jaminan so-
sial dikelola secara berserak-
serak, maka  konsolidasi penye-
lenggaraan jaminan sosial –
dengan Departemen Sosial, dan
instansi terkait yang secara
otentik sudah bekerja lebih
dahulu—  diperkirakan masih
rumit dan lambat.

Di samping itu, program
penyelenggaraan jaminan so-
sial dan bantuan sosial masih
berada dalam tupoksi Depar-
temen Sosial,18 dan penyeleng-
garaannya sudah memiliki lan-
dasan yang sah secara yuridis
formal.
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Dengan landasan yang
sudah ada, Departemen Sosial
sudah mengelola program ja-
minan sosial. Menurut Harry
Hikmat,19 Program Jaminan
Kesejahteraan Sosial yang di-
kelola Depsos adalah Asuransi
Kesejahteraaan Sosial  (As-
kesos), Bantuan Kesejahteraan
Sosial Permanen (BKSP), Pe-
ngembangan Sistem Nasional
Jaminan Sosial, Pengembangan
Kapasistas Kelembagaan, dan
Pengembangan Jaringan Kerja.
Untuk meningkatkan keter-
paduan program dengan pro-
gram pemberdayaan fakir mis-
kin, beberapa program jaminan
sosial yang dikelola adalah :

a. Asuransi Kesejahteraaana. Asuransi Kesejahteraaana. Asuransi Kesejahteraaana. Asuransi Kesejahteraaana. Asuransi Kesejahteraaan
Sosial  (ASKESOS)Sosial  (ASKESOS)Sosial  (ASKESOS)Sosial  (ASKESOS)Sosial  (ASKESOS)

Fokus Askesos melin-
dungi masyarakat marginal
atau pekerja mandiri  sektor
informal dari resiko alamiah
dan sosial seperti hari tua,
meninggal dunia dan sakit atau
kecelakaan sehingga tidak ter-
penuhinya kebutuhan hidup
peserta bersama dan anggota
keluarganya.

b .b .b .b .b . Bantuan KesejahteraanBantuan KesejahteraanBantuan KesejahteraanBantuan KesejahteraanBantuan Kesejahteraan
Sosial Permanen (BKSP)Sosial Permanen (BKSP)Sosial Permanen (BKSP)Sosial Permanen (BKSP)Sosial Permanen (BKSP)

BKSP merupakan usaha

perlindungan dan jaminan peng-
hidupan bagi warga yang kare-
na kondisinya tidak mampu
dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya sendiri tanpa ban-
tuan berkesinambungan dari
luar dirinya dan tidak didasar-
kan konstribusi yang bersang-
kutan.

Jaminan Sosial melalui
BKSP bisa atas inisiatif dan
kapasitas kelembagaan masya-
rakat sendiri.  BKSP dengan
warna lokal mengandalkan ke-
kuatan lokal dan bisa dikelola
secara kahusus. Upaya-upaya
terorganisasi untuk membantu
sesama ini umumnya dilandasi
oleh unsur-unsur lembaga adat
dan keagamaan.

c. Pengembangan KapasitasPengembangan KapasitasPengembangan KapasitasPengembangan KapasitasPengembangan Kapasitas
Kelembagaan JaminanKelembagaan JaminanKelembagaan JaminanKelembagaan JaminanKelembagaan Jaminan
SosialSosia lSosia lSosia lSosia l

Kegiatan ini dalam rang-
ka membantu mendayaguna-
kan organisasi sosial atau lem-
baga kesejahteraan sosial, ini-
siatif lokal dan pelayanan ja-
minan sosial lainnya untuk me-
ningkatkan kemampuan jang-
kauan pelayanan jaminan  so-
sial dengan sumberdaya yang
memadai.

Tujuan kegiatan adalah
untuk meningkatkan efektivitas
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dan efisiensi serta keberkelan-
jutan program dengan meng-
optimalkan sumber-sumber
program yang sama-sama yang
ditujukan bagi pengembangan
kelembagaan jaminan sosial.

III.III.III.III.III.WARGA MISKIN  DANWARGA MISKIN  DANWARGA MISKIN  DANWARGA MISKIN  DANWARGA MISKIN  DAN
PMKS: SASARAN JAMINANPMKS: SASARAN JAMINANPMKS: SASARAN JAMINANPMKS: SASARAN JAMINANPMKS: SASARAN JAMINAN
S O S I A LS O S I A LS O S I A LS O S I A LS O S I A L

Sebagai negara yang di
dalam konstitusinya menganut
prinsip negara kesejahteraan
(welfare state),  negara memi-
liki kewajiban menjamin, melin-
dungi dan memenuhi hak kons-
titusional rakyat Indonesia atas
kesejahteraan sosial.  Karena-
nya, kemiskinan yang disan-
dang rakyat adalah musuh ne-
geri ini. Penanggulangannya
dituangkan secara sistemik
dalam suatu sistem jaminan
sosial nasional seperti perintah
Pasal 28H ayat (3), dan Pasal
34 ayat (2) UUD 1945.

Kendatipun Indonesia
sudah merdeka lebih dari lima
puluh tahun, dan konon me-
miliki sumber daya alam (natu-
ral recources) dan sumber
daya energi yang kaya, angka
kemiskinan dan PMKS masih
banyak.

Apalagi, dengan turbu-
lensi politik, ekonomi dan so-

sial yang masih belum mereda
di Indonesia, berimplikasi ke-
pada terbitnya masalah sosial.
Masalah sosial sedemikian rupa
mempertebal lapisan masya-
rakat yang dilabelkan kepada
Penyandang Masalah Kesejah-
teraan Sosial (PMKS) sebagai
akibat dari krisis, konflik sosial,
bencana alam dan gejala dis-
integrasi sosial.

Karena itu, selain me-
mang sudah menjadi kewajiban
konstitusional negara, pena-
ngannya membutuhkan skema
yang komprehensif dan meli-
puti segenap segmen warga
masyarakat.

Secara kategoris, De-
partemen Sosial memberikan
pembedaan atas kelompok
PMKS, yakni kelompok warga
masyarakat yang berhak secara
konstitusional (dan yuridis)
atas suatu intervensi sosial
dengan Sistem Jaminan Kese-
jahteraan Sosial Nasional, ya-
itu20:
1)  Kemiskinan, meliputi ke-

lompok warga yang me-
nyandang ketidakmampuan
sosial ekonomi atau warga
yang rentan menjadi miskin
yakni :
a.   keluarga fakir miskin; dan
b. segmen wanita rawan
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sosial ekonomi.
2) Keterlantaran, meliputi war-

ga masyarakat yang karena
sesuatu hal mengalami ke-
terlantaran fisik, mental dan
sosial yakni:
a.   balita terlantar;
b.  anak remaja terlantar,

termasuk anak jalanan
dan pekerja anak;

c.   orang dewasa terlantar;
d.   keluarga bermasalah so-

sial psikologis; dan
e.   lansia terlantar.

3)  Kecacatan, meliputi warga
masyarakat yang menga-
lami kecacatan sehingga
terganggu fungsi sosialnya,
yakni:
a. tuna daksa;
b. tuna netra;
c . tuna rungu/wicara;
d. tuna grahita; dan
e. cacat ganda.

4) Ketunaan sosial dan pe-
nyimpangan perilaku, me-
liputi warga masyarakat
yang mengalami gangguan
fungsi-fungsi sosialnya aki-
bat ketidakmampuannya
mengadakan penyesuaian
(social adjusment) secara
normatif, yakni:
a. tindak tuna susila;
b. anak konflik dengan hu-

kum/nakal;

c . bekas narapidana;
d. korban narkotika;
e. gelandangan;
f. pengemis; dan
g. korban HIV/AIDS dan

eks penyakit kronis ter-
lantar.

5)  Keterasingan/keterpencilan
dan/atau berada dalam
lingkungan yang buruk,
meliputi warga masyarakat
yang berdomisili di daerah
yang sulit terjangkau, atau
terpencar-pencar, atau ber-
pindah-pindah, yang lazim
disebut Komunitas Adat
Terpencil.

6) Korban Bencana, meliputi
warga masyarakat yang
mengalami musibah atau
bencana, yakni:

a. korban bencana alam;
dan

b.  korban bencana sosial.
7)  Kekumuhan, meliputi warga

masyarakat yang berdo-
misili di lingkungan kumuh
(slum area).

8) Korban Tindak Kekerasan,
Eksploitasi dan Diskrimi-
natif, meliputi warga ma-
syarakat yang mengalami
tindak kekerasan, yakni:
a.  kekerasan terhadap anak;
b. kekerasan terhadap wa-

nita;
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c.  kekerasan terhadap lan-
jut usia;

d. eksploitasi pekerja anak
dan anak jalanan.

9)  Kerentanan sosial, meliputi
warga masyarakat yang ren-
tan/rawan menjadi PMKS,
yakni:
a. warga yang tinggal di

daerah rawan bencana;
dan

b. warga masyarakat mar-
ginal.
Jumlah orang miskin di

Indonesia masih sangat kon-
troversial. Pada saat mende-
sain program Bantuan Tunai
langsung (BTL) kepada keluarga
miskin untuk target group dana
kompensasi BBM sejumlah 15,5
juta kepala keluarga.21  Namun,
secara de facto banyak warga
miskin yang tidak menerima
dana BTL tersebut.22

Berdasarkan data yang
dikeluarkan oleh Pusat Data
dan Informasi (Pusdatin) De-
partemen Sosial (2002),  ter-
catat warga masyarakat sebagai
fakir miskin berjumlah sekitar
16,7 juta jiwa atau kurang lebih
44,3 % dari jumlah populasinya
orang miskin di Indonesia yang
berjumlah sekitar 37,5 juta
jiwa.23

Di samping 16,7 juta jiwa

fakir miskin, masih terdapat
pula sejumlah warga masya-
rakat lainnya yang termasuk
kategori PMKS seperti gelan-
dangan, pengemis, bekas nara-
pidana terlantar, anak jalanan,
penyandang cacat terlantar,
lansia terlantar, tuna susila,
komunitas adat terpencil dan
sebagainya, yang jumlahnya
9,6 juta jiwa. Secara keselu-
ruhan, jumlah warga PMKS
yang membutuhkan perhatian
adalah sebesar 26,3 juta jiwa.24

Reduksi Kemiskinan, MulaiReduksi Kemiskinan, MulaiReduksi Kemiskinan, MulaiReduksi Kemiskinan, MulaiReduksi Kemiskinan, Mulai
dengan Anak-anakdengan Anak-anakdengan Anak-anakdengan Anak-anakdengan Anak-anak

Di Indonesia, anak-anak
termasuk satu segmen warga
masyarakat yang paling rentan.
Krisis ekomomi membawa anak-
anak semakin lemah dalam
perlindungan sosial. Dari ke-
lompok PMKS yang dikemuka-
kan di atas, anak-anak sebenar-
nya merupakan penyandang
yang ganda.

Di samping anak-anak
memang rentan dan sangat
berpengaruh atas tindakan atau
tidak diberikannya tindakan,
anak-anak juga bisa masuk
dalam kualifikasi kemiskinan,
keterlantaran, ketunaan sosial,
keterasingan, dalam bencana
alam, kekumuhan, korban ke-
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kerasan dan eksploitasi, dan
sebagainya.

Anak-anak adalah pihak
yang paling merasakan dampak
PMKS. Anak-anak seringkali
yang terpukul paling keras
akibat kemiskinan (children are
often hardest hit by poverty).
Kemiskinan menjadi kausal
yang merusak perkembangan
tubuh dan pikirannya. Peng-
hapusan kemiskinan mesti di-
mulai dengan anak-anak (po-
verty reduction begins with
children).25

Menurut data terhim-
pun, dalam bidang pendidikan
terdapat sekitar 1,6 juta anak-
anak usia 7-12 tahun tidak
bersekolah. Angka anak-anak
usia 13-15 tahun yang tidak
sekolah jumlahnya tiga kali
lipat (300%), yakni sekitar 4,8
juta.  Sementara itu, pada tahun
1997-1998, pendaftaran anak
masuk SLTP menurun 6%. Jadi,
pada era di mana Indonesia
dilanda krisis ekonomi yang
hingga kini melum mereda,
dalam waktu relatif pendek
telah menimbulkan dampak
buruk dan permananen kepada
anak-anak.26

Dalam hal anak yang
membutuhkan perlindungan
khusus, BPS mendata sejumlah

1,8 anak pada tahun 1998 men-
jadi buruh anak. Namun, data
lain bahkan menyebutkan seki-
tar 8 juta buruh anak.  Hasil
survey Susenas (Agustus 1999),
10% anak usia 10-14 tahun be-
kerja.27

Anak-anak jalanan di 12
kota provinsi sekitar 50.000.
Anak terlantar pada tahun 1997
sejumlah 3 juta anak. Anak
cacat (10-14 tahun) sejumlah 2
juta anak.   Sekitar 40.000 s/d
70.000 anak-anak menjadi
korban eksploitasi seksual.
Sejumlah 400.000 pengungsi
anak domestik (internal dis-
placed person - IDP) tersebar
pada berbagai wilayah di Indo-
nesia. Anak-anak yang diadili
sejumlah 4.000 anak.  Sekitar
30% dari sekitar 40.000 s/d
70.000 pekerja seksual komer-
sial adalah anak, yang menga-
lami eksploitasi seksual komer-
sial.28

Singkat kata, anak-anak
yang berada dalam situasi sede-
mikian, merupakan  manusia
yang tidak beruntung, dan
bahkan menjadi korban dari
“mekanisme” nasional yang
belum sensitif terhadap hak
anak. Sir William Ulting me-
lukiskan,  “Ours is an adult so-
ciety. It runs on rules deter-
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mined, administered and adju-
dicated by adult.”29

Tiga Pilar Jaminan SosialTiga Pilar Jaminan SosialTiga Pilar Jaminan SosialTiga Pilar Jaminan SosialTiga Pilar Jaminan Sosial
Selama ini, untuk melak-

sanakan program kesejahtera-
an sosial, pemerintah men-
jalankan tiga pilar.

Pilar pertama berupa
bantuan sosial (social asis-
stance), baik dalam bentuk
pemberian bantuan uang tunai
maupun pelayanan dengan
sumber pembiayaan dari peme-
rintah dengan dukungan ma-
syarakat sesuai potensi sumber
daya yang tersedia.

Pilar kedua mengguna-
kan pendekatan asuransi sosial
wajib (compulsory social insur-
ance), yang dibiayai dari kon-
tribusi (premi), yang dibayar-
kan oleh setiap peserta (ter-
masuk tenaga kerja dan PMKS)
dan pemberi kerja secara ber-
sama-sama. Pendekatan ini
merupakan upaya negara un-
tuk mensejahterakan rakyat
dengan mengikutsertakan seca-
ra aktif tanggung jawab masya-
rakat dalam bentuk iuran (kon-
tribusi).

Pilar ketiga adalah asu-
ransi sukarela (voluntary in-
surance) yang iurannya di-
bayar sepenuhnya oleh peserta

sesuai dengan tingkat kemam-
puannya. Dana yang terhimpun
dikelola secara komersial. Da-
lam hal ini, bantuan sosial,
asuransi sosial dan asuransi
sukarela akan berbeda pola
pengaturannya.

Dalam Pasal 5 ayat (2)
UU Nomor 40 Tahun 2004,
yang sebelum  dinyatakan tidak
berlaku oleh MK, mengadopsi
pengesahan lembaga-lembaga
asuransi profit BUMN sebagai
penyelenggara jaminan sosial.

Jika ditilik dari target
group pesertanya, perusahaan
swasta yang ditetapkan dalam
UU Nomor 40 Tahun 2004 itu
hanya memberikan fokus ke-
pada segmen masyarakat ter-
tentu saja (lihat Tabel 1).

 Dengan perkataan lain,
seandainya-pun perusahaan-
perusahaan dimaksud secara
maksimal telah berhasil men-
jangkau segementasinya, akan
tetapi cakupan masyarakat
yang masih belum tersentuh
jaminan sosial juga masih luas
dan banyak.

Untuk membangun SJSN
yang merambah segenap ke-
lompok warga masyarakat,
maka perlu analisis terhadap
kelompok mana saja yang men-
jadi sasaran SJSN.  Secara rinci
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kepesertaan dalam jaminan
sosial dapat dibagi atas empat
kelompok yaitu30:
1)  Kelompok Pegawai Ne-

geri, meliputi : (a) Pegawai
Negri Sipil (PNS) –PNS Pusat
maupun Daerah—; (b) Pra-
jurit TNI dan Anggota
POLRI; (c) Pegawai Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)
dan Badan Usaha Milik Dae-
rah (BUMD) yang menjadi
aset pemerintah daerah.;

2)Kelompok Pegawai
Swasta Formal, meliputi

pegawai/karyawan perusa-
haan, karyawan pada berba-
gai yayasan, lembaga swa-
daya masyarakat dan orga-
nisasi sosial;

3)  Kelompok Pekerja Swas-
ta Non Formal, meliputi
(a) Pekerja swasta non for-
mal yang terorganisir se-
perti pedagang, petani, ne-
layan yang menjadi anggota
suatu perkumpulan profesi
atau koperasi; (b) Pekerja
swasta non formal yang
tidak terorganisir seperti

Tabel 1. Perusahaan swasta yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat
(2) UU Nomor 40 Tahun 2004
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pedagang, petani, nelayan
yang tidak menjadi anggota
suatu perkumpulan profesi.;

4) Kelompok Khusus, meli-
puti warga masyarakat yang
termasuk dalam kategori
Penyandang Masalah Kese-
jahteraan Sosial (PMKS).

Ditinjau dari sasaran ke-
pesertaan tersebut, maka do-
main (lingkup kewenangan)
Departemen Sosial adalah untuk
menangani peserta yang ber-
ada dalam kategori keempat
yaitu kelompok khusus. Warga
yang termasuk dalam kelom-
pok khusus ini adalah warga
masyarakat yang kurang mam-
pu.

IVIVIVIVIV.BAD.BAD.BAD.BAD.BADAN PENYELENGGAN PENYELENGGAN PENYELENGGAN PENYELENGGAN PENYELENGGARAARAARAARAARA
JAMINAN SOSIAL:JAMINAN SOSIAL:JAMINAN SOSIAL:JAMINAN SOSIAL:JAMINAN SOSIAL:
LANDASANLANDASANLANDASANLANDASANLANDASAN
KONSTITUSIONAL DANKONSTITUSIONAL DANKONSTITUSIONAL DANKONSTITUSIONAL DANKONSTITUSIONAL DAN
Y U R I D I SY U R I D I SY U R I D I SY U R I D I SY U R I D I S

Pengembangan sistem
jaminan sosial dan penyeleng-
garaan jaminan sosial, secara
eksplisit merupakan perintah
UUD 1945. Namun sudah pula
dituangkan ke dalam  peraturan
perundang-undangan. Pem-
bentukan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana
norma dalam Pasal 5 ayat (1)

UU Nomor 40 Tahun 2004,
sudah memiliki landasan yuri-
dis yang kuat.

Berikut ini dikemukakan
landasan konstitusional dan
yuridis untuk mendorong pem-
bentukan badan yang menge-
lola jaminan sosial itu.
1.  Undang-Undang Dasar

1945
a.  Pasal 28H ayat (3) me-

nyatakan:
“Setiap orang berhak

atas Jaminan Sosial yang

memungkinkan pengem-

bangan dirinya secara utuh

sebagai manusia yang ber-

martabat.”

b.   Pasal 34 ayat (2) menya-
takan:

“Negara mengembang-

kan sistem Jaminan Sosial

bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masya-

rakat yang lemah dan tidak

mampu sesuai dengan

martabat kemanusiaan.”

2. Peraturan Perundang-
undangan
a. UU Nomor 6 Tahun 1974

tentang Ketentuan-ke-
tentuan Pokok  Kesejah-
teraan Sosial
- Pasal 1:

 “Setiap warga Negara

berhak atas taraf kese-
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jahteraan sosial yang se-

baik-baiknya dan berke-

wajiban untuk sebanyak

mungkin ikut serta dalam

usaha-usaha kesejahtera-

an sosial.”

- Pasal 4 ayat (1):
“Usaha-usaha pemerint-

ah di bidang kesejah-

teraan sosial meliputi:

Bantuan sosial kepada

warga negara baik secara

perorangan maupun da-

lam kelompok yang me-

ngalami kehilangan pe-

ranan sosial atau menjadi

korban akibat terjadinya

bencana-bencana, baik

sosial maupun alamiah

atau peristiwa-peristiwa

lain.

Pemeliharaan taraf

kesejahteraan sosial me-

lalui penyelenggaraan

suatu sistem Jaminan

Sosial.

Bimbingan pembina-

an dan rehabilitasi sosial,

termasuk di dalamnya

penyaluran ke dalam ma-

syarakat, kepada warga

Negara baik perorangan

maupun dalam kelom-

pok, yang terganggu ke-

mampuannya untuk

mempertahankan hidup,

yang terlantar atau yang

tersesat.

Pengembangan dan

penyuluhan sosial untuk

meningkatkan peradab-

an, perikemanusiaan dan

kegotong-royongan.

- Pasal 5 ayat (1):
“Pemerintah mengada-

kan usaha-usaha ke arah

terwujudnya dan terbina-

nya suatu Jaminan Sosial

yang menyeluruh”.

b.UU Nomor 4 Tahun 1997
tentang Kesejahteraan
Penyandang Cacat
- Pasal 5:

“Setiap penyandang cacat

mempunyai hak dan ke-

sempatan yang sama da-

lam segala aspek kehi-

dupan dan penghidupan”.

- Pasal 8:
“Pemerintah dan/ atau

masyarakat berkewajib-

an mengupayakan terwu-

judnya hak-hak penyan-

dang cacat”.

- Pasal 19:

“Bantuan Sosial diarah-

kan untuk membantu pe-

nyandang cacat agar da-

pat berusaha meningkat-

kan taraf kesejahteraan

sosialnya”.

 - Pasal 21:
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“Pemeliharaan taraf ke-

sejahteraan sosial di-

arahkan pada pemberian

perlindungan dan pela-

yanan agar penyandang

cacat dapat memelihara

taraf hidup yang wajar.”

d.  UU Nomor  13 Tahun
1998 tentang Kesejah-
teraan Lanjut Usia,
 - Pasal 5 Ayat (2) huruf

g:
“Bagi lanjut Usia yang

tidak potensial agar da-

pat mewujudkan taraf

hidup yang wajar diberi-

kan perlindungan sosial

berupa pemeliharaan ta-

raf kesejahteraan so-

sial.”

c.  UU Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi
Manusia
- Pasal 5 ayat (3):

“Setiap orang yang ter-

masuk kelompok masya-

rakat yang rentan berhak

memperoleh perlakuan

dan perbandingan lebih

berkenan dengan kekhu-

susannya”.

- Pasal 41 ayat (1):
“Setiap warga Negara

berhak atas jaminan so-

sial yang dibutuhkan un-

tuk hidup layak, serta

perkembangan pribadi-

nya secara utuh.”

d.UU Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlin-
dungan Anak
- Pasal 8:

“Setiap anak berhak

memperoleh pelayanan

kesehatan dan jaminan

sosial sesuai dengan ke-

butuhan fisik, mental, spi-

ritual dan sosial.”

e.  UU Nomor 40 Tahun
2004
- Pasal 5 ayat (1):

“Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial harus di-

bentuk dengan Undang-

undang”.

- Pasal 2:
“Sistem jaminan Sosial

Nasional  diselenggara-

kan  berdasarkan  asas

kemanusiaan, asas man-

faat, dan asas keadilan

sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.”

Berbagai peraturan per-
undangan nasional yang mem-
berikan landasan yuridis bagi
penyelenggaraan jaminan so-
sial, maka sudah kuat landasan
untuk menyiapkan jaminan
sosial –yang diperuntukkan
bagi seluruh rakyat. Oleh ka-
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rena penjangkauan jaminan
sosial untuk sektor formal yang
sudah digarap dengan jaminan
sosial dari Perusahaan Per-
seroan JAMSOSTEK, TASPEN,
ASABRI, ASKES– namun yang
masih belum tersentuh secara
tersistem adalah kelompok
khusus yang utamanya berada
pada sektor informal.

Sesuai dengan perintah
peraturan perundangan, ter-
masuk Pasal 5 ayat (1) UU
Nomor 40 Tahun 2004 yang
secara eksplisit menegaskan
perlunya pembentukan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.
Penyelenggaraan jaminan so-
sial menurut Pasal 2 UU Nomor
40 Tahun 2004, dilaksanakan
dengan asas tertentu yang da-
lam hal ini berbeda dengan
prinsip perusahaan bukan nir-
laba yang berbasis pada pen-
carian keuntungan (profit)
semata.

Dengan dinyatakan tidak
berlakunya Pasal 5 ayat (2), (3),
(4) UU Nomor 40 tahun 2004
dengan Putusan MK Nomor
007/PUU-III/2005, maka se-
cara yuridis formal tidak ada
lagi norma hukum yang meng-
ikat untuk memosisikan JAM
SOSTEK, TASPEN, ASABRI,
ASKES, sebagai badan penye-

lenggara jaminan sosial. Impli-
kasinya, keempat perusahaan
BUMN penyelenggara asuransi
itu berada di luar konteks ja-
minan sosial yang dimaksudkan
dalam Pasal 5 ayat (1) UU No-
mor 40 Tahun 2004. Oleh ka-
renanya, secara yuridis formal
pemerintah perlu membentuk
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial dengan undang-undang.

Pembentukan Badan Pe-
nyelenggara Jaminan Sosial ini
jika ditinjau dari sisi yuridis for-
mal sudah tidak ada halangan
lagi. Termasuk dari sisi finansial
tidak terlalu berhalangan ka-
rena dengan mengonsolidasi-
kan dana pembangunan sosial
serta dana kompensasi BBM –
yang dikelola dengan skema
BTL misalnya– sudah bisa men-
jadi pilar untuk memulai penye-
lenggaraan jaminan sosial yang
dikelola oleh Badan Penye-
lenggara Jaminan Sosial versi
Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40
Tahun 2004.

VVVVV ..... D I S K U S ID I S K U S ID I S K U S ID I S K U S ID I S K U S I
Dengan dinyatakan tidak

mengikatnya Pasal 5 ayat (2),
(3), (4) UU Nomor 40 Tahun
2004 berdasarkan putusan MK,
maka tidak terdapat legitimasi
bagi empat Persero untuk men-
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jadi penyelenggara jaminan
sosial. Landasan yuridis yang
masih eksis dan mengikat seba-
gai dasar hukum hanyalah Pa-
sal 5 ayat (1) UU Nomor 40
Tahun 2004, yang mengan-
dung norma bagi pembentukan
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.

Pembentukan Badan Pe-
nyelenggara Jaminan Sosial
dimaksud, sudah memiliki da-
sar pula untuk dikembangkan
secara secara tunggal, yakni
hanya dikelola oleh Badan Pe-
nyelenggara yang ditetapkan
dengan undang-undang. Tidak
lagi membuka kemungkinan
dikelola secara bersamaan an-
tara empat perusahaan per-
seroan (vide Pasal 5 ayat (3) UU
Nomor 40 Tahun 2004), dan
juga dapat dikelola oleh Badan
Penyelenggara yang dapat di-
bentuk versi Pasal 5 ayat (4)
UU Nomor 40 tahun 2004.

Secara konstitusional,
tidak ada kendala untuk me-
ngembangkan sistem jaminan
sosial yang dikelola oleh lem-
baga tunggal seperti dikemuka-
kan di atas. Apalagi, pertim-
bangan MK dalam Putusan No-
mor 007/PUU-III/2005, ti-
dak memberikan  halangan
konstitusional mengembang-

kan sistem jaminan sosial yang
manapun. Yang pasti, MK me-
negaskan pentingnya memasti-
kan (to ensure) bahwa sistem
jaminan sosial yang dikem-
bangkan untuk menjangkau
seluruh warga masyarakat.

Dari pendapat MK itu
dapat ditafsirkan bahwa sistem
jaminan sosial yang dikem-
bangkan adalah sistem jaminan
sosial yang  berskala nasional,
tidak terbatas untuk  kelompok
tertentu. Sehingga, mengacu
kepada pendapat Putusan MK
Nomor 007/PUU/III/2005,
pemberian wewenang untuk
menjalankan jaminan sosial
kepada badan hukum privat
seperti JAMSOSTEK, TASPEN,
ASABRI, ASKES, mengalami
tantangan konstitusional dan
yuridis untuk menjangkau sis-
tem jaminan sosial yang dite-
rapkan untuk seluruh warga
masyarakat.

Jika dielaborasi lebih
dalam, tafsir atas pendapat MK
tersebut adalah bahwa  sistem
jaminan sosial  dikembangkan
dalam skala menasional atau
bukan terserak-serak dikem-
bangkan masing-masing dae-
rah. Akan tetapi, jaminan sosial
yang sudah berkembang di
daerah dapat diintegrasikan
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sebagai sub sistem jaminan
sosial yang menasional terse-
but.

Berbagai bentuk dan lem-
baga yang sudah menjalankan
program jaminan sosial, dapat
berintegrasi sebagai totalitas
sistem jaminan sosial nasional
–yang dikembangkan berbasis
kepada Pasal 5 ayat (1) UU
Nomor 40 Tahun 2004. Kedu-
dukannya dapat mengisi sub
sistem jaminan sosial nasional,
dan dalam kegiatan tertentu
dapat pula bertindak untuk
mengerjakan atau menjalankan
program yang disiapkan badan
penyelenggara– baik yang ber-
sifat program inti  jaminan
sosial, maupun program turun-
an mendukung program jamin-
an sosial.

Untuk mengembangkan
sistem jaminan sosial seperti
Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40
Tahun 2004 itu, dikemukakan
beberapa agenda  berikut ini.

Pertama, mengembang-
kan sistem jaminan sosial yang
memberi fokus kepada jaminan
sosial (social insurance), dan
membebaskan fokusnya dari
program bantuan sosial (social
assistance).

Kedua, mengonsolidasi-
kan program-program jaminan

sosial  yang terserak-serak atau
berada pada sektor dan instansi
terkait. Termasuk program
sporadis dan sementara yang
dilakukan secara ad hoc, seper-
ti kompensasi subsidi BBM
dalam bentuk cash money.

Ketiga, mengonsolidasi-
kan  program jaminan sosial
yang sudah dikelola oleh peme-
rintah daerah.

Keempat, memberikan
proritas atau perhatian khusus
kelompok sasaran warga mis-
kin dan PMKS sebagai segmen
masyarakat yang belum tersen-
tuh dan mengintegrasikannya
masuk ke dalam sistem jaminan
sosial.

Kelima, membangun ker-
jasama, partisipasi dan peng-
awasan secara transparan dan
akuntabel bersama masyara-
kat.

VI. VI. VI. VI. VI. PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP
Jaminan sosial adalah

hak konstitusional setiap rak-
yat yang absah dalam UUD
1945. Penyelenggaraannya yang
selama ini tersegmentasi kepa-
da kelompok tertentu, khusus-
nya sektor formal, menggiring
kepada isu diskriminasi dan
penundaan keadilan bagi selu-
ruh rakyat.
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Untuk maksud memba-
yar kewajiban konstitusional
dan yuridis kepada seluruh
rakyat, maka pemerintah mesti
segera menyiapkan Badan Pe-
nyelenggara Jaminan Sosial –
sebagaimana ditetapkan dalam
Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40
Tahun 2004. Untuk itu, perlu
mendorong pemerintah meng-
ajukan rancangan undang-un-
dang untuk pembentukan Ba-
dan Penyelenggara Jaminan
Sosial– seperti maksud Pasal 5
ayat (1) UU Nomor 40 Tahun
2004.

Jika hal ini dilaksanakan,
maka berbagai kebijakan Peme-
rintah –yang esensinya adalah
program jaminan sosial seperti
kebijakan kompensasi BBM
dengan Bantuan Langsung Tu-
nai atau bentuk lain yang di-
siapkan Pemerintah—   sudah
bisa dikonsolidasikan dan dijus-
tifikasi sebagai program ja-
minan sosial dalam sistem ja-
minan sosial nasional. Sehing-
ga, tidak terdengar lagi efek
BLT yang muncul sebagai kega-
galan memetakan rakyat mis-
kin penerima, kekisruhan da-
lam penyediaan data pendu-
kung, dan berbagai efek tu-
runan lainnya. 

E n d n o t e sE n d n o t e sE n d n o t e sE n d n o t e sE n d n o t e s
1 Data penerima yang tidak

faktual di lapangan, munculnya
banyak protes warga di berbagai
daerah,  adanya  koreksi kartu
penerima BLT, adalah beberapa
bukti  yang tidak bisa disem-
bunyikan.

2 Muhammad Joni, “Cash
Money vs Jaminan Sosial”, Re-
publika, 30 September 2005.

3 Menteri Negara Peren-
canaan Pembangunan/Kepala
BAPPENAS, Sri Mulyani menya-
takan jumlah keluarga miskin
bertambah 1 juta menjadi 16,5
kepala keluarga. Ketika subsidi
BBM akan dicabut, pemerintah
menegaskan pencabutan subsidi
BBM akan mengurangi jumlah
keluarga miskin. Lihat Repu-
blika, “Orang Miskin Bertambah
Banyak”, 20 Oktober 2005, hal.
1 .

4 Menurut Menteri Kese-
jahteraan Rakyat, keruwetan
penyaluran BTL karena data
miskin tidak akurat, dalam
Kompas, “Komplain Rakyat Mis-
kin Sampai 31 Oktober”, 31
Oktober 2005, hal. 1.  Pem-
bagian Kartu BTL tidak tepat
sasaran, dalam Kompas, “Petu-
gas PBS Mengecewakan”, 13
Oktober 2005, hal. 1. Lihat juga
Republika, “Pencairan STL Masih
Ricuh”, 16 Oktober 2005, hal. 1.

5 Kompas, berjudul “Satu
Juta Data Kepala Keluarga Di-
koreksi”, Senin, 10 Oktober
2005, hal. 1.

6 Analisis ini membatasi
diri untuk tidak membahas
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apakah mandat itu berada pada
domein Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah, sebagai-
mana yang menjadi materi da-
lam permohonan uji materil
yang diajukan atas Pasal 5 ayat
(1), (2), (3), (4) UU Nomor 40
Tahun 2004.

7 Garis bawah dan huruf
tebal sengaja dibuat oleh penulis.

8 Istilah  Principal berarti
sumber dari wewenang atau hak
(the source of authority or right).
Lihat  Henry Campbell Black,
Black’s Law Dictionary, Sixth Edi-
tion, St. Paul, Minn West Group,
USA,  1990, hal. 1192.

9 Istilah agent berarti a per-
son authorized by another (prin-
cipal) to act for or in place of him.
Lihat Ibid., hal. 63.

10 Francesco Lippi, Central
Bank Independence, Targets and
Credibility, Edward Elgar Chel-
tenham, UK  & Northampton,
MA, USA,  1999, hal. 12.

11 Teori derivasi dan abstrak-
si UUD 1945 ke dalam hukum
yang lebih rendah dalam hal ini
Undang-undang, dikemukakan
oleh Prof Dr. M. Solly Lubis, SH,
Guru Besar Emeritus Fakultas
Hukum Universitas Sumatera
Utara.

12 Pasal 2 UU Perseroan Ter-
batas yang berbunyi, sebagai
berikut: “Kegiatan perseroan
harus sesuai dengan maksud dan
tujuannya serta tidak berten-
tangan dengan perundang-un-
dangan, ketertiban umum, dan
atau kesusilaan“.

13 James D. Cox; F. Hodge
O’Neal; Thomas Lee Hazen, Cor-

poration, Aspen Law & Bussines,
1997, New York, hal. 61-62.

14 Republika, “Jumlah
BUMN Diciutkan Jadi 50”, 19
Oktober 2005, hal. 1. Wakil
Presiden HM Jusuf Kalla mene-
gaskan bahwa Pemerintah akan
mengurangi jumlah BUMN men-
jadi sekitar 50 saja. Selanjutnya,
dikemukakan pula oleh Sekre-
taris Menteri BUMN bahwa Men-
teri BUMN mengutamakan pro-
fitisasi dari pada privatisasi
BUMN. Lihat juga Majalah Bisnis
Review, Edisi 10, Th. III, Maret
2005, hal 19.

15 Dalam Master Plan Revi-
talisasi BUMN 2005-2009, bebe-
rapa BUMN sektor jasa keuang-
an yakni TASPEN dan ASABRI,
masuk ke dala perusahaan kate-
gori Roll-Up. Sedangkan JAM-
SOSTEK dan JASA RAHARDJA
akan di Rool-Up juga dalam
kelompok lain. Lihat Majalah
Bisnis Review, Edisi 10, Th. III,
Maret 2005, hal 21.

16 Friedman, M., Lawrence,
American Law, W.W. Norton &
Company, New York-London,
1984, hal. 10-14.

17 Lord Lloyd of Hampstead
and MDA Freeman, Lloyd’s In-
troduction to Jurisprudence, 5th
edition, London, Stevans & Sons,
1985, hal. 250.

18 Lihat Iklan Layanan Ma-
syarakat Majalah GATRA,  No.
49 Tahun XI, 22 Oktober 2005,
hal. 9, “Bantuan Kesejahrteraan
Sosial Permanen (BKSP) – Saat-
nya Kita Peduli Nasib Mereka”,
yang dipublikasikan Direktorat
Jaminan Sosial, Direktorat Jen-
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deral Bantuan dan Jaminan
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A. PengantarA. PengantarA. PengantarA. PengantarA. Pengantar
Dalam beberapa instru-

men internasional telah diakui
bahwa setiap orang berhak atas
jaminan sosial. Hak ini di an-
taranya tercantum dalam De-
klarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM), kemudian
diperkuat lagi setelah disah-
kannya Kovenan Hak Ekonomi,
Sosial, dan Budaya sebagai
pendamping Kovenan Hak Sipil
dan Politik. Begitu pula dalam
beberapa instrumen hukum
nasional, jaminan sosial diakui

sebagai hak asasi manusia da-
lam peraturan perundang-un-
dangan, di antaranya dapat
dilihat dalam UUD 1945 Per-
ubahan Kedua dan Perubahan
Keempat, UU Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Ma-
nusia, dan UU Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan
Anak.

Karena jaminan sosial
merupakan hak asasi manusia,
maka ia menimbulkan suatu
kewajiban pada negara untuk
melindungi, menghormati dan

PUTUSAN MK TENTANG UU SJSN:
Mengembalikan Jaminan Sosial Sebagai

Hak Asasi Manusia?

OLEH FAJRIMEI A. GOFAR, S.H.
Peneliti pada Lembaga Studi dan Advokasi

Masyarakat (ELSAM)
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melaksanakannya. Kewajiban
ini telah tertuang pula baik
dalam instrumen internasional
dan nasional. Sebagai contoh
misalnya dalam Pasal 28I ayat
(4) UUD 1945 Perubahan Ke-
dua disebutkan bahwa “Per-
lindungan, pemajuan, pene-
gakan, dan pemenuhan hak
asasi manusia adalah tang-
gung jawab negara, terutama
pemerintah.”

Khusus untuk jaminan
sosial, kewajiban negara, dalam
hal ini pemerintah, juga secara
tegas disebutkan dalam Pasal
34 ayat (2) UUD 1945 Per-
ubahan Keempat, yang menya-
takan bahwa “Negara me-
ngembangkan sistem jaringan
sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat ke-
manusiaan.”  Dalam konteks
hak asasi manusia, kewajiban –
atau lebih tepatnya tanggung
jawab– ini tidak hanya meru-
pakan kewajiban negara dalam
artian pemerintah pusat sema-
ta, melainkan juga pemerintah
daerah. Hal inilah yang men-
dasari mengapa dalam Pasal 22
UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah

menyebutkan bahwa salah satu
kewajiban pemda dalam me-
nyelenggarakan otonomi dae-
rah adalah mengembangkan
sistem jaminan sosial (Pasal 22
huruf h UU Nomor 32 Tahun
2004).

Pemerintah pusat, dalam
kaitannya untuk melaksanakan
kewajiban konstitusi telah mem-
bentuk UU Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN). Un-
dang-undang ini pada dasarnya
ingin menjabarkan kewajiban
negara untuk memenuhi hak
atas jaminan sosial warga ne-
gara. Tetapi sayangnya, be-
berapa ketentuan yang diatur
dalam undang-undang tersebut
dianggap menghambat, bahkan
melanggaran hak konstitusi
yang dimiliki pemda untuk
mengembangkan sistem ja-
minan sosial. Terutama ke-
tentuan Pasal 5 UU SJSN yang
mengatur mengenai badan pe-
nyelenggara sistem jaminan
sosial nasional yang hanya
diberikan kepada empat insti-
tusi. 1

Akibatnya, karena peng-
aturan yang demikian itu, Pem-
da Jawa Timur mengajukan
Permohonan uji materiil ter-
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hadap UU SJSN tersebut ke
Mahkamah Konstitusi (MK).2

Pengajuan permohonan ter-
sebut telah diputus oleh MK
pada bulan Agustus 2005 (Per-
kara Nomor 007/PUU-III/
2005), yang isinya, di anta-
ranya, menyatakan Pasal 5
SJSN tersebut tidak mempu-
nyai kekuatan hukum meng-
ikat. Dengan kata lain, per-
mohonan Pemda Jawa Timur
dikabulkan.

Tulisan ini sebenarnya
tidak diarahkan untuk meng-
eksaminasi putusan MK ter-
sebut. Tetapi, melalui putusan
itu, lebih diarahkan untuk meng-
elaborasi lebih jauh bagaimana
hak atas jaminan sosial, sebagai
hak asasi manusia diperlaku-
kan, baik oleh pemerintah pu-
sat maupun pemda. Apakah
pengajuan permohonan ter-
sebut hanya merupakan konflik
kewenangan antara pemerintah
pusat dan pemda semata; apa-
kah MK melalui putusannya
telah mengembalikan posisi
hak atas jaminan sosial seba-
gaimana mestinya, serta ba-
gaimana akibatnya terhadap
perlindungan, penghormatan
serta pelaksanaan hak atas
jaminan sosial di Indonesia

setelah perkara itu diputus oleh
MK.

Untuk menjawab per-
tanyaan-pertanyaan tersebut,
tulisan ini akan membahas ba-
gaimana kedudukan hak atas
jaminan sosial, baik dalam ins-
trumen hukum internasional
maupun hukum nasional seba-
gai hak asasi manusia. Bagai-
mana pelaksanaan hak atas
jaminan sosial di Indonesia
selama ini, selanjutnya suatu
analisa terhadap putusan MK
yang memeriksa perkara ter-
sebut dalam perspektif hak
asasi manusia. Pada bagian
akhir, tulisan ini ditutup de-
ngan suatu kesimpulan.

B. Sekilas MengenaiB. Sekilas MengenaiB. Sekilas MengenaiB. Sekilas MengenaiB. Sekilas Mengenai
Jaminan SosialJaminan SosialJaminan SosialJaminan SosialJaminan Sosial

Jaminan sosial untuk per-
tama kali diperkenalkan oleh
Jerman sekitar tahun 1883 di
bawah Kanselir Bismarck, yaitu
dengan diciptakannya asuransi
sakit untuk pertama kali. Kemu-
dian, pada tahun 1884 dicip-
takan asuransi kecelakaan ker-
ja, sementara asuransi cacat,
asuransi hari tua dibentuk pada
tahun 1889. Berbagai asuransi
tersebut diwajibkan terhadap
para pekerja pencari upah, dan
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dibiayai dengan iuran dari para
pekerja sendiri dan pemberi
kerjanya.3 Pada waktu itu, asu-
ransi-asuransi itu sangat besar
kegunaannya bagi kepentingan
usaha maupun para pekerja,
akhirnya ia kemudian makin
berkembang, dikenal dan me-
nyebar ke seluruh Eropa. Ter-
lebih lagi dengan terjadinya
revolusi Industri yang memer-
lukan banyak pekerja.4

Jaminan sosial sendiri
dianggap belum memiliki pe-
ngertian yang baku. Istilah
jaminan sosial kerap digunakan
secara bergantian atau diarti-
kan sama dengan perlindungan
sosial, kebijakan sosial, ban-
tuan sosial, asuransi sosial, dan
sebagainya. Namun, Konvensi
ILO Nomor 102 Tahun 1952
telah mencoba untuk meletak-
kan prinsip-prinsip dasar
umum jaminan sosial, yang
menjelaskan bahwa  jaminan
sosial (standar minimun) ada-
lah perlindungan yang diberi-
kan masyarakat untuk para
anggotanya melalui seperang-
kat instrumen publik, terhadap
kesulitan ekonomi dan sosial
yang disebabkan karena ter-
hentinya atau turunnya peng-
hasilan diakibatkan oleh sakit,

hamil, kecelakaan kerja, pe-
nggangguran, cacat, hari tua,
dan kematian; pemberian pe-
rawatan medis; dan pemberian
subsidi bagi keluarga yang
mempunyai anak.5 Meskipun
demikian, dalam segi pelaksa-
naan terdapat beberapa sifat
umum yang dapat dikenali, di
antaranya:6 merupakan pro-
gram publik, memberikan per-
lindungan, dan mempunyai
tujuan sosial yang mempenga-
ruhi hajat hidup orang banyak.
Dengan demikian, pada intinya
konsep jaminan sosial diartikan
sebagai program yang bertu-
juan untuk mewujudkan kese-
jahteraan rakyat.7

Hal semacam ini sebe-
narnya sudah banyak dilaku-
kan di negara lain dan biasanya
disebut sebagai kebijakan wel-
fare state. Menurut Kartono
Mohamad, kata welfare state
memang sulit diterjemahkan
dengan tepat dan ringkas ke
dalam bahasa Indonesia. Wel-
fare state bukanlah negara
kesejahteraan, tetapi lebih
tepat diartikan bahwa beberapa
pelayanan yang berkaitan de-
ngan kesejahteraan warga ne-
gara yang sepenuhnya disedia-
kan oleh pemerintah, khusus-
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nya pendidikan dan pelayanan
kesehatan (medical care).8

Beberapa negara Eropa Barat
bahkan menambahkan juga
jaminan hari tua (pensiun) dan
kecelakaan kerja. Konsep wel-
fare state sebenarnya dilaksa-
nakan di negara-negara dengan
sistem kapitalis (termasuk Swe-
dia yang sosialistis), sedangkan
di negara-negara komunis yang
dikenal adalah “sistem sosia-
lis”. Bedanya terletak pada
sumber dana untuk membiayai
pelayanan-pelayanan tersebut.
Di negara-negara kapitalis se-
perti negara-negara Eropa Ba-
rat, dana itu diperoleh dari
iuran warga negara (pekerja),
iuran dari pengusaha (employ-
er), dan sebagian kecil diambil
dari kas negara.9

Di negara-negara komu-
nis, karena tidak ada pengusaha
(swasta), maka dana itu se-
penuhnya ditanggung oleh ne-
gara. Praktis semua pekerja
adalah bekerja untuk negara,
oleh karena itu kesejahteraan
mereka juga ditanggung oleh
negara. Di negara kapitalis yang
liberal, seperti Amerika Serikat
(AS). Hal itu sepenuhnya di-
serahkan kepada setiap warga
negara, melalui sistem asuransi

swasta yang mandiri. Hanya
untuk mereka yang miskin dan
menganggur diberi bantuan
untuk pelayanan kesehatan
melalui program Medicaid, dan
untuk yang sudah lanjut usia (di
atas 65 tahun) mendapat san-
tunan dari program Medicare.10

Di Indonesia sendiri su-
dah ada beberapa program
jaminan sosial dalam bentuk
asuransi sosial, tapi baru men-
cakup sebagian kecil pekerja di
sektor formal. Sebenarnya
jaminan sosial ini mulai di-
laksanakan beberapa saat sete-
lah kemerdekaan yaitu dengan
ditetapkannya Undang-Un-
dang Nomor 3 Tahun 1947
tentang Kecelakaan. Bahkan
bagi pegawai negeri, jaminan
sosial yang berupa pemberian
pensiun telah diberikan sejak
jaman kolonial Belanda. De-
wasa ini terdapat 5 (lima) lem-
baga penyelenggara asuransi/
jaminan sosial yaitu PT Taspen,
PT Asabri, PT Askes, PT Jam-
sostek, dan PT Jasa Raharja.11

Namun, untuk mereka yang
seharusnya dilindungi, dihor-
mati, dan dipenuhi hak atas
jaminan sosial, di antaranya
kelompok rentan, termarjinal-
kan, miskin secara ekonomi,
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dan sebagainya, belum terlak-
sana dengan baik.

C. Kedudukan JaminanC. Kedudukan JaminanC. Kedudukan JaminanC. Kedudukan JaminanC. Kedudukan Jaminan
Sosial Sebagai Hak AsasiSosial Sebagai Hak AsasiSosial Sebagai Hak AsasiSosial Sebagai Hak AsasiSosial Sebagai Hak Asasi
M a n u s i aM a n u s i aM a n u s i aM a n u s i aM a n u s i a

Karena ia bertujuan un-
tuk menyejahterahkan, dalam
artian membebaskan manusia
dari rasa ketakutan terhadap
kemelaratan, meningkatkan
martabat manusia, maka ja-
minan sosial dimasukkan se-
bagai bagian dari hak asasi
manusia yang melekat pada diri
setiap orang. Pengakuan ja-
minan sosial sebagai hak asasi
manusia secara universal telah
dicantumkan dalam Pasal 22
Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM), yang me-
nyatakan:

“Setiap orang, sebagai
anggota masyarakat, mem-
punyai hak jaminan sosial, dan
mendapat bagian dari reali-
sasi, lewat usaha nasional dan
kerjasama internasional dan
sesuai dengan pengaturan dan
kemampuan setiap negara-
nya, atas hak ekonomi, sosial
dan kebudayaan yang sangat
dibutuhkan bagi martabatnya
dan pengembangan kepriba-
diannya secara bebas.”

Selain itu disebutkan
pula secara eksplisit dalam
Pasal 25 DUHAM yang menya-
takan bahwa:

“Setiap orang mempu-
nyai hak atas standar hidup
yang memadai bagi kesehatan
dirinya dan keluarganya, ter-
masuk makan, pakaian, peru-
mahan, pengobatan, dan pela-
yanan sosial, dan atas jaminan
dalam menghadapi pengang-
guran, sakit, cacat, kematian
suami atau istri, hari haritua,
atau menghadapi situasi kehi-
dupan sulit yang di luar ke-
mauannya.”

Pernyataan bahwa setiap
orang mempunyai hak atas
jaminan sosial kemudian di-
pertegas lagi dalam Kovenan
Hak Ekonomi, Sosial, dan Bu-
daya (baca: ekosob). Dalam
Pasal 9 Kovenan Hak Ekosob
disebutkan bahwa “Negara
Pihak dalam Kovenan ini
mengakui hak setiap orang
atas jaminan sosial, termasuk
asuransi sosial.”  Hak atas
jaminan sosial ini kemudian
diakui sebagai hak dasar manu-
sia dalam berbagai instrumen
internasional yang merupakan
turunan dari Deklarasi Univer-
sal Hak Asasi Manusia, Ko-
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venan Hak Sipil dan Politik,
serta Kovenan Hak Ekosob.

Sementara dalam Kon-
vensi ILO Nomor 102 Tahun
1952 disebutkan bahwa  setiap
negara mesti memiliki standar
minimum program jaminan
sosial yang mencakup tun-
jangan tunai hari tua, sakit,
cacat, kematian, penganggur-
an, serta pelayanan medis bagi
tenaga kerja yang sakit. Kon-
vensi ini menyatakan bahwa
setiap negara harus bertang-
gungjawab terhadap tiga per-
lindungan dasar bagi masya-
rakatnya, yaitu: perlindungan
hari tua atau pengangguran,
kecelakaan kerja, dan kematian.

Dalam konteks hak asasi
manusia, hak atas jaminan so-
sial ini merupakan salah satu
dari bermacam-macam hak
yang diakui dalam Kovenan
Ekosob. Oleh karena itu, ia
digolongkan sebagai hak eko-
sob walaupun sebenarnya pem-
bedaan ini telah banyak men-
dapatkan tentangan. Hak eko-
sob tidaklah berbeda dengan
hak Sipol, ia juga merupakan
bagian yang esensial dalam
hukum hak asasi manusia inter-
nasional. Bersama-sama de-
ngan hak Sipol ia menjadi ba-

gian dari the internasional bill
of human rights.12 Dengan de-
mikian, kedudukan hak ekosob,
termasuk hak atas jaminan
sosial di dalamnya, sangat pen-
ting dalam hukum hak asasi
manusia internasional. Ia men-
jadi acuan pencapaian bersama
dalam pemajuan hak asasi ma-
nusia.

Seperti halnya dengan
hak Sipol, hak ekosob mem-
bebankan tiga tipe kewajiban
yang berbeda kepada negara,
yaitu kewajiban untuk meng-
hormati, melindungi, dan me-
laksanakan. Kegagalan dalam
melaksanakan salah satu ke-
wajiban ini merupakan pelang-
garan hak-hak tersebut.13 Ke-
wajiban untuk menghormati
mengharuskan negara mena-
han diri untuk tidak campur
tangan dalam dinikmatinya
hak-hak ekosob. Kewajiban
untuk melindungi berarti
mengharuskan negara untuk
mencegah pelanggaran hak
tersebut oleh pihak ketiga.
Sedangkan kewajiban untuk
melaksanakan mengharuskan
negara untuk mengambil tin-
dakan-tindakan legislatif, ad-
ministratif, anggaran, hukum
dan semua tindakan lain yang
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memadai guna pelaksanaan
sepenuhnya dari semua hak
tersebut.

Kewajiban-kewajiban ter-
sebut (menghormati, melin-
dungi, dan melaksanakan) me-
ngandung unsur kewajiban
mengenai tindakan dan me-
ngenai hasil. Kewajiban me-
ngenai tindakan membutuhkan
tindakan yang diperhitungkan
dengan cermat untuk melak-
sanakan dipenuhinya suatu hak
tertentu. Sementara kewajiban
mengenai hasil mengharuskan
negara untuk mencapai target
tertentu guna memenuhi stan-
dar substantif terinci.14

Negara Indonesia belum
menjadi pihak dalam kovenan
ini, dalam artian belum me-
ratifikasi.15 Sehingga Indonesia
dianggap belum terikat pada
kewajiban-kewajiban yang ter-
cantum dalam Kovenan Hak
Ekosob. Tetapi Kovenan Hak
Ekosob ini telah diratifikasi
lebih dari 145 negara. Ting-
ginya angka negara yang telah
meratifikasi menunjukkan bah-
wa Kovenan Hak Ekosob mem-
punyai karakter universalitas
yang sangat kuat. Sebagian ahli
hukum hak asasi manusia inter-
nasional menganggap bahwa

perjanjian dengan karakter
yang demikian itu, telah me-
miliki kedudukan sebagai ba-
gian dari hukum kebiasaan
internasional sehingga meng-
ikat negara dengan atau tanpa
meratifikasinya.16

Walaupun Indonesia be-
lum meratifikasi Kovenan Hak
Ekosob, sebenarnya dalam per-
aturan perundang-undangan
Indonesia telah diakui hak atas
jaminan sosial. Di antaranya
tercantum dalam UUD 1945,
UU Nomor 39 Tahun 1999 ten-
tang Hak Asasi Manusia, dan
UU Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 28H UUD
1945 Perubahan Kedua di-
sebutkan bahwa:
(1) Setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak men-
dapat kemudahan dan per-
lakuan khusus untuk mem-
peroleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan
keadilan.
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(3) Setiap orang berhak atas
jaminan sosial yang me-
mungkinkan pengembang-
an dirinya secara utuh se-
bagai manusia yang ber-
martabat.

(4) Setiap orang berhak mem-
punyai hak milik pribadi
dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh sia-
pa pun.

Dalam Pasal 41 UU No-
mor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia disebutkan
bahwa:
(1) Setiap warga negara

berhak atas jaminan sosial
yang dibutuhkan untuk
hidup layak serta untuk
perkembangan pribadinya
secara utuh.

(2) Setiap penyandang cacat,
orang yang berusia lanjut,
wanita hamil, dan anak-
anak, berhak memperoleh
kemudahan dan perlakuan
khusus.

Dalam penjelasan pasal
tersebut disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan “berhak
atas jaminan sosial” adalah
bahwa setiap warga negara
mendapat jaminan sosial se-
suai dengan ketentuan per-

aturan perundang-undangan
dan kemampuan negara. Beri-
kutnya ayat (2) dijelaskan bah-
wa yang dimaksud dengan “ke-
mudahan dan perlakuan khu-
sus” adalah pemberian pela-
yanan, jasa, atau penyediaan
fasilitas dan sarana demi kelan-
caran, keamanan, kesehatan,
dan keselamatan.

Sementara itu dalam Pa-
sal 42 UU Nomor 39 tahun
1999 tentang Hak Asasi Ma-
nusia disebutkan bahwa:

“Setiap warga negara
yang berusia lanjut, cacat fisik
dan atau cacat mental berhak
memperoleh perawatan, pen-
didikan, pelatihan, dan ban-
tuan khusus atau biaya ne-
gara, untuk menjamin kehi-
dupan yang layak sesuai de-
ngan martabat kemanusiaan-
nya, meningkatkan rasa per-
caya diri, dan kemampuan
berpartisipasi dalam kehi-
dupan bermasyarakat, ber-
bangsa, dan bernegara.”

Dalam Pasal 8 UU Nomor
23 Tahun 2002 tentang Per-
lindungan Anak disebutkan
bahwa:

“Setiap anak berhak
memperoleh pelayanan kese-
hatan dan jaminan sosial se-
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suai dengan kebutuhan fisik,
mental, spiritual, dan sosial.”

Dengan demikian sangat
jelas bahwa jaminan sosial di-
akui sebagai hak asasi manusia,
baik dalam instrumen inter-
nasional maupun dalam instru-
men hukum nasional. Tentu
saja karena ia adalah salah satu
hak yang dimiliki setiap orang,
maka kewajiban untuk meng-
hormati, melindungi dan me-
laksanakannya ada pada ne-
gara, yang menuntut negara
mengambil tindakan-tindakan
efektif agar hak tersebut tidak
dilanggar. Diabaikannya perlin-
dungan dasar tersebut diang-
gap sebagai pelanggaran ter-
hadap hak asasi manusia.

D. Pelaksanaan Hak AtasD. Pelaksanaan Hak AtasD. Pelaksanaan Hak AtasD. Pelaksanaan Hak AtasD. Pelaksanaan Hak Atas
Jaminan Sosial diJaminan Sosial diJaminan Sosial diJaminan Sosial diJaminan Sosial di
Indonesia: Dibisniskan?Indonesia: Dibisniskan?Indonesia: Dibisniskan?Indonesia: Dibisniskan?Indonesia: Dibisniskan?

Dalam Perubahan Kedua
UUD 1945 Pasal 28I ayat (4)
disebutkan bahwa  “Perlin-
dungan, pemajuan, penegak-
an, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung ja-
wab negara, terutama peme-
rintah.” Karena jaminan sosial
adalah hak asasi manusia, maka
merupakan kewajiban negara
untuk melindungi, memajukan,

menegakkan, dan memenuhi-
nya. Kewajiban negara ini ter-
cantum pula dalam Pasal 71 UU
Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia yang me-
nyatakan bahwa:

“Pemerintah wajib dan
bertanggung jawab menghor-
mati, melindungi, menegak-
kan, dan memajukan hak asasi
manusia yang diatur dalam
Undang-undang ini, peraturan
perundang-undangan lain,
dan hukum internasional ten-
tang hak asasi manusia yang
diterima oleh negara Republik
Indonesia.”

Kewajiban pemerintah
mengenai hak atas jaminan
sosial secara tegas diatur dalam
Pasal 34 ayat (2) UUD 1945
Perubahan Keempat, yang me-
nyebutkan bahwa “Negara me-
ngembangkan sistem jaringan
sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat ke-
manusiaan.”  Dalam konteks
hak asasi manusia, kewajiban
ini bukan saja kewajiban pe-
merintah pusat tetapi juga
pemda seperti yang tercantum
dalam Pasal 22 UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemda
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yang mewajibkan pemda untuk
mengembangkan sistem ja-
minan sosial.

Selama ini Indonesia te-
lah melaksanakan sistem ja-
minan sosial bagi warga negara-
nya. Namun, sistem jaminan
sosial yang ada di Indonesia
belum sesuai dengan standar
universal.17 Selain itu, penye-
lenggaraan jaminan sosial di
Indonesia juga cenderung ma-
sih fragmentatif di mana ma-
sing-masing lembaga pemerin-
tah maupun swasta memiliki
sistem “jaminan sosial” sendiri.
Skema jaminan sosial diseleng-
garakan oleh berbagai jaringan
yang dilaksanakan secara sen-
diri-sendiri, seperti PT Jam-
sostek, Askes, Asabri, dan Tas-
pen. Sistem dikhususkan untuk
kelompok tertentu (umumnya
sektor formal), sehingga belum
menyentuh sektor informal.
Lagipula, jaminan sosial di-
kelola oleh suatu perusahaan
yang berorientasi mencari ke-
untungan.18

Dapat dikatakan bahwa
perlindungan, penghormatan,
dan pelaksanaan hak atas ja-
minan sosial di Indonesia be-
lum berjalan sebagaimana mes-
tinya. Jaminan sosial belum

menyentuh masyarakat yang
seharusnya menjadi prioritas,
di antaranya mereka yang ter-
marjinalkan, anak-anak terlan-
tar, fakir miskin, dan kelompok-
kelompok rentan lainnya. Wa-
laupun telah berlangsung sejak
lama, jaminan sosial hanya bisa
dinikmati oleh mereka yang
bekerja di sektor formal saja, di
antaranya mereka yang men-
jadi pegawai pemerintah, se-
bagian kecil karyawan-karya-
wan perusahaan, dan sebagian
sangat kecil buruh-buruh pab-
rik.

Tanggung jawab negara
untuk melindungi, menghor-
mati, dan melaksanakan hak
atas jaminan sosial lebih ba-
nyak diserahkan kepada pihak
swasta. Akibatnya jaminan so-
sial ini lebih berorientasi men-
cari keuntungan. Lagipula,
seperti diberitakan berbagai
media massa, pengelolaan ja-
minan sosial menjadi sasaran
empuk berbagai praktik korup-
si, dana yang seharusnya men-
jadi hak nasabah tidak dibayar-
kan, dan berbagai praktek-
praktek lainnya yang melemah-
kan posisi nasabah.

Hak atas jaminan sosial
di Indonesia tidak berbeda
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nasibnya dengan hak-hak eko-
sob lainnya, misalnnya hak atas
pendidikan, hak atas kesehatan,
hak atas pangan, hak atas pe-
kerjaan. Pemenuhan, perlin-
dungan, penghormatannya ma-
sih dinomorduakan dan belum
menjadi perhatian yang serius
negara. Bahkan, ketika terjadi
privatisasi, penarikan sejumlah
subsidi di berbagai sektor ter-
sebut telah berakibat buruk
pada pemenuhan, perlindung-
an, dan penghormatan hak-hak
ekosob tersebut.

Di situasi sekarang, di
mana jumlah orang miskin (atau
keluarga) di Indonesia tidak
berkurang malah kian bertam-
bah.  Apalagi setelah pemerin-
tah menaikkan harga BBM, ia
menjadi pukulan amat berat
bagi mereka yang tidak di-
untungkan (baca: miskin). Ke-
bijakan ini telah mengakibatkan
bermunculan orang-orang, ke-
luarga-keluarga miskin baru,
bahkan jumlah orang gila se-
makin bertambah. Bagi pelaku
bisnis, jumlah masyarakat mis-
kin yang tinggi dapat menjadi
peluang besar untuk melaku-
kan bisnis. Di antaranya bisnis
yang menjanjikan adalah sis-
tem jaminan sosial.

Sebagai tindak lanjut re-
formasi kehidupan bernegara,
di mana hak asasi manusia
menjadi salah satu bagian yang
harus dibenahi, Indonesia di
antaranya telah mengaman-
demen UUD 1945, terutama
berkenaan dengan hak atas
jaminan sosial. Pasal-pasal da-
lam konstitusi yang mengatur
mengenai hak atas jaminan
sosial telah dicoba dijabarkan
melalui peraturan perundang-
undangan, salah satunya ada-
lah dengan membentuk UU
SJSN.19 Tapi sayangnya, un-
dang-undang ini, baik dalam
proses perancangan dan pem-
bahasan sampai pengundang-
an, banyak menuai protes.

Walaupun hak atas ja-
minan sosial dijadikan per-
timbangan pembentukannya,
secara substansi, UU SJSN
tersebut masih memiliki ke-
kurangan. Di antaranya Kele-
mahan yang masih melekat
pada SJSN adalah masih me-
ngandung adult bias, yakni
jenis-jenis perlindungan yang
diberikan umumnya masih di-
fokuskan untuk melindungi
kesejahteraan orang dewasa
dan belum secara langsung
menyentuh kesejahteraan
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anak. Padahal, dalam Pasal 8
UU Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak
disebutkan bahwa “setiap anak
berhak memperoleh pelayan-
an kesehatan dan jaminan
sosial sesuai dengan kebutuh-
an fisik, mental, spiritual, dan
sosial.”

Kelemahan lainnya ada-
lah bahwa meskipun UU SJSN
mencakup skema jaminan so-
sial bagi pekerja informal, ske-
ma tersebut belum secara jelas
melindungi kelompok masya-
rakat yang kurang mampu.20

Keadaan ini terutama terkait
dengan beberapa kendala, yang
antara lain disebabkan oleh: (i)
Masih kurang efektifnya orga-
nisasi-organisasi sosial “akar
rumput” sehingga belum bisa
menjadi kelompok penekan
terhadap penguasa dan peng-
usaha untuk bertindak; (ii)
Biaya untuk mendanai asuransi
sosial sangat tinggi; selain kare-
na banyaknya  kelompok sasa-
ran juga karena mereka sering-
kali memiliki pendapatan yang
relatif kecil,  tidak menentu dan
bahkan tidak memiliki pen-
dapatan sama sekali; (iii) Sangat
beragamnya karakteristik so-
sial-ekonomi-budaya kelom-

pok ini mempersulit  pengum-
pulan kontribusi maupun pe-
nentuan jenis-jenis jaminan
sosial.21 

Dari segi penyelenggara-
annya UU SJSN menentukan
bahwa sistem jaminan sosial
nasional dijalankan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) yang dibentuk melalui
undang-undang. Badan-badan
penyelenggara yang sudah ada
dinyatakan sebagai BPJS menu-
rut undang-undang tersebut.
UU SJSN telah menunjuk empat
lembaga sebagai BPJS, yaitu: (i)
Perusahaan Perseroan (Per-
sero) Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek); (ii) Per-
usahaan Perseroan (Persero)
Dana Tabungan dan Asuransi
Pegawai Negeri (Taspen); (iii)
Perusahaan Perseroan (Per-
sero) Asuransi Sosial Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia
(Asabri); dan (iv) Perusahaan
Perseroan (Persero) Asuransi
Kesehatan Indonesia (Askes).
Sementara jika diperlukan BPJS
selain keempat lembaga ter-
sebut akan dibentuk lembaga
baru yang pembentukannya
melalui undang-undang.

Pada dasarnya, keempat
lembaga tersebut merupakan
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Persero yang dibentuk oleh
pemerintah, yang tentu saja ia
tunduk pada ketentuan-keten-
tuan mengenai perusahaan,
misalnya UU Nomor 1 Tahun
1995. Dalam penyelenggara-
annya, semua komponen dari
mulai masyarakat/pekerja;
pemberi kerja dan pemerintah
harus memberikan kontribusi.
Pemda dalam SJSN ditempat-
kan sebagai fasilitator dan mem-
bantu badan-badan penyeleng-
gara di daerah-daerah terutama
dalam pelaksanaan law en-
forcement.22 Padahal selama
ini, pemda telah begitu ber-
peran dalam pelaksanaan pro-
gram Jamsostek di daerahnya
masing-masing.

Sudah selayaknya bahwa
penyelenggaraan sistem ja-
minan sosial bukan diseleng-
garakan oleh lembaga yang
mencari keuntungan, dalam
artian bukan badan usaha se-
perti Persero atau BUMN. Me-
lainkan oleh badan pemerintah
yang betul-betul tidak mencari
keuntungan, karena hak atas
jaminan sosial bukanlah meru-
pakan commercial good atau
komoditi yang bisa diperda-
gangkan secara bebas dengan
kompetisi. Ia merupakan hak

masyarakat yang membeban-
kan kepada negara untuk meng-
hormati, melindungi dan me-
laksanakannya. Keempat lem-
baga yang ditunjuk UU SJSN itu
sebelumnya merupakan badan
usaha yang tentu saja targetnya
adalah mencari keuntungan
(profit oriented).

Sebenarnya badan usaha
yang berupa persero tidaklah
tepat dijadikan badan penye-
lenggara, karena tanggung ja-
wab pemerintah untuk melak-
sanakan hak atas jaminan sosial
masih terbatas atau terikat
dengan modal yang disetor
yang mengacu pada UU Nomor
1 Tahun 1995 tentang Perusa-
haan. Lagipula, seharusnya
pemenuhan hak atas jaminan
sosial dibiayai APBN sehingga
diperlukan badan yang tidak
berbentuk badan usaha.

Terlepas dari badan pe-
nyelenggara dalam bentuk
idealnya, pengaturan menge-
nai BPJS dalam UU SJSN telah
dipermasalahkanpemda, ter-
utama Pemerintah Provinsi
Jawa Timur. Pengaturan UU
SJSN yang hanya menunjuk
empat badan penyelenggara
sistem jaminan nasional, di-
anggap bertentangan dengan
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konstitusi, yaitu, menghambat
pemda mengembangkan sistem
jaminan sosial di daerahnya.
Sementara dalam UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah disebutkan
bahwa salah satu kewajiban
pemda adalah mengembang-
kan sistem jaminan sosial. Itu-
lah mengapa Provinsi Jawa
Timur mengajukan judicial re-
view UU SJSN ke MK.

E. Pengajuan E. Pengajuan E. Pengajuan E. Pengajuan E. Pengajuan JudicialJudicialJudicialJudicialJudicial
ReviewReviewReviewReviewReview: Konflik: Konflik: Konflik: Konflik: Konflik
Kewenangan?Kewenangan?Kewenangan?Kewenangan?Kewenangan?

Seperti disebutkan di
muka, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur, yang diwakili Ke-
tua DPRD dan Ketua Komisi E
DPRD –sebagai Pemohon I—
mengajukan  permohonan judi-
cial review UU SJSN Sistem
Jaminan Sosil Nasional ke MK.23

Ketentuan yang dimintakan
untuk diuji yaitu Pasal 5 ayat
(1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal
52 UU SJSN.

Pada intinya permohon-
an judicial review ini diajukan
karena  pemohon I mendapat
amanah konstitusi untuk meng-
atur dan mengawasi pelaksa-
naan kewenangan pemda pro-
vinsi, di antaranya menjalan-

kan kewajiban untuk mengem-
bangkan sistem jaminan sosial.
Tetapi kewajiban ini diabaikan
oleh Pasal 5 ayat (1), (3), dan
(4) dan Pasal 52 UU SJSN yang
mengatur bahwa:
(1) Badan Penyelenggara Ja-

minan Sosial harus diben-
tuk dengan Undang-Un-
dang.

(2) Sejak berlakunya Undang-
Undang ini, badan penye-
lenggara jaminan sosial
yang ada dinyatakan se-
bagai Badan Penyeleng-
gara Jaminan Sosial me-
nurut Undang-Undang ini.

(3) Badan Penyelenggara Ja-
minan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. Perusahaan Perseroan

(Persero) Jaminan So-
sial Tenaga Kerja (JAM
SOSTEK);

b. Perusahaan Perseroan
(Persero) Dana Ta-
bungan dan Asuransi
Pegawai Negeri (TAS
PEN);

c. Perusahaan Perseroan
(Persero) Asuransi So-
sial Angkatan Bersen-
jata Republik Indone-
sia (ASABRI); dan
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d. Perusahaan Perseroan
(Persero) Asuransi Ke-
sehatan Indonesia (AS
KES).

(4) Dalam hal diperlukan Ba-
dan Penyelenggara Jamin-
an Sosial selain dimaksud
pada ayat (3), dapat diben-
tuk yang baru dengan Un-
dang-Undang.

Penunjukan BPJS dalam
Pasal 5 ayat (3) yang berupa
BUMN bukan menjadi kewe-
nangan Pemohon I, akibatnya
Pemohon I tidak dapat men-
jalankan fungsinya sebagai
lembaga perwakilan rakyat di
daerah dalam menjalankan
fungsi pengawasan, pengatur-
an, dan penganggaran yang
berkaitan dengan penyeleng-
garaan sistem jaminan sosial di
daerah. Padahal Pasal 18 ayat
(7) UUD 1945 jo Pasal 167 UU
32 Tahun 2004 tentang Pemda,
pemohon I tetap dibebani tang-
gung jawab untuk mempriori-
taskan belanja daerah dalam
perwujudan perlindungan dan
peningkatan kualitas kehidup-
an masyarakat dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar,
penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan, fasilitas sosial, fasi-
litas umum yang layak, serta

mengembangkan sistem jamin-
an sosial. Singkatnya, kewe-
nangan pemohon I dan II untuk
mengatur dan mengurus sen-
diri urusan pemerintahan di
daerah tidak dapat dijalankan
akibat bunyi Pasal 5 UU SJSN.

Selain itu, Pasal 5 ayat
(1), (3), dan (4) UU SJSN meru-
gikan hak/kewenangan konsti-
tusional para pemohon karena
dapat menurunkan daya saing
sebagai pelaku pembangunan
di daerah. Pasal 5 merusak
hubungan wewenang dalam
keuangan dan pelayanan
umum antara pusat dan daerah.
Karena penyelenggaraan sis-
tem jaminan sosial dimonopoli
dan disentralisasi oleh peme-
rintah pusat tanpa memberi
ruang gerak dalam penyeleng-
garaan dan pengembangan
sistem jaminan sosial di daerah
oleh BPJS yang sudah ada dan
dibentuk dan atau ditunjuk oleh
Pemda.  Dengan demikian, Pasal
5 ayat (1), (3), dan (4) dan Pasal
52 UU SJSN bertentangan de-
ngan Pasal 18 UUD 1945.

Materi  muatan dalam
Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan
ayat (4) dan Pasal 52 UU SJSN
dianggap para pemohon ber-
tentangan pula dengan Pasal 1
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ayat (3), Pasal 28D ayat (1)24

dan ayat (3)25, Pasal 28I ayat
(2)26 dan Pasal 33 ayat (4)27 dan
ayat (5) UUD 1945. Karena
pengaturan dalam pasal ter-
sebut mengakibatkan telah ter-
jadi dualisme hukum dalam
pengaturan sistem jaminan
sosial dan mengakibatkan ter-
ganggunya pelaksanaan sistem
jaminan sosial, yaitu dengan
adanya UU No. 23/1992 ten-
tang Kesehatan.

Dualisme itu mengaki-
batkan tidak adanya penga-
kuan, jaminan, perlindungan
dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di
depan hukum bagi para pe-
mohon yang menyebabkan
pada kebingunan dan kekha-
watiran atas ancaman keber-
langsungan BPJS Kesehatan
Masyarakat (Bapel JPKM).  Ke-
beradaan Pasal 5 menutup
kemungkinan adanya badan
penyelenggara jaminan sosial
lainnya, dan mengakibatkan
ketidakadilan pada para pe-
mohon yang telah membentuk
badan penyelenggara di dae-
rah.

Intinya, melalui permo-
honan tersebut, para pemohon
meminta MK untuk menya-

takan materi muatan dalam
Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan
ayat (4) dan Pasal 52 UU SJSN
tidak mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat. Karena
bertentangan muatannya  ber-
tentangan dengan ketentuan:
(i) Pasal 18 dan Pasal 18A UUD
1945; dan; (ii) Pasal 1 ayat (3),
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3),
Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33
ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

Terhadap pengajuan per-
mohonan uji materiil tersebut,
pemerintah telah memberikan
tanggapannya. Pada intinya
pemerintah berpendapat bah-
wa  keberadaan  Badan Penye-
lenggara Jaminan Sosial (BPJS)
berdasarkan UU SJSN tidak
berarti daerah tidak diberikan
kesempatan untuk mengelola
dan melaksanakan jaminan so-
sial. Bahwa jumlah BPJS di
negara--negara yang menganut
ekonomi kapitalis sekalipun
dibatasi dengan undang-un-
dang bahkan terdapat kecen-
derungan menjadi badan tung-
gal (single payer), misalnya di
negara Korea Selatan, Filipina
dan Taiwan. Tidak ada satu
negara di dunia yang mem-
berikan kewenangan pengatur-
an jaminan sosial kepada daerah
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atau pemerintah negara bagian.
Sehingga Pemerintah tidak se-
pendapat dengan anggapan
bahwa Sistem Jaminan Sosial
seyogyanya semata-mata men-
jadi kewenangan dari Pemda
bukan diatur secara terpusat
oleh Pemerintah Pusat. UU
SJSN disusun untuk memenuhi
amanat Pasal 28H ayat (3) UUD
1945.

UU SJSN memberikan
kesempatan yang lebih luas
kepada daerah dalam mengem-
bangkan jaminan bagi seluruh
warga negara di daerah. Oleh
karenanya pemerintah me-
mohon untuk menyatakan Pa-
sal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (4);
dan Pasal 52 UU SJSN mem-
punyai kekuatan hukum dan
berlaku karena tidak berten-
tangan dengan UUD 1945

Tampak bahwa permo-
honan yang diajukan tersebut
menitikberatkan bahwa ke-
beradaan pasal yang mengatur
mengenai BPJS dalam UU SJSN
menghambat pelaksanaan oto-
nomi daerah karena meng-
halangi kewenangan pemda
untuk mengembangkan sistem
jaminan sosial. Dengan de-
mikian, pengajuan ini pada
dasarnya menganggap UU

SJSN telah mengakibatkan kon-
flik kewenangan antara peme-
rintah pusat dan pemda.

Permohonan ini belum
menempatkan jaminan sosial
sebagai hak asasi manusia yang
menjadi kewajibannya seba-
gaimana ditentukan dalam
konstitusi dan UU Pemda. Ja-
minan sosial masih ditempat-
kan sebagai kewajiban/kewe-
nangan daerah semata untuk
mengembangkannya bukan
sebagai kewajiban dalam rang-
ka untuk menghormati, me-
lindungi dan melaksanakan hak
asasi manusia.  Selain itu, de-
ngan diikutkannya  Ketua Sa-
tuan Pelaksana Jaminan Peme-
liharaan Kesehatan Masyarakat
sebagai pemohon II; dan  Ketua
Perhimpunan Badan Penye-
lenggara Jaminan Pemeliha-
raan Kesehatan Masyarakat
sebagai pemohon III, tampak
bahwa motif yang mendasari
permohonan judicial review
tersebut untuk melindungi
kepentingan-kepentingan lem-
baga tersebut.

Permohonan yang di-
ajukan tersebut beranggapan
bahwa sistem jaminan sosial
merupakan semata-mata kewe-
nangan daerah. Sementara
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dalam tanggapannya, pemerin-
tah berpendapat bahwa sistem
jaminan sosial hanya menjadi
kewenangan pusat. Hal ini dapat
dilihat dari argumennya yang
mencontohkan praktek-prak-
tek di negara-negara lain.

Sebenarnya, dalam kon-
teks hak asasi manusia, ter-
utama pemenuhan, perlin-
dungan, penghormatan, dan
pelaksanaan hak atas jaminan
sosial tidak melihat pembedaan
antara pemerintah pusat dan
pemda. Tetapi merupakan ke-
wajiban (atau tepatnya tang-
gung jawab) negara, baik itu
pemerintah pusat maupun
pemda. Pelaksanaan hak asasi
manusia tidak berkaitan de-
ngan kewenangan, tetapi tang-
gung jawab bersama dalam
kehidupan bernegara. Dengan
kata lain, pemenuhan, peng-
hormatan, perlindungan, dan
pelaksanaan hak atas jaminan
sosial tidak perlu mendiko-
tomikan antara pusat dan dae-
rah. Jaminan sosial pada prin-
sipnya merupakan hak asasi
manusia sehingga seharusnya
penyelenggaraannya menjadi
wewenang lembaga-lembaga
negara yang tidak berorientasi
mancari keuntungan semata.

FFFFF. Putusan MK:. Putusan MK:. Putusan MK:. Putusan MK:. Putusan MK:
Menempatkan JaminanMenempatkan JaminanMenempatkan JaminanMenempatkan JaminanMenempatkan Jaminan
Sosial Sebagai Hak AsasiSosial Sebagai Hak AsasiSosial Sebagai Hak AsasiSosial Sebagai Hak AsasiSosial Sebagai Hak Asasi
Manusia?Manusia?Manusia?Manusia?Manusia?

Ada dua hal utama yang
menjadi perhatian MK dalam
putusannya28, yaitu (i) Apakah
UU SJSN sudah sejalan dengan
UUD 1945; (ii) Pengertian “ne-
gara” dalam melaksanakan
amanat Pasal 34 ayat (2) UUD
1945, untuk melihat masalah
kewenangan pusat dan daerah.
Menurut MK, kejelasan atas
persoalan ini sangat penting
mengingat hak atas jaminan
sosial oleh UUD 1945 dikatakan
sebagai bagian dari hak asasi
manusia yang menimbulkan
kewajiban pada negara untuk
menghormati (to respect), me-
lindungi (to protect), dan men-
jamin pemenuhan (to fulfil) hak
tersebut.  Pada intinya putusan
MK berpendapat bahwa  UU
SJSN berkait langsung dengan
salah satu cita negara (staats-
idee) “untuk memajukan kese-
jahteraan umum”.29 Cita negara
tersebut lebih lanjut ditegaskan
antara lain dalam Pasal 34 UUD
1945.30

Menurut MK UU SJSN
sudah sesuai dengan UUD 1945



63������ ����������, VOLUME 2, NOMOR 3, NOVEMBER 2005

karena konstitusi telah secara
tegas mewajibkan negara untuk
mengembangkan sistem ja-
minan sosial tetapi UUD 1945
tidak mewajibkan kepada nega-
ra untuk menganut atau me-
milih sistem tertentu dalam
pengembangannya. UUD 1945
hanya menentukan kriteria
konstitusional –yang sekaligus
merupakan tujuan– dari sistem
jaminan sosial yang harus di-
kembangkan negara, yaitu ha-
rus mencakup seluruh rakyat
dengan maksud memberda-
yakan masyarakat yang lemah
dan tidak mampu sesuai de-
ngan martabat kemanusiaan.
Sehingga  sistem apapun yang
dipilih dalam pengembangan
jaminan sosial tersebut harus
dianggap konstitusional se-
panjang ia mencakup seluruh
rakyat dan dimaksudkan untuk
meningkatkan keberdayaan
masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan.

Mengenai pengertian
“negara”, MK berpendapat
bahwa, secara historis, cita
negara yang tertuang dalam
alinea keempat Pembukaan
UUD 1945, tidak terlepas dari
arus utama (mainstream) pe-

mikiran yang berkembang pa-
da saat UUD 1945 disusun,
yakni negara kesejahteraan
(welfare state atau welvaart
staat), yang mewajibkan ne-
gara bertanggungjawab dalam
urusan kesejahteraan rakyat-
nya. Dengan demikian, ter-
minologi “negara” dalam Pasal
34 ayat (2) UUD 1945,  sesung-
guhnya lebih menunjuk kepada
pelaksanaan fungsi pelayanan
sosial negara bagi rakyat atau
warga negaranya. Sehingga,
fungsi tersebut merupakan
bagian dari fungsi-fungsi peme-
gang kekuasaan pemerintahan
negara menurut UUD 1945.
Agar fungsi dimaksud dapat
berjalan, maka pemegang ke-
kuasaan pemerintahan negara
membutuhkan wewenang.

Berdasarkan UUD 1945,
kekuasaan pemerintahan ne-
gara dilaksanakan oleh peme-
rintah (pusat) dan pemda,
sehingga pada pemda pun me-
lekat pula fungsi pelayanan
sosial itu. Dengan demikian,
pemda juga memiliki wewenang
guna melaksanakan fungsi ter-
sebut.  Hal itu sebagai konse-
kuensi logis dari dianutnya
ajaran otonomi, sebagaimana
diatur terutama dalam Pasal 18
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ayat (2) ayat (5) UUD 1945,
yang secara tegas telah dija-
barkan pula dalam UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah.

MK tidak sependapat de-
ngan pendirian pemerintah
maupun DPR yang menyatakan
bahwa kewenangan untuk me-
nyelenggarakan sistem jamin-
an sosial secara eksklusif meru-
pakan kewenangan pemerintah
(pusat) karena bertentangan
dengan makna pengertian ne-
gara yang di dalamnya men-
cakup pula pemda.  MK juga
tidak sependapat dengan pe-
mohon yang mendalilkan kewe-
nangan itu secara eksklusif
merupakan kewenangan dae-
rah. Sebab, jika jalan pikiran
demikian diikuti, maka di satu
pihak, besar kemungkinan ter-
jadi keadaan di mana hanya
daerah-daerah tertentu saja
yang mampu menyelenggara-
kan sistem jaminan sosial dan
itu pun tidak menjamin bahwa
jaminan sosial  cukup meme-
nuhi standar kebutuhan hidup
yang layak antara daerah yang
satu dengan daerah yang lain.

MK berpendapat bahwa
pengembangan sistem jaminan
sosial  bukan hanya menjadi

kewenangan pemerintah pusat
tetapi dapat juga menjadi kewe-
nangan pemda, maka UU SJSN
tidak boleh menutup peluang
pemda untuk ikut juga  me-
ngembangkan sistem jaminan
sosial. Ketentuan Pasal 5 UU
SJSN menutup peluang pemda,
karena tidak memungkinkan
bagi pemda untuk  membentuk
badan penyelenggara jaminan
sosial tingkat daerah. Padahal
pemda justru diwajibkan untuk
mengembangkan sistem ja-
minan sosial. Berdasarkan per-
timbangannya tersebut MK
menyatakan bahwa Pasal 5 ayat
(2), (3), dan (4) UU SJSN  tidak
mempunyai kekuatan hukum
mengikat  karena bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pada dasarnya, baik per-
mohonan maupun tanggapan
pemerintah mengenai perkara
tersebut lebih menempatkan
kewenangan untuk membentuk
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS), yaitu yang diatur
dalam Pasal 5 UU SJSN. MK
telah mengeluarkan putusan-
nya yang intinya mengatakan
bahwa Pasal 5 menutup kewe-
nangan pemda untuk mengem-
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bangkan sistem jaminan sosial.
Putusan MK di atas telah

melihat bahwa jaminan sosial
merupakan bagian dari hak
asasi manusia, di mana negara
mempunyai tanggung jawab
menjalankan kewajibannya.
Untuk menjalankan kewajiban
itu MK telah menyadari bahwa
tidak selayaknya ada dikotomi
antara pemerintah pusat dan
daerah. Semua pemerintah,
baik pusat maupun daerah
mempunyai kewajiban (tang-
gung jawab) dalam memenuhi,
menghormati, melindungi dan
melaksanakan hak atas jaminan
sosial. Dengan demikian, MK
menempatkan kembali posisi
hak atas jaminan sosial sebagai
tanggung jawab negara yang
menimbulkan kewajiban ke-
pada negara untuk memenuhi-
nya. Walaupun MK telah me-
nempatkan jaminan sosial seba-
gai hak asasi manusia, tetapi
dalam putusan MK masih me-
lihat permasalahan tersebut
sebagai konflik kewenangan
antara pemerintah pusat dan
pemda. Hal ini dapat dilihat dari
pertimbangan putusan MK
yang menyatakan “...agar pe-
laksanaan fungsi pelayanan
sosial negara dapat berjalan,

maka pemegang kekuasaan
pemerintahan negara mem-
butuhkan wewenang.”

Tetapi, sebenarnya yang
perlu dipertanyakan ulang ada-
lah apakah substansi Pasal 5 UU
SJSN menghilangkan kewajiban
pemda dalam menjalankan tang-
gung jawabnya untuk meng-
hormati, melindungi, dan me-
laksanakan hak atas jaminan
sosial? Dilihat dari substan-
sinya, pasal tersebut tidak
menutup tanggung jawab Pem-
da untuk menjalankan kewa-
jibannya di bidang hak atas
jaminan sosial. Tetapi memba-
tasi kewenangan Pemda mem-
bentuk badan penyelenggara
jaminan sosial di daerah.
Pemenuhan hak atas jaminan
sosial tidak melulu harus di-
lakukan melalui badan penye-
lenggara. Tetapi bisa meman-
faatkan sistem yang sudah ada
selama ini, misalnya dinas so-
sial dan sebagainya. Atau misal-
nya menjadi fasilitator peme-
rintah pusat untuk mewujud-
kan cita-cita bersama men-
sejahterakan warga negara.
Permasalahan substansi Pasal 5
UU SJSN sebenarnya adalah,
mengapa ia menunjuk keempat
lembaga tersebut (Jamsostek,
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Taspen, Asabri, dan Askes). Hal
inilah yang perlu ditinjau ulang.
Bukan dalam konteks kewe-
nangan pusat atau daerah untuk
membentuk badan penyeleng-
gara jaminan sosial.

Tidak berlakunya Pasal 5
UU SJSN adalah peluang bagi
pemda untuk dapat memben-
tuk badan penyelenggara ja-
minan sosial sendiri, peluang
pula bagi badan-badan usaha
lainnya. Dalam artian mengem-
bangkan sistem jaminan sosial
sendiri-sendiri. Sehingga nan-
tinya penyelenggara jaminan
sosial bisa badan yang dibentuk
pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan swasta. Dengan
demikian dapat saja terjadi
persaingan usaha dalam pelak-
sanaannya.

G. PenutupG. PenutupG. PenutupG. PenutupG. Penutup
Selama ini jaminan sosial

masih ditempatkan sebagai
sesuatu yang dapat diperda-
gangkan. Dengan diajukannya
permohonan judicial review,
hak atas jaminan sosial belum
diperlakukan sebagai mana
mestinya. Ia masih dianggap
sebagai suatu kewenangan saja,
yaitu: domain pemerintah pu-
sat atau pemerintah daerah,

dan belum ditempatkan se-
bagai tanggungjawab bersama
baik pusat maupun daerah
untuk menghormati, melin-
dungi, dan melaksanakannya.
Kekhawatiran lain adalah ter-
jadi kontiunitas praktik-praktik
memperlakukan hak atas ja-
minan sosial seperti commer-
cial good yang layak untuk
diperdagangkan.

Pada dasarnya yang di-
permasalahkan dalam peng-
ajuan permohonan judicial re-
view tersebut adalah masalah
kewenangan belaka, yaitu ke-
wenangan untuk membentuk
badan penyelenggara jaminan
sosial, yaitu ada di tangan pe-
merintah pusat atau pemda.
MK tidak sependapat dengan
pengakuan sepihak, baik peme-
rintah pusat maupun daerah,
mengenai pembentukan badan
penyelenggara jaminan sosial
sebagai kewenangan eksklusif
pusat atau daerah. Tetapi MK
berpendapat bahwa Pasal 5 UU
SJSN menutup peluang pemda
untuk mengembangkan sistem
jaminan sosial.

Sebenarnya Pasal 5 UU
SJSN tidak menutup pemda
untuk mengembangkan sistem
jaminan sosial, tapi hanya me-
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nutup pembentukan badan pe-
nyelenggara jaminan sosial di
daerah. Pengembangan sistem
jaminan sosial tidaklah mesti
membentuk badan penyeleng-
gara di daerah. Ia dapat dilaksa-
nakan dengan metode-metode
lain yang diperhitungkan de-
ngan cermat agar hak setiap
orang terhadap jaminan sosial
dapat dipenuhi.

Setelah Pasal 5 UU SJSN
dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan yang mengikat, hal
yang perlu diperhatikan adalah
kemungkinan-kemungkinan
tentang pelanggaran terhadap
hak atas jaminan sosial. Apakah
pemerintah pusat dan daerah
dapat menjamin bahwa pe-
laksanaan tanggung jawabnya
di bidang hak atas jaminan
sosial tidak terjadi bentuk peng-
abaian-pengabaian, atau ben-
tuk-bentuk pelanggaran lain-
nya, baik melalui kebijakan
yang dibentuk maupun pelang-
garan melalui pejabat pemerin-
tah. Jangan sampai kegagalan
demi kegagalan negara dalam
menghormati, melindungi dan
melaksankan hak atas jaminan
sosial kembali terulang.  
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lain Pemerintah Provinsi Jawa
Timur, bertindak pula sebagai
pemohon II Edy Heriyanto, S.H.
–Ketua Satuan Pelaksana Ja-
minan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat Rembang Sehat,
Rembang, bertindak untuk dan
atas nama Satuan Pelaksana
Jaminan Pemeliharaan Kese-
hatan Masyarakat; dan Pemo-
hon III Dra. Nurhayati Aminul-
lah, MHP., HIA. –Ketua Perhim-
punan Badan Penyelenggara
Jaminan Pemeliharaan Kese-
hatan Masyarakat) bertindak
untuk dan atas nama Perhim-
punan Badan Penyelenggara
Jaminan Pemeliharaan Kese-
hatan Masyarakat (selanjutnya
disebut sebagai PERBAPEL
JPKM)

24 “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlin-
dungan dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang
sama di depan hukum.”

25 “Setiap warga negara ber-
hak memperoleh kesempatan
yang sama dalam pemerin-
tahan.”

26 “Setiap orang berhak be-
bas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apapun
dan berhak mendapatkan per-
lindungan terhadap perlakuan
yang diskriminatif itu.”

27 “Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prin-
sip kebersamaan, efisiensi ber-
keadilan, berkelanjutan, ber-
wawasan lingkungan, keman-
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A. PengantarA. PengantarA. PengantarA. PengantarA. Pengantar
Dalam beberapa instru-

men internasional telah diakui
bahwa setiap orang berhak atas
jaminan sosial. Hak ini di an-
taranya tercantum dalam De-
klarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM), kemudian
diperkuat lagi setelah disah-
kannya Kovenan Hak Ekonomi,
Sosial, dan Budaya sebagai
pendamping Kovenan Hak Sipil
dan Politik. Begitu pula dalam
beberapa instrumen hukum
nasional, jaminan sosial diakui

sebagai hak asasi manusia da-
lam peraturan perundang-un-
dangan, di antaranya dapat
dilihat dalam UUD 1945 Per-
ubahan Kedua dan Perubahan
Keempat, UU Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Ma-
nusia, dan UU Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan
Anak.

Karena jaminan sosial
merupakan hak asasi manusia,
maka ia menimbulkan suatu
kewajiban pada negara untuk
melindungi, menghormati dan

PUTUSAN MK TENTANG UU SJSN:
Mengembalikan Jaminan Sosial Sebagai

Hak Asasi Manusia?

OLEH FAJRIMEI A. GOFAR, S.H.
Peneliti pada Lembaga Studi dan Advokasi

Masyarakat (ELSAM)
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melaksanakannya. Kewajiban
ini telah tertuang pula baik
dalam instrumen internasional
dan nasional. Sebagai contoh
misalnya dalam Pasal 28I ayat
(4) UUD 1945 Perubahan Ke-
dua disebutkan bahwa “Per-
lindungan, pemajuan, pene-
gakan, dan pemenuhan hak
asasi manusia adalah tang-
gung jawab negara, terutama
pemerintah.”

Khusus untuk jaminan
sosial, kewajiban negara, dalam
hal ini pemerintah, juga secara
tegas disebutkan dalam Pasal
34 ayat (2) UUD 1945 Per-
ubahan Keempat, yang menya-
takan bahwa “Negara me-
ngembangkan sistem jaringan
sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat ke-
manusiaan.”  Dalam konteks
hak asasi manusia, kewajiban –
atau lebih tepatnya tanggung
jawab– ini tidak hanya meru-
pakan kewajiban negara dalam
artian pemerintah pusat sema-
ta, melainkan juga pemerintah
daerah. Hal inilah yang men-
dasari mengapa dalam Pasal 22
UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah

menyebutkan bahwa salah satu
kewajiban pemda dalam me-
nyelenggarakan otonomi dae-
rah adalah mengembangkan
sistem jaminan sosial (Pasal 22
huruf h UU Nomor 32 Tahun
2004).

Pemerintah pusat, dalam
kaitannya untuk melaksanakan
kewajiban konstitusi telah mem-
bentuk UU Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN). Un-
dang-undang ini pada dasarnya
ingin menjabarkan kewajiban
negara untuk memenuhi hak
atas jaminan sosial warga ne-
gara. Tetapi sayangnya, be-
berapa ketentuan yang diatur
dalam undang-undang tersebut
dianggap menghambat, bahkan
melanggaran hak konstitusi
yang dimiliki pemda untuk
mengembangkan sistem ja-
minan sosial. Terutama ke-
tentuan Pasal 5 UU SJSN yang
mengatur mengenai badan pe-
nyelenggara sistem jaminan
sosial nasional yang hanya
diberikan kepada empat insti-
tusi. 1

Akibatnya, karena peng-
aturan yang demikian itu, Pem-
da Jawa Timur mengajukan
Permohonan uji materiil ter-
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hadap UU SJSN tersebut ke
Mahkamah Konstitusi (MK).2

Pengajuan permohonan ter-
sebut telah diputus oleh MK
pada bulan Agustus 2005 (Per-
kara Nomor 007/PUU-III/
2005), yang isinya, di anta-
ranya, menyatakan Pasal 5
SJSN tersebut tidak mempu-
nyai kekuatan hukum meng-
ikat. Dengan kata lain, per-
mohonan Pemda Jawa Timur
dikabulkan.

Tulisan ini sebenarnya
tidak diarahkan untuk meng-
eksaminasi putusan MK ter-
sebut. Tetapi, melalui putusan
itu, lebih diarahkan untuk meng-
elaborasi lebih jauh bagaimana
hak atas jaminan sosial, sebagai
hak asasi manusia diperlaku-
kan, baik oleh pemerintah pu-
sat maupun pemda. Apakah
pengajuan permohonan ter-
sebut hanya merupakan konflik
kewenangan antara pemerintah
pusat dan pemda semata; apa-
kah MK melalui putusannya
telah mengembalikan posisi
hak atas jaminan sosial seba-
gaimana mestinya, serta ba-
gaimana akibatnya terhadap
perlindungan, penghormatan
serta pelaksanaan hak atas
jaminan sosial di Indonesia

setelah perkara itu diputus oleh
MK.

Untuk menjawab per-
tanyaan-pertanyaan tersebut,
tulisan ini akan membahas ba-
gaimana kedudukan hak atas
jaminan sosial, baik dalam ins-
trumen hukum internasional
maupun hukum nasional seba-
gai hak asasi manusia. Bagai-
mana pelaksanaan hak atas
jaminan sosial di Indonesia
selama ini, selanjutnya suatu
analisa terhadap putusan MK
yang memeriksa perkara ter-
sebut dalam perspektif hak
asasi manusia. Pada bagian
akhir, tulisan ini ditutup de-
ngan suatu kesimpulan.

B. Sekilas MengenaiB. Sekilas MengenaiB. Sekilas MengenaiB. Sekilas MengenaiB. Sekilas Mengenai
Jaminan SosialJaminan SosialJaminan SosialJaminan SosialJaminan Sosial

Jaminan sosial untuk per-
tama kali diperkenalkan oleh
Jerman sekitar tahun 1883 di
bawah Kanselir Bismarck, yaitu
dengan diciptakannya asuransi
sakit untuk pertama kali. Kemu-
dian, pada tahun 1884 dicip-
takan asuransi kecelakaan ker-
ja, sementara asuransi cacat,
asuransi hari tua dibentuk pada
tahun 1889. Berbagai asuransi
tersebut diwajibkan terhadap
para pekerja pencari upah, dan
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dibiayai dengan iuran dari para
pekerja sendiri dan pemberi
kerjanya.3 Pada waktu itu, asu-
ransi-asuransi itu sangat besar
kegunaannya bagi kepentingan
usaha maupun para pekerja,
akhirnya ia kemudian makin
berkembang, dikenal dan me-
nyebar ke seluruh Eropa. Ter-
lebih lagi dengan terjadinya
revolusi Industri yang memer-
lukan banyak pekerja.4

Jaminan sosial sendiri
dianggap belum memiliki pe-
ngertian yang baku. Istilah
jaminan sosial kerap digunakan
secara bergantian atau diarti-
kan sama dengan perlindungan
sosial, kebijakan sosial, ban-
tuan sosial, asuransi sosial, dan
sebagainya. Namun, Konvensi
ILO Nomor 102 Tahun 1952
telah mencoba untuk meletak-
kan prinsip-prinsip dasar
umum jaminan sosial, yang
menjelaskan bahwa  jaminan
sosial (standar minimun) ada-
lah perlindungan yang diberi-
kan masyarakat untuk para
anggotanya melalui seperang-
kat instrumen publik, terhadap
kesulitan ekonomi dan sosial
yang disebabkan karena ter-
hentinya atau turunnya peng-
hasilan diakibatkan oleh sakit,

hamil, kecelakaan kerja, pe-
nggangguran, cacat, hari tua,
dan kematian; pemberian pe-
rawatan medis; dan pemberian
subsidi bagi keluarga yang
mempunyai anak.5 Meskipun
demikian, dalam segi pelaksa-
naan terdapat beberapa sifat
umum yang dapat dikenali, di
antaranya:6 merupakan pro-
gram publik, memberikan per-
lindungan, dan mempunyai
tujuan sosial yang mempenga-
ruhi hajat hidup orang banyak.
Dengan demikian, pada intinya
konsep jaminan sosial diartikan
sebagai program yang bertu-
juan untuk mewujudkan kese-
jahteraan rakyat.7

Hal semacam ini sebe-
narnya sudah banyak dilaku-
kan di negara lain dan biasanya
disebut sebagai kebijakan wel-
fare state. Menurut Kartono
Mohamad, kata welfare state
memang sulit diterjemahkan
dengan tepat dan ringkas ke
dalam bahasa Indonesia. Wel-
fare state bukanlah negara
kesejahteraan, tetapi lebih
tepat diartikan bahwa beberapa
pelayanan yang berkaitan de-
ngan kesejahteraan warga ne-
gara yang sepenuhnya disedia-
kan oleh pemerintah, khusus-
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nya pendidikan dan pelayanan
kesehatan (medical care).8

Beberapa negara Eropa Barat
bahkan menambahkan juga
jaminan hari tua (pensiun) dan
kecelakaan kerja. Konsep wel-
fare state sebenarnya dilaksa-
nakan di negara-negara dengan
sistem kapitalis (termasuk Swe-
dia yang sosialistis), sedangkan
di negara-negara komunis yang
dikenal adalah “sistem sosia-
lis”. Bedanya terletak pada
sumber dana untuk membiayai
pelayanan-pelayanan tersebut.
Di negara-negara kapitalis se-
perti negara-negara Eropa Ba-
rat, dana itu diperoleh dari
iuran warga negara (pekerja),
iuran dari pengusaha (employ-
er), dan sebagian kecil diambil
dari kas negara.9

Di negara-negara komu-
nis, karena tidak ada pengusaha
(swasta), maka dana itu se-
penuhnya ditanggung oleh ne-
gara. Praktis semua pekerja
adalah bekerja untuk negara,
oleh karena itu kesejahteraan
mereka juga ditanggung oleh
negara. Di negara kapitalis yang
liberal, seperti Amerika Serikat
(AS). Hal itu sepenuhnya di-
serahkan kepada setiap warga
negara, melalui sistem asuransi

swasta yang mandiri. Hanya
untuk mereka yang miskin dan
menganggur diberi bantuan
untuk pelayanan kesehatan
melalui program Medicaid, dan
untuk yang sudah lanjut usia (di
atas 65 tahun) mendapat san-
tunan dari program Medicare.10

Di Indonesia sendiri su-
dah ada beberapa program
jaminan sosial dalam bentuk
asuransi sosial, tapi baru men-
cakup sebagian kecil pekerja di
sektor formal. Sebenarnya
jaminan sosial ini mulai di-
laksanakan beberapa saat sete-
lah kemerdekaan yaitu dengan
ditetapkannya Undang-Un-
dang Nomor 3 Tahun 1947
tentang Kecelakaan. Bahkan
bagi pegawai negeri, jaminan
sosial yang berupa pemberian
pensiun telah diberikan sejak
jaman kolonial Belanda. De-
wasa ini terdapat 5 (lima) lem-
baga penyelenggara asuransi/
jaminan sosial yaitu PT Taspen,
PT Asabri, PT Askes, PT Jam-
sostek, dan PT Jasa Raharja.11

Namun, untuk mereka yang
seharusnya dilindungi, dihor-
mati, dan dipenuhi hak atas
jaminan sosial, di antaranya
kelompok rentan, termarjinal-
kan, miskin secara ekonomi,
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dan sebagainya, belum terlak-
sana dengan baik.

C. Kedudukan JaminanC. Kedudukan JaminanC. Kedudukan JaminanC. Kedudukan JaminanC. Kedudukan Jaminan
Sosial Sebagai Hak AsasiSosial Sebagai Hak AsasiSosial Sebagai Hak AsasiSosial Sebagai Hak AsasiSosial Sebagai Hak Asasi
M a n u s i aM a n u s i aM a n u s i aM a n u s i aM a n u s i a

Karena ia bertujuan un-
tuk menyejahterahkan, dalam
artian membebaskan manusia
dari rasa ketakutan terhadap
kemelaratan, meningkatkan
martabat manusia, maka ja-
minan sosial dimasukkan se-
bagai bagian dari hak asasi
manusia yang melekat pada diri
setiap orang. Pengakuan ja-
minan sosial sebagai hak asasi
manusia secara universal telah
dicantumkan dalam Pasal 22
Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM), yang me-
nyatakan:

“Setiap orang, sebagai
anggota masyarakat, mem-
punyai hak jaminan sosial, dan
mendapat bagian dari reali-
sasi, lewat usaha nasional dan
kerjasama internasional dan
sesuai dengan pengaturan dan
kemampuan setiap negara-
nya, atas hak ekonomi, sosial
dan kebudayaan yang sangat
dibutuhkan bagi martabatnya
dan pengembangan kepriba-
diannya secara bebas.”

Selain itu disebutkan
pula secara eksplisit dalam
Pasal 25 DUHAM yang menya-
takan bahwa:

“Setiap orang mempu-
nyai hak atas standar hidup
yang memadai bagi kesehatan
dirinya dan keluarganya, ter-
masuk makan, pakaian, peru-
mahan, pengobatan, dan pela-
yanan sosial, dan atas jaminan
dalam menghadapi pengang-
guran, sakit, cacat, kematian
suami atau istri, hari haritua,
atau menghadapi situasi kehi-
dupan sulit yang di luar ke-
mauannya.”

Pernyataan bahwa setiap
orang mempunyai hak atas
jaminan sosial kemudian di-
pertegas lagi dalam Kovenan
Hak Ekonomi, Sosial, dan Bu-
daya (baca: ekosob). Dalam
Pasal 9 Kovenan Hak Ekosob
disebutkan bahwa “Negara
Pihak dalam Kovenan ini
mengakui hak setiap orang
atas jaminan sosial, termasuk
asuransi sosial.”  Hak atas
jaminan sosial ini kemudian
diakui sebagai hak dasar manu-
sia dalam berbagai instrumen
internasional yang merupakan
turunan dari Deklarasi Univer-
sal Hak Asasi Manusia, Ko-
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venan Hak Sipil dan Politik,
serta Kovenan Hak Ekosob.

Sementara dalam Kon-
vensi ILO Nomor 102 Tahun
1952 disebutkan bahwa  setiap
negara mesti memiliki standar
minimum program jaminan
sosial yang mencakup tun-
jangan tunai hari tua, sakit,
cacat, kematian, penganggur-
an, serta pelayanan medis bagi
tenaga kerja yang sakit. Kon-
vensi ini menyatakan bahwa
setiap negara harus bertang-
gungjawab terhadap tiga per-
lindungan dasar bagi masya-
rakatnya, yaitu: perlindungan
hari tua atau pengangguran,
kecelakaan kerja, dan kematian.

Dalam konteks hak asasi
manusia, hak atas jaminan so-
sial ini merupakan salah satu
dari bermacam-macam hak
yang diakui dalam Kovenan
Ekosob. Oleh karena itu, ia
digolongkan sebagai hak eko-
sob walaupun sebenarnya pem-
bedaan ini telah banyak men-
dapatkan tentangan. Hak eko-
sob tidaklah berbeda dengan
hak Sipol, ia juga merupakan
bagian yang esensial dalam
hukum hak asasi manusia inter-
nasional. Bersama-sama de-
ngan hak Sipol ia menjadi ba-

gian dari the internasional bill
of human rights.12 Dengan de-
mikian, kedudukan hak ekosob,
termasuk hak atas jaminan
sosial di dalamnya, sangat pen-
ting dalam hukum hak asasi
manusia internasional. Ia men-
jadi acuan pencapaian bersama
dalam pemajuan hak asasi ma-
nusia.

Seperti halnya dengan
hak Sipol, hak ekosob mem-
bebankan tiga tipe kewajiban
yang berbeda kepada negara,
yaitu kewajiban untuk meng-
hormati, melindungi, dan me-
laksanakan. Kegagalan dalam
melaksanakan salah satu ke-
wajiban ini merupakan pelang-
garan hak-hak tersebut.13 Ke-
wajiban untuk menghormati
mengharuskan negara mena-
han diri untuk tidak campur
tangan dalam dinikmatinya
hak-hak ekosob. Kewajiban
untuk melindungi berarti
mengharuskan negara untuk
mencegah pelanggaran hak
tersebut oleh pihak ketiga.
Sedangkan kewajiban untuk
melaksanakan mengharuskan
negara untuk mengambil tin-
dakan-tindakan legislatif, ad-
ministratif, anggaran, hukum
dan semua tindakan lain yang
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memadai guna pelaksanaan
sepenuhnya dari semua hak
tersebut.

Kewajiban-kewajiban ter-
sebut (menghormati, melin-
dungi, dan melaksanakan) me-
ngandung unsur kewajiban
mengenai tindakan dan me-
ngenai hasil. Kewajiban me-
ngenai tindakan membutuhkan
tindakan yang diperhitungkan
dengan cermat untuk melak-
sanakan dipenuhinya suatu hak
tertentu. Sementara kewajiban
mengenai hasil mengharuskan
negara untuk mencapai target
tertentu guna memenuhi stan-
dar substantif terinci.14

Negara Indonesia belum
menjadi pihak dalam kovenan
ini, dalam artian belum me-
ratifikasi.15 Sehingga Indonesia
dianggap belum terikat pada
kewajiban-kewajiban yang ter-
cantum dalam Kovenan Hak
Ekosob. Tetapi Kovenan Hak
Ekosob ini telah diratifikasi
lebih dari 145 negara. Ting-
ginya angka negara yang telah
meratifikasi menunjukkan bah-
wa Kovenan Hak Ekosob mem-
punyai karakter universalitas
yang sangat kuat. Sebagian ahli
hukum hak asasi manusia inter-
nasional menganggap bahwa

perjanjian dengan karakter
yang demikian itu, telah me-
miliki kedudukan sebagai ba-
gian dari hukum kebiasaan
internasional sehingga meng-
ikat negara dengan atau tanpa
meratifikasinya.16

Walaupun Indonesia be-
lum meratifikasi Kovenan Hak
Ekosob, sebenarnya dalam per-
aturan perundang-undangan
Indonesia telah diakui hak atas
jaminan sosial. Di antaranya
tercantum dalam UUD 1945,
UU Nomor 39 Tahun 1999 ten-
tang Hak Asasi Manusia, dan
UU Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 28H UUD
1945 Perubahan Kedua di-
sebutkan bahwa:
(1) Setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak men-
dapat kemudahan dan per-
lakuan khusus untuk mem-
peroleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan
keadilan.
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(3) Setiap orang berhak atas
jaminan sosial yang me-
mungkinkan pengembang-
an dirinya secara utuh se-
bagai manusia yang ber-
martabat.

(4) Setiap orang berhak mem-
punyai hak milik pribadi
dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh sia-
pa pun.

Dalam Pasal 41 UU No-
mor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia disebutkan
bahwa:
(1) Setiap warga negara

berhak atas jaminan sosial
yang dibutuhkan untuk
hidup layak serta untuk
perkembangan pribadinya
secara utuh.

(2) Setiap penyandang cacat,
orang yang berusia lanjut,
wanita hamil, dan anak-
anak, berhak memperoleh
kemudahan dan perlakuan
khusus.

Dalam penjelasan pasal
tersebut disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan “berhak
atas jaminan sosial” adalah
bahwa setiap warga negara
mendapat jaminan sosial se-
suai dengan ketentuan per-

aturan perundang-undangan
dan kemampuan negara. Beri-
kutnya ayat (2) dijelaskan bah-
wa yang dimaksud dengan “ke-
mudahan dan perlakuan khu-
sus” adalah pemberian pela-
yanan, jasa, atau penyediaan
fasilitas dan sarana demi kelan-
caran, keamanan, kesehatan,
dan keselamatan.

Sementara itu dalam Pa-
sal 42 UU Nomor 39 tahun
1999 tentang Hak Asasi Ma-
nusia disebutkan bahwa:

“Setiap warga negara
yang berusia lanjut, cacat fisik
dan atau cacat mental berhak
memperoleh perawatan, pen-
didikan, pelatihan, dan ban-
tuan khusus atau biaya ne-
gara, untuk menjamin kehi-
dupan yang layak sesuai de-
ngan martabat kemanusiaan-
nya, meningkatkan rasa per-
caya diri, dan kemampuan
berpartisipasi dalam kehi-
dupan bermasyarakat, ber-
bangsa, dan bernegara.”

Dalam Pasal 8 UU Nomor
23 Tahun 2002 tentang Per-
lindungan Anak disebutkan
bahwa:

“Setiap anak berhak
memperoleh pelayanan kese-
hatan dan jaminan sosial se-
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suai dengan kebutuhan fisik,
mental, spiritual, dan sosial.”

Dengan demikian sangat
jelas bahwa jaminan sosial di-
akui sebagai hak asasi manusia,
baik dalam instrumen inter-
nasional maupun dalam instru-
men hukum nasional. Tentu
saja karena ia adalah salah satu
hak yang dimiliki setiap orang,
maka kewajiban untuk meng-
hormati, melindungi dan me-
laksanakannya ada pada ne-
gara, yang menuntut negara
mengambil tindakan-tindakan
efektif agar hak tersebut tidak
dilanggar. Diabaikannya perlin-
dungan dasar tersebut diang-
gap sebagai pelanggaran ter-
hadap hak asasi manusia.

D. Pelaksanaan Hak AtasD. Pelaksanaan Hak AtasD. Pelaksanaan Hak AtasD. Pelaksanaan Hak AtasD. Pelaksanaan Hak Atas
Jaminan Sosial diJaminan Sosial diJaminan Sosial diJaminan Sosial diJaminan Sosial di
Indonesia: Dibisniskan?Indonesia: Dibisniskan?Indonesia: Dibisniskan?Indonesia: Dibisniskan?Indonesia: Dibisniskan?

Dalam Perubahan Kedua
UUD 1945 Pasal 28I ayat (4)
disebutkan bahwa  “Perlin-
dungan, pemajuan, penegak-
an, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung ja-
wab negara, terutama peme-
rintah.” Karena jaminan sosial
adalah hak asasi manusia, maka
merupakan kewajiban negara
untuk melindungi, memajukan,

menegakkan, dan memenuhi-
nya. Kewajiban negara ini ter-
cantum pula dalam Pasal 71 UU
Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia yang me-
nyatakan bahwa:

“Pemerintah wajib dan
bertanggung jawab menghor-
mati, melindungi, menegak-
kan, dan memajukan hak asasi
manusia yang diatur dalam
Undang-undang ini, peraturan
perundang-undangan lain,
dan hukum internasional ten-
tang hak asasi manusia yang
diterima oleh negara Republik
Indonesia.”

Kewajiban pemerintah
mengenai hak atas jaminan
sosial secara tegas diatur dalam
Pasal 34 ayat (2) UUD 1945
Perubahan Keempat, yang me-
nyebutkan bahwa “Negara me-
ngembangkan sistem jaringan
sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat ke-
manusiaan.”  Dalam konteks
hak asasi manusia, kewajiban
ini bukan saja kewajiban pe-
merintah pusat tetapi juga
pemda seperti yang tercantum
dalam Pasal 22 UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemda
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yang mewajibkan pemda untuk
mengembangkan sistem ja-
minan sosial.

Selama ini Indonesia te-
lah melaksanakan sistem ja-
minan sosial bagi warga negara-
nya. Namun, sistem jaminan
sosial yang ada di Indonesia
belum sesuai dengan standar
universal.17 Selain itu, penye-
lenggaraan jaminan sosial di
Indonesia juga cenderung ma-
sih fragmentatif di mana ma-
sing-masing lembaga pemerin-
tah maupun swasta memiliki
sistem “jaminan sosial” sendiri.
Skema jaminan sosial diseleng-
garakan oleh berbagai jaringan
yang dilaksanakan secara sen-
diri-sendiri, seperti PT Jam-
sostek, Askes, Asabri, dan Tas-
pen. Sistem dikhususkan untuk
kelompok tertentu (umumnya
sektor formal), sehingga belum
menyentuh sektor informal.
Lagipula, jaminan sosial di-
kelola oleh suatu perusahaan
yang berorientasi mencari ke-
untungan.18

Dapat dikatakan bahwa
perlindungan, penghormatan,
dan pelaksanaan hak atas ja-
minan sosial di Indonesia be-
lum berjalan sebagaimana mes-
tinya. Jaminan sosial belum

menyentuh masyarakat yang
seharusnya menjadi prioritas,
di antaranya mereka yang ter-
marjinalkan, anak-anak terlan-
tar, fakir miskin, dan kelompok-
kelompok rentan lainnya. Wa-
laupun telah berlangsung sejak
lama, jaminan sosial hanya bisa
dinikmati oleh mereka yang
bekerja di sektor formal saja, di
antaranya mereka yang men-
jadi pegawai pemerintah, se-
bagian kecil karyawan-karya-
wan perusahaan, dan sebagian
sangat kecil buruh-buruh pab-
rik.

Tanggung jawab negara
untuk melindungi, menghor-
mati, dan melaksanakan hak
atas jaminan sosial lebih ba-
nyak diserahkan kepada pihak
swasta. Akibatnya jaminan so-
sial ini lebih berorientasi men-
cari keuntungan. Lagipula,
seperti diberitakan berbagai
media massa, pengelolaan ja-
minan sosial menjadi sasaran
empuk berbagai praktik korup-
si, dana yang seharusnya men-
jadi hak nasabah tidak dibayar-
kan, dan berbagai praktek-
praktek lainnya yang melemah-
kan posisi nasabah.

Hak atas jaminan sosial
di Indonesia tidak berbeda
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nasibnya dengan hak-hak eko-
sob lainnya, misalnnya hak atas
pendidikan, hak atas kesehatan,
hak atas pangan, hak atas pe-
kerjaan. Pemenuhan, perlin-
dungan, penghormatannya ma-
sih dinomorduakan dan belum
menjadi perhatian yang serius
negara. Bahkan, ketika terjadi
privatisasi, penarikan sejumlah
subsidi di berbagai sektor ter-
sebut telah berakibat buruk
pada pemenuhan, perlindung-
an, dan penghormatan hak-hak
ekosob tersebut.

Di situasi sekarang, di
mana jumlah orang miskin (atau
keluarga) di Indonesia tidak
berkurang malah kian bertam-
bah.  Apalagi setelah pemerin-
tah menaikkan harga BBM, ia
menjadi pukulan amat berat
bagi mereka yang tidak di-
untungkan (baca: miskin). Ke-
bijakan ini telah mengakibatkan
bermunculan orang-orang, ke-
luarga-keluarga miskin baru,
bahkan jumlah orang gila se-
makin bertambah. Bagi pelaku
bisnis, jumlah masyarakat mis-
kin yang tinggi dapat menjadi
peluang besar untuk melaku-
kan bisnis. Di antaranya bisnis
yang menjanjikan adalah sis-
tem jaminan sosial.

Sebagai tindak lanjut re-
formasi kehidupan bernegara,
di mana hak asasi manusia
menjadi salah satu bagian yang
harus dibenahi, Indonesia di
antaranya telah mengaman-
demen UUD 1945, terutama
berkenaan dengan hak atas
jaminan sosial. Pasal-pasal da-
lam konstitusi yang mengatur
mengenai hak atas jaminan
sosial telah dicoba dijabarkan
melalui peraturan perundang-
undangan, salah satunya ada-
lah dengan membentuk UU
SJSN.19 Tapi sayangnya, un-
dang-undang ini, baik dalam
proses perancangan dan pem-
bahasan sampai pengundang-
an, banyak menuai protes.

Walaupun hak atas ja-
minan sosial dijadikan per-
timbangan pembentukannya,
secara substansi, UU SJSN
tersebut masih memiliki ke-
kurangan. Di antaranya Kele-
mahan yang masih melekat
pada SJSN adalah masih me-
ngandung adult bias, yakni
jenis-jenis perlindungan yang
diberikan umumnya masih di-
fokuskan untuk melindungi
kesejahteraan orang dewasa
dan belum secara langsung
menyentuh kesejahteraan
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anak. Padahal, dalam Pasal 8
UU Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak
disebutkan bahwa “setiap anak
berhak memperoleh pelayan-
an kesehatan dan jaminan
sosial sesuai dengan kebutuh-
an fisik, mental, spiritual, dan
sosial.”

Kelemahan lainnya ada-
lah bahwa meskipun UU SJSN
mencakup skema jaminan so-
sial bagi pekerja informal, ske-
ma tersebut belum secara jelas
melindungi kelompok masya-
rakat yang kurang mampu.20

Keadaan ini terutama terkait
dengan beberapa kendala, yang
antara lain disebabkan oleh: (i)
Masih kurang efektifnya orga-
nisasi-organisasi sosial “akar
rumput” sehingga belum bisa
menjadi kelompok penekan
terhadap penguasa dan peng-
usaha untuk bertindak; (ii)
Biaya untuk mendanai asuransi
sosial sangat tinggi; selain kare-
na banyaknya  kelompok sasa-
ran juga karena mereka sering-
kali memiliki pendapatan yang
relatif kecil,  tidak menentu dan
bahkan tidak memiliki pen-
dapatan sama sekali; (iii) Sangat
beragamnya karakteristik so-
sial-ekonomi-budaya kelom-

pok ini mempersulit  pengum-
pulan kontribusi maupun pe-
nentuan jenis-jenis jaminan
sosial.21 

Dari segi penyelenggara-
annya UU SJSN menentukan
bahwa sistem jaminan sosial
nasional dijalankan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) yang dibentuk melalui
undang-undang. Badan-badan
penyelenggara yang sudah ada
dinyatakan sebagai BPJS menu-
rut undang-undang tersebut.
UU SJSN telah menunjuk empat
lembaga sebagai BPJS, yaitu: (i)
Perusahaan Perseroan (Per-
sero) Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek); (ii) Per-
usahaan Perseroan (Persero)
Dana Tabungan dan Asuransi
Pegawai Negeri (Taspen); (iii)
Perusahaan Perseroan (Per-
sero) Asuransi Sosial Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia
(Asabri); dan (iv) Perusahaan
Perseroan (Persero) Asuransi
Kesehatan Indonesia (Askes).
Sementara jika diperlukan BPJS
selain keempat lembaga ter-
sebut akan dibentuk lembaga
baru yang pembentukannya
melalui undang-undang.

Pada dasarnya, keempat
lembaga tersebut merupakan
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Persero yang dibentuk oleh
pemerintah, yang tentu saja ia
tunduk pada ketentuan-keten-
tuan mengenai perusahaan,
misalnya UU Nomor 1 Tahun
1995. Dalam penyelenggara-
annya, semua komponen dari
mulai masyarakat/pekerja;
pemberi kerja dan pemerintah
harus memberikan kontribusi.
Pemda dalam SJSN ditempat-
kan sebagai fasilitator dan mem-
bantu badan-badan penyeleng-
gara di daerah-daerah terutama
dalam pelaksanaan law en-
forcement.22 Padahal selama
ini, pemda telah begitu ber-
peran dalam pelaksanaan pro-
gram Jamsostek di daerahnya
masing-masing.

Sudah selayaknya bahwa
penyelenggaraan sistem ja-
minan sosial bukan diseleng-
garakan oleh lembaga yang
mencari keuntungan, dalam
artian bukan badan usaha se-
perti Persero atau BUMN. Me-
lainkan oleh badan pemerintah
yang betul-betul tidak mencari
keuntungan, karena hak atas
jaminan sosial bukanlah meru-
pakan commercial good atau
komoditi yang bisa diperda-
gangkan secara bebas dengan
kompetisi. Ia merupakan hak

masyarakat yang membeban-
kan kepada negara untuk meng-
hormati, melindungi dan me-
laksanakannya. Keempat lem-
baga yang ditunjuk UU SJSN itu
sebelumnya merupakan badan
usaha yang tentu saja targetnya
adalah mencari keuntungan
(profit oriented).

Sebenarnya badan usaha
yang berupa persero tidaklah
tepat dijadikan badan penye-
lenggara, karena tanggung ja-
wab pemerintah untuk melak-
sanakan hak atas jaminan sosial
masih terbatas atau terikat
dengan modal yang disetor
yang mengacu pada UU Nomor
1 Tahun 1995 tentang Perusa-
haan. Lagipula, seharusnya
pemenuhan hak atas jaminan
sosial dibiayai APBN sehingga
diperlukan badan yang tidak
berbentuk badan usaha.

Terlepas dari badan pe-
nyelenggara dalam bentuk
idealnya, pengaturan menge-
nai BPJS dalam UU SJSN telah
dipermasalahkanpemda, ter-
utama Pemerintah Provinsi
Jawa Timur. Pengaturan UU
SJSN yang hanya menunjuk
empat badan penyelenggara
sistem jaminan nasional, di-
anggap bertentangan dengan
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konstitusi, yaitu, menghambat
pemda mengembangkan sistem
jaminan sosial di daerahnya.
Sementara dalam UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah disebutkan
bahwa salah satu kewajiban
pemda adalah mengembang-
kan sistem jaminan sosial. Itu-
lah mengapa Provinsi Jawa
Timur mengajukan judicial re-
view UU SJSN ke MK.

E. Pengajuan E. Pengajuan E. Pengajuan E. Pengajuan E. Pengajuan JudicialJudicialJudicialJudicialJudicial
ReviewReviewReviewReviewReview: Konflik: Konflik: Konflik: Konflik: Konflik
Kewenangan?Kewenangan?Kewenangan?Kewenangan?Kewenangan?

Seperti disebutkan di
muka, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur, yang diwakili Ke-
tua DPRD dan Ketua Komisi E
DPRD –sebagai Pemohon I—
mengajukan  permohonan judi-
cial review UU SJSN Sistem
Jaminan Sosil Nasional ke MK.23

Ketentuan yang dimintakan
untuk diuji yaitu Pasal 5 ayat
(1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal
52 UU SJSN.

Pada intinya permohon-
an judicial review ini diajukan
karena  pemohon I mendapat
amanah konstitusi untuk meng-
atur dan mengawasi pelaksa-
naan kewenangan pemda pro-
vinsi, di antaranya menjalan-

kan kewajiban untuk mengem-
bangkan sistem jaminan sosial.
Tetapi kewajiban ini diabaikan
oleh Pasal 5 ayat (1), (3), dan
(4) dan Pasal 52 UU SJSN yang
mengatur bahwa:
(1) Badan Penyelenggara Ja-

minan Sosial harus diben-
tuk dengan Undang-Un-
dang.

(2) Sejak berlakunya Undang-
Undang ini, badan penye-
lenggara jaminan sosial
yang ada dinyatakan se-
bagai Badan Penyeleng-
gara Jaminan Sosial me-
nurut Undang-Undang ini.

(3) Badan Penyelenggara Ja-
minan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. Perusahaan Perseroan

(Persero) Jaminan So-
sial Tenaga Kerja (JAM
SOSTEK);

b. Perusahaan Perseroan
(Persero) Dana Ta-
bungan dan Asuransi
Pegawai Negeri (TAS
PEN);

c. Perusahaan Perseroan
(Persero) Asuransi So-
sial Angkatan Bersen-
jata Republik Indone-
sia (ASABRI); dan
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d. Perusahaan Perseroan
(Persero) Asuransi Ke-
sehatan Indonesia (AS
KES).

(4) Dalam hal diperlukan Ba-
dan Penyelenggara Jamin-
an Sosial selain dimaksud
pada ayat (3), dapat diben-
tuk yang baru dengan Un-
dang-Undang.

Penunjukan BPJS dalam
Pasal 5 ayat (3) yang berupa
BUMN bukan menjadi kewe-
nangan Pemohon I, akibatnya
Pemohon I tidak dapat men-
jalankan fungsinya sebagai
lembaga perwakilan rakyat di
daerah dalam menjalankan
fungsi pengawasan, pengatur-
an, dan penganggaran yang
berkaitan dengan penyeleng-
garaan sistem jaminan sosial di
daerah. Padahal Pasal 18 ayat
(7) UUD 1945 jo Pasal 167 UU
32 Tahun 2004 tentang Pemda,
pemohon I tetap dibebani tang-
gung jawab untuk mempriori-
taskan belanja daerah dalam
perwujudan perlindungan dan
peningkatan kualitas kehidup-
an masyarakat dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar,
penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan, fasilitas sosial, fasi-
litas umum yang layak, serta

mengembangkan sistem jamin-
an sosial. Singkatnya, kewe-
nangan pemohon I dan II untuk
mengatur dan mengurus sen-
diri urusan pemerintahan di
daerah tidak dapat dijalankan
akibat bunyi Pasal 5 UU SJSN.

Selain itu, Pasal 5 ayat
(1), (3), dan (4) UU SJSN meru-
gikan hak/kewenangan konsti-
tusional para pemohon karena
dapat menurunkan daya saing
sebagai pelaku pembangunan
di daerah. Pasal 5 merusak
hubungan wewenang dalam
keuangan dan pelayanan
umum antara pusat dan daerah.
Karena penyelenggaraan sis-
tem jaminan sosial dimonopoli
dan disentralisasi oleh peme-
rintah pusat tanpa memberi
ruang gerak dalam penyeleng-
garaan dan pengembangan
sistem jaminan sosial di daerah
oleh BPJS yang sudah ada dan
dibentuk dan atau ditunjuk oleh
Pemda.  Dengan demikian, Pasal
5 ayat (1), (3), dan (4) dan Pasal
52 UU SJSN bertentangan de-
ngan Pasal 18 UUD 1945.

Materi  muatan dalam
Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan
ayat (4) dan Pasal 52 UU SJSN
dianggap para pemohon ber-
tentangan pula dengan Pasal 1
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ayat (3), Pasal 28D ayat (1)24

dan ayat (3)25, Pasal 28I ayat
(2)26 dan Pasal 33 ayat (4)27 dan
ayat (5) UUD 1945. Karena
pengaturan dalam pasal ter-
sebut mengakibatkan telah ter-
jadi dualisme hukum dalam
pengaturan sistem jaminan
sosial dan mengakibatkan ter-
ganggunya pelaksanaan sistem
jaminan sosial, yaitu dengan
adanya UU No. 23/1992 ten-
tang Kesehatan.

Dualisme itu mengaki-
batkan tidak adanya penga-
kuan, jaminan, perlindungan
dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di
depan hukum bagi para pe-
mohon yang menyebabkan
pada kebingunan dan kekha-
watiran atas ancaman keber-
langsungan BPJS Kesehatan
Masyarakat (Bapel JPKM).  Ke-
beradaan Pasal 5 menutup
kemungkinan adanya badan
penyelenggara jaminan sosial
lainnya, dan mengakibatkan
ketidakadilan pada para pe-
mohon yang telah membentuk
badan penyelenggara di dae-
rah.

Intinya, melalui permo-
honan tersebut, para pemohon
meminta MK untuk menya-

takan materi muatan dalam
Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan
ayat (4) dan Pasal 52 UU SJSN
tidak mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat. Karena
bertentangan muatannya  ber-
tentangan dengan ketentuan:
(i) Pasal 18 dan Pasal 18A UUD
1945; dan; (ii) Pasal 1 ayat (3),
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3),
Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33
ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

Terhadap pengajuan per-
mohonan uji materiil tersebut,
pemerintah telah memberikan
tanggapannya. Pada intinya
pemerintah berpendapat bah-
wa  keberadaan  Badan Penye-
lenggara Jaminan Sosial (BPJS)
berdasarkan UU SJSN tidak
berarti daerah tidak diberikan
kesempatan untuk mengelola
dan melaksanakan jaminan so-
sial. Bahwa jumlah BPJS di
negara--negara yang menganut
ekonomi kapitalis sekalipun
dibatasi dengan undang-un-
dang bahkan terdapat kecen-
derungan menjadi badan tung-
gal (single payer), misalnya di
negara Korea Selatan, Filipina
dan Taiwan. Tidak ada satu
negara di dunia yang mem-
berikan kewenangan pengatur-
an jaminan sosial kepada daerah
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atau pemerintah negara bagian.
Sehingga Pemerintah tidak se-
pendapat dengan anggapan
bahwa Sistem Jaminan Sosial
seyogyanya semata-mata men-
jadi kewenangan dari Pemda
bukan diatur secara terpusat
oleh Pemerintah Pusat. UU
SJSN disusun untuk memenuhi
amanat Pasal 28H ayat (3) UUD
1945.

UU SJSN memberikan
kesempatan yang lebih luas
kepada daerah dalam mengem-
bangkan jaminan bagi seluruh
warga negara di daerah. Oleh
karenanya pemerintah me-
mohon untuk menyatakan Pa-
sal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (4);
dan Pasal 52 UU SJSN mem-
punyai kekuatan hukum dan
berlaku karena tidak berten-
tangan dengan UUD 1945

Tampak bahwa permo-
honan yang diajukan tersebut
menitikberatkan bahwa ke-
beradaan pasal yang mengatur
mengenai BPJS dalam UU SJSN
menghambat pelaksanaan oto-
nomi daerah karena meng-
halangi kewenangan pemda
untuk mengembangkan sistem
jaminan sosial. Dengan de-
mikian, pengajuan ini pada
dasarnya menganggap UU

SJSN telah mengakibatkan kon-
flik kewenangan antara peme-
rintah pusat dan pemda.

Permohonan ini belum
menempatkan jaminan sosial
sebagai hak asasi manusia yang
menjadi kewajibannya seba-
gaimana ditentukan dalam
konstitusi dan UU Pemda. Ja-
minan sosial masih ditempat-
kan sebagai kewajiban/kewe-
nangan daerah semata untuk
mengembangkannya bukan
sebagai kewajiban dalam rang-
ka untuk menghormati, me-
lindungi dan melaksanakan hak
asasi manusia.  Selain itu, de-
ngan diikutkannya  Ketua Sa-
tuan Pelaksana Jaminan Peme-
liharaan Kesehatan Masyarakat
sebagai pemohon II; dan  Ketua
Perhimpunan Badan Penye-
lenggara Jaminan Pemeliha-
raan Kesehatan Masyarakat
sebagai pemohon III, tampak
bahwa motif yang mendasari
permohonan judicial review
tersebut untuk melindungi
kepentingan-kepentingan lem-
baga tersebut.

Permohonan yang di-
ajukan tersebut beranggapan
bahwa sistem jaminan sosial
merupakan semata-mata kewe-
nangan daerah. Sementara
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dalam tanggapannya, pemerin-
tah berpendapat bahwa sistem
jaminan sosial hanya menjadi
kewenangan pusat. Hal ini dapat
dilihat dari argumennya yang
mencontohkan praktek-prak-
tek di negara-negara lain.

Sebenarnya, dalam kon-
teks hak asasi manusia, ter-
utama pemenuhan, perlin-
dungan, penghormatan, dan
pelaksanaan hak atas jaminan
sosial tidak melihat pembedaan
antara pemerintah pusat dan
pemda. Tetapi merupakan ke-
wajiban (atau tepatnya tang-
gung jawab) negara, baik itu
pemerintah pusat maupun
pemda. Pelaksanaan hak asasi
manusia tidak berkaitan de-
ngan kewenangan, tetapi tang-
gung jawab bersama dalam
kehidupan bernegara. Dengan
kata lain, pemenuhan, peng-
hormatan, perlindungan, dan
pelaksanaan hak atas jaminan
sosial tidak perlu mendiko-
tomikan antara pusat dan dae-
rah. Jaminan sosial pada prin-
sipnya merupakan hak asasi
manusia sehingga seharusnya
penyelenggaraannya menjadi
wewenang lembaga-lembaga
negara yang tidak berorientasi
mancari keuntungan semata.

FFFFF. Putusan MK:. Putusan MK:. Putusan MK:. Putusan MK:. Putusan MK:
Menempatkan JaminanMenempatkan JaminanMenempatkan JaminanMenempatkan JaminanMenempatkan Jaminan
Sosial Sebagai Hak AsasiSosial Sebagai Hak AsasiSosial Sebagai Hak AsasiSosial Sebagai Hak AsasiSosial Sebagai Hak Asasi
Manusia?Manusia?Manusia?Manusia?Manusia?

Ada dua hal utama yang
menjadi perhatian MK dalam
putusannya28, yaitu (i) Apakah
UU SJSN sudah sejalan dengan
UUD 1945; (ii) Pengertian “ne-
gara” dalam melaksanakan
amanat Pasal 34 ayat (2) UUD
1945, untuk melihat masalah
kewenangan pusat dan daerah.
Menurut MK, kejelasan atas
persoalan ini sangat penting
mengingat hak atas jaminan
sosial oleh UUD 1945 dikatakan
sebagai bagian dari hak asasi
manusia yang menimbulkan
kewajiban pada negara untuk
menghormati (to respect), me-
lindungi (to protect), dan men-
jamin pemenuhan (to fulfil) hak
tersebut.  Pada intinya putusan
MK berpendapat bahwa  UU
SJSN berkait langsung dengan
salah satu cita negara (staats-
idee) “untuk memajukan kese-
jahteraan umum”.29 Cita negara
tersebut lebih lanjut ditegaskan
antara lain dalam Pasal 34 UUD
1945.30

Menurut MK UU SJSN
sudah sesuai dengan UUD 1945
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karena konstitusi telah secara
tegas mewajibkan negara untuk
mengembangkan sistem ja-
minan sosial tetapi UUD 1945
tidak mewajibkan kepada nega-
ra untuk menganut atau me-
milih sistem tertentu dalam
pengembangannya. UUD 1945
hanya menentukan kriteria
konstitusional –yang sekaligus
merupakan tujuan– dari sistem
jaminan sosial yang harus di-
kembangkan negara, yaitu ha-
rus mencakup seluruh rakyat
dengan maksud memberda-
yakan masyarakat yang lemah
dan tidak mampu sesuai de-
ngan martabat kemanusiaan.
Sehingga  sistem apapun yang
dipilih dalam pengembangan
jaminan sosial tersebut harus
dianggap konstitusional se-
panjang ia mencakup seluruh
rakyat dan dimaksudkan untuk
meningkatkan keberdayaan
masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan.

Mengenai pengertian
“negara”, MK berpendapat
bahwa, secara historis, cita
negara yang tertuang dalam
alinea keempat Pembukaan
UUD 1945, tidak terlepas dari
arus utama (mainstream) pe-

mikiran yang berkembang pa-
da saat UUD 1945 disusun,
yakni negara kesejahteraan
(welfare state atau welvaart
staat), yang mewajibkan ne-
gara bertanggungjawab dalam
urusan kesejahteraan rakyat-
nya. Dengan demikian, ter-
minologi “negara” dalam Pasal
34 ayat (2) UUD 1945,  sesung-
guhnya lebih menunjuk kepada
pelaksanaan fungsi pelayanan
sosial negara bagi rakyat atau
warga negaranya. Sehingga,
fungsi tersebut merupakan
bagian dari fungsi-fungsi peme-
gang kekuasaan pemerintahan
negara menurut UUD 1945.
Agar fungsi dimaksud dapat
berjalan, maka pemegang ke-
kuasaan pemerintahan negara
membutuhkan wewenang.

Berdasarkan UUD 1945,
kekuasaan pemerintahan ne-
gara dilaksanakan oleh peme-
rintah (pusat) dan pemda,
sehingga pada pemda pun me-
lekat pula fungsi pelayanan
sosial itu. Dengan demikian,
pemda juga memiliki wewenang
guna melaksanakan fungsi ter-
sebut.  Hal itu sebagai konse-
kuensi logis dari dianutnya
ajaran otonomi, sebagaimana
diatur terutama dalam Pasal 18
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ayat (2) ayat (5) UUD 1945,
yang secara tegas telah dija-
barkan pula dalam UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang Peme-
rintahan Daerah.

MK tidak sependapat de-
ngan pendirian pemerintah
maupun DPR yang menyatakan
bahwa kewenangan untuk me-
nyelenggarakan sistem jamin-
an sosial secara eksklusif meru-
pakan kewenangan pemerintah
(pusat) karena bertentangan
dengan makna pengertian ne-
gara yang di dalamnya men-
cakup pula pemda.  MK juga
tidak sependapat dengan pe-
mohon yang mendalilkan kewe-
nangan itu secara eksklusif
merupakan kewenangan dae-
rah. Sebab, jika jalan pikiran
demikian diikuti, maka di satu
pihak, besar kemungkinan ter-
jadi keadaan di mana hanya
daerah-daerah tertentu saja
yang mampu menyelenggara-
kan sistem jaminan sosial dan
itu pun tidak menjamin bahwa
jaminan sosial  cukup meme-
nuhi standar kebutuhan hidup
yang layak antara daerah yang
satu dengan daerah yang lain.

MK berpendapat bahwa
pengembangan sistem jaminan
sosial  bukan hanya menjadi

kewenangan pemerintah pusat
tetapi dapat juga menjadi kewe-
nangan pemda, maka UU SJSN
tidak boleh menutup peluang
pemda untuk ikut juga  me-
ngembangkan sistem jaminan
sosial. Ketentuan Pasal 5 UU
SJSN menutup peluang pemda,
karena tidak memungkinkan
bagi pemda untuk  membentuk
badan penyelenggara jaminan
sosial tingkat daerah. Padahal
pemda justru diwajibkan untuk
mengembangkan sistem ja-
minan sosial. Berdasarkan per-
timbangannya tersebut MK
menyatakan bahwa Pasal 5 ayat
(2), (3), dan (4) UU SJSN  tidak
mempunyai kekuatan hukum
mengikat  karena bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pada dasarnya, baik per-
mohonan maupun tanggapan
pemerintah mengenai perkara
tersebut lebih menempatkan
kewenangan untuk membentuk
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS), yaitu yang diatur
dalam Pasal 5 UU SJSN. MK
telah mengeluarkan putusan-
nya yang intinya mengatakan
bahwa Pasal 5 menutup kewe-
nangan pemda untuk mengem-
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bangkan sistem jaminan sosial.
Putusan MK di atas telah

melihat bahwa jaminan sosial
merupakan bagian dari hak
asasi manusia, di mana negara
mempunyai tanggung jawab
menjalankan kewajibannya.
Untuk menjalankan kewajiban
itu MK telah menyadari bahwa
tidak selayaknya ada dikotomi
antara pemerintah pusat dan
daerah. Semua pemerintah,
baik pusat maupun daerah
mempunyai kewajiban (tang-
gung jawab) dalam memenuhi,
menghormati, melindungi dan
melaksanakan hak atas jaminan
sosial. Dengan demikian, MK
menempatkan kembali posisi
hak atas jaminan sosial sebagai
tanggung jawab negara yang
menimbulkan kewajiban ke-
pada negara untuk memenuhi-
nya. Walaupun MK telah me-
nempatkan jaminan sosial seba-
gai hak asasi manusia, tetapi
dalam putusan MK masih me-
lihat permasalahan tersebut
sebagai konflik kewenangan
antara pemerintah pusat dan
pemda. Hal ini dapat dilihat dari
pertimbangan putusan MK
yang menyatakan “...agar pe-
laksanaan fungsi pelayanan
sosial negara dapat berjalan,

maka pemegang kekuasaan
pemerintahan negara mem-
butuhkan wewenang.”

Tetapi, sebenarnya yang
perlu dipertanyakan ulang ada-
lah apakah substansi Pasal 5 UU
SJSN menghilangkan kewajiban
pemda dalam menjalankan tang-
gung jawabnya untuk meng-
hormati, melindungi, dan me-
laksanakan hak atas jaminan
sosial? Dilihat dari substan-
sinya, pasal tersebut tidak
menutup tanggung jawab Pem-
da untuk menjalankan kewa-
jibannya di bidang hak atas
jaminan sosial. Tetapi memba-
tasi kewenangan Pemda mem-
bentuk badan penyelenggara
jaminan sosial di daerah.
Pemenuhan hak atas jaminan
sosial tidak melulu harus di-
lakukan melalui badan penye-
lenggara. Tetapi bisa meman-
faatkan sistem yang sudah ada
selama ini, misalnya dinas so-
sial dan sebagainya. Atau misal-
nya menjadi fasilitator peme-
rintah pusat untuk mewujud-
kan cita-cita bersama men-
sejahterakan warga negara.
Permasalahan substansi Pasal 5
UU SJSN sebenarnya adalah,
mengapa ia menunjuk keempat
lembaga tersebut (Jamsostek,
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Taspen, Asabri, dan Askes). Hal
inilah yang perlu ditinjau ulang.
Bukan dalam konteks kewe-
nangan pusat atau daerah untuk
membentuk badan penyeleng-
gara jaminan sosial.

Tidak berlakunya Pasal 5
UU SJSN adalah peluang bagi
pemda untuk dapat memben-
tuk badan penyelenggara ja-
minan sosial sendiri, peluang
pula bagi badan-badan usaha
lainnya. Dalam artian mengem-
bangkan sistem jaminan sosial
sendiri-sendiri. Sehingga nan-
tinya penyelenggara jaminan
sosial bisa badan yang dibentuk
pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan swasta. Dengan
demikian dapat saja terjadi
persaingan usaha dalam pelak-
sanaannya.

G. PenutupG. PenutupG. PenutupG. PenutupG. Penutup
Selama ini jaminan sosial

masih ditempatkan sebagai
sesuatu yang dapat diperda-
gangkan. Dengan diajukannya
permohonan judicial review,
hak atas jaminan sosial belum
diperlakukan sebagai mana
mestinya. Ia masih dianggap
sebagai suatu kewenangan saja,
yaitu: domain pemerintah pu-
sat atau pemerintah daerah,

dan belum ditempatkan se-
bagai tanggungjawab bersama
baik pusat maupun daerah
untuk menghormati, melin-
dungi, dan melaksanakannya.
Kekhawatiran lain adalah ter-
jadi kontiunitas praktik-praktik
memperlakukan hak atas ja-
minan sosial seperti commer-
cial good yang layak untuk
diperdagangkan.

Pada dasarnya yang di-
permasalahkan dalam peng-
ajuan permohonan judicial re-
view tersebut adalah masalah
kewenangan belaka, yaitu ke-
wenangan untuk membentuk
badan penyelenggara jaminan
sosial, yaitu ada di tangan pe-
merintah pusat atau pemda.
MK tidak sependapat dengan
pengakuan sepihak, baik peme-
rintah pusat maupun daerah,
mengenai pembentukan badan
penyelenggara jaminan sosial
sebagai kewenangan eksklusif
pusat atau daerah. Tetapi MK
berpendapat bahwa Pasal 5 UU
SJSN menutup peluang pemda
untuk mengembangkan sistem
jaminan sosial.

Sebenarnya Pasal 5 UU
SJSN tidak menutup pemda
untuk mengembangkan sistem
jaminan sosial, tapi hanya me-
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nutup pembentukan badan pe-
nyelenggara jaminan sosial di
daerah. Pengembangan sistem
jaminan sosial tidaklah mesti
membentuk badan penyeleng-
gara di daerah. Ia dapat dilaksa-
nakan dengan metode-metode
lain yang diperhitungkan de-
ngan cermat agar hak setiap
orang terhadap jaminan sosial
dapat dipenuhi.

Setelah Pasal 5 UU SJSN
dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan yang mengikat, hal
yang perlu diperhatikan adalah
kemungkinan-kemungkinan
tentang pelanggaran terhadap
hak atas jaminan sosial. Apakah
pemerintah pusat dan daerah
dapat menjamin bahwa pe-
laksanaan tanggung jawabnya
di bidang hak atas jaminan
sosial tidak terjadi bentuk peng-
abaian-pengabaian, atau ben-
tuk-bentuk pelanggaran lain-
nya, baik melalui kebijakan
yang dibentuk maupun pelang-
garan melalui pejabat pemerin-
tah. Jangan sampai kegagalan
demi kegagalan negara dalam
menghormati, melindungi dan
melaksankan hak atas jaminan
sosial kembali terulang.  

E n dE n dE n dE n dE n d n o t e sn o t e sn o t e sn o t e sn o t e s

1 Pasal 5 UU SJSN pada
intinya menentukan bahwa
hanya Perusahaan Perseroan
(Persero) Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (JAMSOSTEK); Perusaha-
an Perseroan (Persero) Dana
Tabungan dan Asuransi Pegawai
Negeri (TASPEN); Perusahaan
Perseroan (Persero) Asuransi
Sosial Angkatan Bersenjata Re-
publik Indonesia (ASABRI); dan
Perusahaan Perseroan (Persero)
Asuransi Kesehatan Indonesia
(ASKES).

2 Yang diwakili oleh Ketua
DPRD dan Ketua Komisi E DPRD
Jawa Timur yang memberikan
kuasa kepada Sri Kusmini, S.KM.
(Pengurus Badan Penyelengga-
ra Jaminan Pemeliharaan  Kese-
hatan  Masyarakat  Provinsi Ja-
wa Timur) dan  Anton Hardian-
to, S.H., S.Psi. (Pengurus Badan
Penyelenggara Jaminan Peme-
liharaan Kesehatan Masyarakat
Provinsi Jawa Timur) sebagai
Pemohon I. Pemohon II dan III
secara berturut-turut adalah
Edy Heriyanto, S.H. (Ketua Sa-
tuan Pelaksana Jaminan Peme-
liharaan Kesehatan Masyarakat
Rembang Sehat) dan  Dra.  Nur-
hayati Aminullah, MHP., HIA.
(Ketua Perhimpunan Badan
Penyelenggara Jaminan Peme-
liharaan Kesehatan Masyara-
kat)

3 Sentanoe Kertonegoro,
Jaminan Sosial: Prinsip dan Pe-
laksanaannya di Indonesia, Pe-
nerbit Mutiara, Jakarta, 1982.

4 Lihat Prijono Tjiptoheri-
janto, Jaminan Sosial Tenaga
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Kerja di Indonesia, http://
pk.ut.ac.id/jsi

5 Lihat Prijono Tjiptoheri-
janto, Jaminan Sosial Tenaga
Kerja Di Indonesia, http://
pk.ut.ac.id/jsi/91prijono.htm

6 Lihat Prijono Tjiptoheri-
janto, Jaminan Sosial Tenaga
Kerja di Indonesia, http://
pk.ut.ac.id/jsi/91prijono.htm

7 Dalam pelaksanaannya,
jaminan sosial menggunakan
sistem perlindungan karena
mempunyai berbagai program,
jenis, metode, pembiayaan,
jangka-waktu, kepesertaan yang
berbeda-beda sehingga mem-
butuhkan keterpaduan Untuk
lebih jelas mengenai macam-
macam jaminan sosial ini, lihat:
Prijono Tjiptoherijanto, Jaminan
Sosial Tenaga Kerja di Indonesia,
h t t p : / / p k . u t . a c . i d / j s i /
91prijono.htm

8 Lihat, Kartono Mohamad,
Sistem Jaminan Sosial Nasional
dan “Welfare State”, Kompas,
Rabu, 16 Juni 2004

9 Ibid.
10 Lihat, Ibid.
11 Lihat, Prijono Tjiptoheri-

janto, Jaminan Sosial Tenaga
Kerja di Indonesia, http://
pk.ut.ac.id/jsi/91prijono.htm

12 Kovenan hak ekosob dan
Kovenan hak sipil disahkan oleh
Majelis Umum PBB pada tahun
1966 dan mulai diberlakukan
pada tahun 1976. Kedua
kovenan ini tidak lain adalah
penjabaran dari Deklarasi Uni-
versal Hak Asasi Manusia. Oleh
karenanya ia dianggap sebagai
the international bill of human

rights.
13 Lihat, Pedoman Maastricht

untuk Pelanggaran Hak-hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

14 Lihat, Ibid.
15 Informasi terakhir dike-

tahui bahwa Indonesia beren-
cana segera akan meratifikasi
Kovenan Hak Ekosob, hal ini
dapat diketahui dengan disetu-
juinya rancangan undang-un-
dangan ratifikasi Kovenan ter-
sebut dalam sidang paripurna
DPR-RI pada penghujung Sep-
tember 2005, namun belum
diundangkan

16 Lihat, Ifdhal Kasim,
Op.Cit.

17 Edi Suharto, Jaminan
Sosial (Bagian Dua): Mencermati
Asuransi Kesejahteraan Sosial
(Askesos) yang Dikembangkan
Depsos, http://www.policy.hu/
suharto/makIndo12.html

18 Pengembangan sistem
jaminan sosial di Indonesia ma-
sih sangat lemah, sporadis dan
belum terintegrasi dengan agen-
da pembangunan nasional, khu-
susnya bidang kesejahteraan
sosial. Lihat, Ibid.

19 Pada dasarnya UU SJSN
ini diharapkan pemerintah da-
pat menjadi payung bagi sistem
jaminan sosial di Indonesia.
Selain itu, diarahkan untuk
memperluas cakupan kepeser-
taan dan meningkatkan jenis
jaminan sosial. SJSN mencakup
5 program, yang terbagi dalam
program jangka pendek –yaitu:
Jaminan Kesehatan dan Ja-
minan Kecelakaan Kerja— dan
jangka panjang –yaitu: Jamin-
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an Hari Tua, Jaminan Pensiun,
dan Jaminan Kematian– yang
diberikan kepada pekerja sektor
formal dan informal. Karakter
utama dari mekanisme SJSN
adalah asuransi sosial.

20 Kartono Mohamad,Sistem
Jaminan Sosial Nasional dan
“Welfare State”, Kompas, Rabu,
16 Juni 2004.

21 Lihat, Ibid.
22 Lihat, Bambang Purwoko,

“SJSN Hak Masyarakat dan
Kewajiban Negara”. http://
www.pikiran-rakyat.com/cetak/
2005/0905/26/0802.htm

23 Permohonan diajukan pa-
da hari Senin tanggal 21 Feb-

ruari 2005 dengan Perkara
Nomor 007/PUU-III/2005. Se-
lain Pemerintah Provinsi Jawa
Timur, bertindak pula sebagai
pemohon II Edy Heriyanto, S.H.
–Ketua Satuan Pelaksana Ja-
minan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat Rembang Sehat,
Rembang, bertindak untuk dan
atas nama Satuan Pelaksana
Jaminan Pemeliharaan Kese-
hatan Masyarakat; dan Pemo-
hon III Dra. Nurhayati Aminul-
lah, MHP., HIA. –Ketua Perhim-
punan Badan Penyelenggara
Jaminan Pemeliharaan Kese-
hatan Masyarakat) bertindak
untuk dan atas nama Perhim-
punan Badan Penyelenggara
Jaminan Pemeliharaan Kese-
hatan Masyarakat (selanjutnya
disebut sebagai PERBAPEL
JPKM)

24 “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlin-
dungan dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang
sama di depan hukum.”

25 “Setiap warga negara ber-
hak memperoleh kesempatan
yang sama dalam pemerin-
tahan.”

26 “Setiap orang berhak be-
bas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apapun
dan berhak mendapatkan per-
lindungan terhadap perlakuan
yang diskriminatif itu.”

27 “Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prin-
sip kebersamaan, efisiensi ber-
keadilan, berkelanjutan, ber-
wawasan lingkungan, keman-
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I. PendahuluanI. PendahuluanI. PendahuluanI. PendahuluanI. Pendahuluan
Seiring dengan perkem-

bangan zaman dan semakin
meningkatnya pertumbuhan
perekonomian negara Republik
Indonesia dewasa ini, menja-
dikan hubungan hukum antar-
manusia dalam kehidupan ma-
syarakat luas semakin mening-
kat pula. Dengan semakin me-
ningkatnya hubungan hukum
dalam masyarakat, maka hu-
bungan hukum dan lalu lintas
hukum pun semakin meningkat
pula, yang pada akhirnya dalam

perkembangan lalu lintas hu-
kum tersebut dalam setiap
hubungan hukum dalam ma-
syarakat diperlukan suatu alat
bukti yang kuat, terpenuh dan
sah untuk menentukan dan
mengatur secara jelas menge-
nai hak-hak dan kewajiban-
kewajiban para pihak dalam
hubungan lalu lintas hukum
tersebut.

Kesadaran hukum dalam
masyarakat Indonesia sudah
semakin maju dan membaik

ANALISIS PUTUSAN MK RI
PERKARA NOMOR 009/PUU-III/2005

DALAM PERSPEKTIF PRAKTISI
MENGENAI WADAH TUNGGAL

PERKUMPULAN NOTARIS

OLEH SUTJIPTO, S.H., M.KN.
Notaris dan PPAT di Jakarta

mantan Ketua Umum IPPAT 1997-2000
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dari hari ke hari, di mana dalam
hubungan hukum tersebut ma-
syarakat sudah menyadari be-
tapa pentingnya suatu alat
bukti yang dibuat secara tertulis
dan mempunyai kekuatan pem-
buktian yang kuat dan terpenuh
yaitu berupa akta otentik.

Dengan dibuatnya alat
bukti tertulis berupa akta oten-
tik, maka akan jelas diatur
mengenai hak-hak dan kewa-
jiban-kewajiban seseorang da-
lam melakukan hubungan hu-
kum dan lalu lintas hukum,
yang pada akhirnya dapat men-
jamin kepastian hukum dan
ketertiban hukum dan dengan
demikian diharapkan dapat
memperkecil terjadinya seng-
keta hukum antara para pihak
subyek hukum dalam hubung-
an hukum serta lalu lintas hu-
kum tersebut.

Akta otentik sebagai alat
bukti tertulis yang mempunyai
kekuatan pembuktian yang ku-
at dan terpenuh hanya dapat
dibuat di dalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-un-
dang, dibuat oleh atau di ha-
dapan pejabat-pejabat umum
yang berwenang untuk itu di
tempat di mana akta dibuatnya.
Kedudukan pejabat umum

yang berwenang membuat akta
otentik ini diatur dalam Pasal
1868 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUH Perdata).
Untuk pelaksanaan Pasal 1868
KUH Perdata tersebut, maka
pembentuk undang-undang
membuat peraturan perun-
dang-undangan yang menun-
juk pejabat umum tersebut,
dalam hal ini adalah Notaris.
Pada awalnya profesi Jabatan
Notaris diatur dalam Peraturan
Jabatan Notaris Stb. 1860 No-
mor 3. Pada saat ini Jabatan
Notaris diatur dalam Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris (UU
JN).

Peraturan perundang-
undangan yang mengatur Ja-
batan Notaris sebelum diun-
dangkannya UU JN masih be-
lum terjadi unifikasi hukum dan
masih tersebar dalam berbagai
ketentuan perundang-undang-
an yaitu:
1 . Reglement Op Het Notaris

Ambt in Indonesia (Stb.
1860 Nomor 3) sebagai-
mana telah diubah terakhir
dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
101 Tahun 1954;

2. Ordonantie 16 September
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1931 tentang Honorarium
Notaris;

3. Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 tentang Wakil
Notaris dan Wakil Notaris
Sementara;

4. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 tentang Per-
ubahan Atas Undang-Un-
dang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;

5. Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 ten-
tang Perubahan Atas Un-
dang-undang Nomor 2 Ta-
hun 1986 tentang Peradil-
an Umum;

6. Peraturan Pemerintah No-
mor 11 Tahun 1949 tentang
Sumpah/Janji Jabatan No-
taris.

Peraturan perundang-
undangan sebagaimana ter-
sebut di atas sebagian besar
merupakan produk hukum dan
banyak mencontoh hukum dari
peninggalan pemerintah Kolo-
nial Hindia Belanda, dan pada
saat ini sudah tidak lagi sesuai
dengan perkembangan zaman
dan kebutuhan dalam hubung-
an hukum serta lalu lintas hu-
kum dalam masyarakat yang
sudah semakin pesat perkem-
bangannya. Pembaharuan dan

unifikasi hukum dalam bidang
kenotariatan, khususnya bagi
profesi Jabatan Notaris yang
sesuai dengan perkembangan
jaman dan kebutuhan dalam
hubungan hukum serta lalu
lintas hukum dalam masya-
rakat sudah sangat mendesak
diperlukan, sehingga dapat
terciptanya kepastian hukum,
ketertiban hukum dan perlin-
dungan hukum, tidak saja bagi
pengemban profesi Jabatan
Notaris, akan tetapi juga bagi
seluruh lapisan masyarakat In-
donesia yang sudah semakin
tinggi kesadaran hukumnya,
khususnya bagi mereka yang
memerlukan bukti tertulis
otentik (akta otentik) sebagai
alat pembuktian yang kuat dan
terpenuh.

Untuk mengantisipasi
perkembangan tersebut, peme-
rintah bersama-sama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Re-
publik Indonesia telah mem-
buat terobosan besar dalam
bidang hukum kenotariatan,
yang mengatur profesi Jabatan
Notaris dengan membuat dan
mengundangkan Undang-Un-
dang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, yang
telah diundangkan pada tanggal
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6 Oktober 2004 dan juga mulai
berlaku pada tanggal 6 Oktober
2004. Dengan berlakunya UU
JN tersebut, maka seluruh
peraturan perundang-undang-
an yang selama ini berlaku bagi
profesi Jabatan Notaris seba-
gaimana telah disebutkan di
atas dinyatakan dicabut dan
dinyatakan tidak lagi berlaku,
kecuali Staatblad yang meng-
atur tentang legalisasi yang
tidak hanya mengatur profesi
Jabatan Notaris masih tetap
berlaku.

Pekerjaan profesi Jabat-
an Notaris merupakan jabatan
yang mempunyai karakteristik
tersendiri dalam melaksanakan
sebagian tugas negara/peme-
rintahan dalam bidang hukum
privat yang harus dilaksanakan
dengan prinsip kehati-hatian
dan kepercayaan yang diberi-
kan oleh masyarakat kepada
pengemban profesi Jabatan
Notaris. Oleh karena pengem-
ban profesi Jabatan Notaris
melaksanakan sebagian tugas
negara/pemerintahan dalam
bidang hukum privat, maka
sudah sewajarnya negara/pe-
merintah mempunyai kewajib-
an untuk melakukan pembina-
an dan pengawasan secara ru-

tin dan ketat terhadap peker-
jaan profesi Jabatan Notaris di
Indonesia agar masyarakat
yang menggunakan jasa profesi
Jabatan Notaris dapat jaminan
dan terlindungi.

Sama dengan jabatan
profesional lainnya seperti ha-
kim, jaksa, dokter, akuntan atau
insinyur yang membentuk dan
terhimpun dalam satu orga-
nisasi, maka profesi Jabatan
Notaris pun sudah seharusnya
membentuk dan terhimpun
dalam satu wadah organisasi
profesional yang komprehensif
yang dapat mengikuti perkem-
bangan jaman dan perkem-
bangan hubungan hukum dan
lalu lintas hukum. Sudah men-
jadi keharusan para notaris di
Indonesia untuk membentuk
dan terhimpun dalam satu wa-
dah organisasi profesi bagi
Jabatan Notaris agar memu-
dahkan pembinaan dan peng-
awasan oleh pemerintah serta
juga akan memudahkan para
anggotanya untuk saling ber-
interaksi satu sama lainnya.

Untuk menghimpun pro-
fesi Jabatan Notaris di Indone-
sia, maka pada tahun 1908
dibentuk satu wadah organisasi
bagi profesi Jabatan Notaris
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dengan nama Ikatan Notaris
Indonesia (atau lebih dikenal
dengan INI). Organisasi profesi
Ikatan Notaris Indonesia (INI)
tersebut merupakan salah satu
organisasi profesi tertua di In-
donesia dan satu-satunya wa-
dah organisasi bagi profesi
Jabatan Notaris yang resmi
diakui oleh Pemerintah Indo-
nesia (Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia) dan sudah ber-
bentuk badan hukum. Bahwa
INI adalah salah satu anggota
dari Union Internationale Du
Notariat Latin (UINL) yaitu
organisasi internasional tempat
bergabungnya organisasi no-
taris pada suatu negara yang
menganut sistem civil law.
Bahkan negara-negara yang
menganut sistem common law,
organisasi notarisnya ikut juga
bergabung dengan UINL se-
perti contohnya Jepang dan
Cina.

Menurut informasi dari
sekretariat UINL bahwa ne-
gara-negara yang menganut
sistem civil law yang organisasi
notarisnya menjadi anggota
UINL adalah merupakan orga-
nisasi notaris tunggal atau satu-
satunya pada negara tersebut.

Bahkan INI sudah menjadi
peninjau sejak Kongres UINL
tahun 1989 di Amsterdam dan
tahun 1995 di Berlin serta
sebagai anggota mulai Kongres
tahun 1998.

Sebagaimana diketahui
dalam era reformasi bermun-
culan organisasi notaris lain-
nya di luar Ikatan Notaris In-
donesia (INI), seperti Him-
punan Notaris Indonesia (HNI),
Asosiasi Notaris Indonesia
(ANI), dan Persatuan Notaris
Reformasi Indonesia (PERNO
RI).

Dalam alam demokrasi
ini sah-sah saja beberapa orang
anggota profesi tertentu mem-
bentuk dan terhimpun dalam
suatu wadah organisasi selain
wadah organisasi yang sudah
ada dan resmi diakui oleh pe-
merintah Indonesia. Akan te-
tapi pembentukan wadah orga-
nisasi profesi selain wadah
organisasi profesi yang sudah
ada, janganlah didasari oleh
ketidakpuasan dari seseorang
atau beberapa orang anggota
organisasi tersebut terhadap
seseorang atau beberapa orang
anggota lainnya. Bila tidak ke-
liru dari 3 (tiga) organisasi
tersebut semula hanya 1 (satu)
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yaitu HNI yang kemudian pe-
cah menjadi 3 (tiga) yaitu ANI
dan PERNORI. Seharusnya kita
menyadari membuat organi-
sasi adalah gampang, sama
dengan gampangnya mendi-
rikan Perseroan Terbatas, akan
tetapi untuk membangun dan
membina serta membesarkan
tidaklah mudah. Oleh karena
itu, sudah sepantasnya berga-
bung dalam satu wadah tung-
gal yang dikelola secara demo-
kratis. Sikap profesional harus
dijunjung tinggi oleh para
pengemban profesi Jabatan
Notaris dalam hal ini, oleh
karena profesi Jabatan Notaris
merupakan jabatan yang mulia
dan bermartabat.

Dengan telah diundang-
kannya UU JN oleh pemerintah
yang mengatur tentang adanya
wadah tunggal, tentu saja men-
jadi mimpi buruk bagi orga-
nisasi notaris yang tidak diakui
pemerintah.  Bahwa selain ke-
beratan adanya wadah tunggal
mereka juga mempersoalkan
pembentukan UU JN tidak me-
menuhi ketentuan Pembentuk-
an Peraturan Perundang-un-
dangan sebagaimana diatur
dalam UU Nomor 10 Tahun
2004 dan materi muatan UU

JN, seperti ketentuan menge-
nai Organisasi Notaris yang
bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Bagi masyarakat yang
merasa hak atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan
dengan berlaku dan diundang-
kannya suatu peraturan per-
undang-undangan, dapat meng-
ajukan pengujian undang-un-
dang tersebut terhadap Un-
dang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
kepada Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi dibentuk
dengan Undang-Undang No-
mor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstiusi (UU MK).
Keberadaan Mahkamah Konsti-
tusi adalah sebagai lembaga
negara yang berfungsi me-
nangani perkara tertentu di
bidang ketatanegaraan, dalam
rangka menjaga konstitusi ne-
gara agar dilaksanakan secara
bertanggung jawab sesuai de-
ngan kehendak rakyat dan cita-
cita demokrasi.

Mahkamah Konstitusi
merupakan salah satu pelak-
sana kekuasaan kehakiman di
negara Republik Indonesia
yang terikat pada prinsip umum
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penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman yang merdeka, be-
bas dari pengaruh lembaga
lainnya dalam menegakkan
hukum dan keadilan. Mahka-
mah Konstitusi berdasarkan
Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945 berwenang untuk:
a. menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik In-
donesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewe-
nangan lembaga negara
yang kewenangannya dibe-
rikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik In-
donesia Tahun 1945;

c. memutuskan pembubaran
partai politik;

d. memutuskan perselisihan
hasil pemilihan umum;

e. memberikan putusan atas
pendapat Dewan Perwakil-
an Rakyat bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden
diduga telah melakukan
pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuap-
an, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan
tercela, daan/atau tidak

lagi memenuhi syarat seba-
gai Presiden dan/atau Wa-
kil Presiden sebagaimana
dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Re-
publik Indonesia Tahun
1945.

Dengan telah dibentuk-
nya Mahkamah Konstitusi, ma-
ka masyarakat dapat meng-
ajukan pengujian suatu un-
dang-undang terhadap Un-
dang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945 kepada Mahkamah Kon-
stitusi apabila mereka merasa
bahwa hak atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan
dengan berlaku dan diundang-
kannya suatu peraturan per-
undang-undangan.

Dalam mengajukan peng-
ujian suatu undang-undang
terhadap Undang-Undang Da-
sar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 kepada Mahkamah
Konstitusi, ada persyaratan
yang harus dipenuhi yaitu seba-
gaimana diatur dalam Pasal 51
UUMK, yang berbunyi sebagai
berikut:
(1) Pemohon adalah pihak

yang menganggap hak dan/
atau kewenangan konsti-
tusionalnya dirugikan oleh
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berlakunya undang-un-
dang, yaitu:
a. perorangan warga ne-

gara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat

hukum adat sepanjang
masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan
masyarakat dan prin-
sip Negara Republik
Indonesia yang diatur
dalam undang-undang;

c. badan hukum publik
atau privat; atau

d. lembaga Negara.
(2) Pemohon wajib mengurai-

kan dengan jelas dalam
permohonannya tentang
hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya sebagai-
mana dimaksud dalam ayat
(1);

(3) Dalam permohonan seba-
gaimana dimaksud pada
ayat (2), pemohon wajib
menguraikan dengan jelas
bahwa:
a.    pembentukan undang-

undang tidak meme-
nuhi ketentuan berda-
sarkan Undang-Un-
dang Dasar Negara Re-
publik Indonesia Ta-
hun 1945; dan/atau

b.   materi muatan dalam

ayat, pasal, dan/atau
bagian undang-undang
dianggap bertentang-
an dengan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945.

Sehubungan dengan te-
lah diundangkannya UU JN,
ada sebagian golongan masya-
rakat, baik atas nama pribadi
maupun mengatas-namakan
suatu organisasi profesi Jabat-
an Notaris yang merasa hak
atau kewenangan konstitusio-
nalnya dirugikan dengan ber-
laku dan diundangkannya UU
JN mengajukan hak pengujian
UU JN terhadap Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik In-
donesia Tahun 1945 kepada
Mahkamah Konstitusi. Peng-
ujian UU JN terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 oleh
Mahkamah Konstitusi tersebut
dapat dilihat dan dibaca dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor
009-014/PUU-III/2005, ter-
tanggal 13 September 2005.

I I .I I .I I .I I .I I .Analisis Putusan MKRI,Analisis Putusan MKRI,Analisis Putusan MKRI,Analisis Putusan MKRI,Analisis Putusan MKRI,
Perkara Nomor 009/PUU-Perkara Nomor 009/PUU-Perkara Nomor 009/PUU-Perkara Nomor 009/PUU-Perkara Nomor 009/PUU-
III/2005, tIII/2005, tIII/2005, tIII/2005, tIII/2005, tererererer tttttanggal 1anggal 1anggal 1anggal 1anggal 133333
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September 2005September 2005September 2005September 2005September 2005
Putusan Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 009/PUU-III/2005,
tertanggal 13 September 2005
merupakan putusan Mahka-
mah Konstitusi atas Pengujian
UUJN terhadap Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang
dimohonkan atas nama pribadi
dan/atau atas nama Persatuan
Notaris Reformasi Indonesia
(PERNORI) dan Himpunan No-
taris Indonesia (HNI) (untuk
selanjutnya disebut pemohon).
Adapun yang dimohonkan un-
tuk dilakukan pengujian oleh
para pemohon antara lain ada-
lah para pemohon mendalilkan
atau menyatakan bahwa pem-
bentukan UU JN tidak meme-
nuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 dan Pasal
6 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 yang didasarkan
pada Pasal 22A Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan oleh
karenanya UU JN tidak mem-
punyai kekuatan hukum tetap,
dan materi muatan Pasal 1
angka 5 dan Pasal 82 ayat (1)
UU JN bertentangan dengan
Pasal 28E ayat (3) dan Pasal

28G ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indone-
sia Tahun 1945.

Pasal 22A Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, ber-
bunyi sebagai berikut: “Keten-
tuan lebih lanjut tentang tata
cara pembentukan undang-
undang diatur dengan un-
dang-undang.” Sebagai pelak-
sanaan ketentuan Pasal 22A
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945, maka diberlakukanlah
Undang-Undang Nomor 10 Ta-
hun 2004 tentang Pemben-
tukan Peraturan Perundang-
undangan, yang mulai berlaku
pada tanggal diundangkan yaitu
tanggal 22 Juni 2004, akan
tetapi mulai dilaksanakan pada
tanggal 1 Nopember 2004  (UU
No. 10).

Sebagai salah satu ang-
gota Tim Penyusun UU JN yang
telah diberlakukan tersebut,
penulis yang beranggapan dan
merasa yakin bahwa materi
muatan ketentuan-ketentuan
yang dimuat dalam UU JN,
walaupun disusun dan diber-
lakukan sebelum mulai dilak-
sanakannya UU No. 10, telah
sesuai dengan materi muatan
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peraturan perundang-undang-
an sebagaimana diatur dalam
Pasal 6 UU No. 10 yang me-
ngandung asas pengayoman,
kemanusiaan, kebangsaan, ke-
keluargaan, kenusantaraan,
Bhinneka Tunggal Ika, keadil-
an, kesamaan kedudukan da-
lam hukum dan pemerintahan,
ketertiban dan kepastian hu-
kum, dan keseimbangan dan
keselarasan.

Selain itu pembentukan
UU JN tersebut juga telah se-
suai dengan asas-asas sebagai-
mana diatur dalam Pasal 5 UU
No. 10, yaitu: asas kejelasan
tujuan, kelembagaan atau or-
gan pembentuk yang tepat,
kesesuaian antara jenis dan
materi muatan, dapat dilaksa-
nakan, kedayagunaan dan ke-
hasilgunaan, kejelasan rumus-
an, dan keterbukaan.

Atas permohonan peng-
ujian Pasal 1 angka 5 UU JN,
Mahkamah Konstitusi berpen-
dapat bahwa ketentuan yang
termuat dalam Pasal 1 angka 5
UU JN tersebut tidak berten-
tangan dengan Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sehing-
ga permohonan pemohon me-
ngenai hal tersebut tidak ber-

alasan.
Sedangkan atas permo-

honan pengujian Pasal 82 ayat
(1) UU JN, Mahkamah Konsti-
tusi berpendapat bahwa dalam
UU JN tidak disebut organisasi
notaris sebagai wadah tunggal
dimaksud adalah Ikatan Nota-
ris Indonesia (INI). Jika dalam
kenyataannya Pemerintah me-
netapkan Ikatan Notaris Indo-
nesia (INI) sebagai wadah tung-
gal organisasi notaris sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 82
ayat (1) UU JN, ketentuan ter-
sebut tidak berada pada tataran
normatif undang-undang, me-
lainkan pada tataran pelaksa-
naan undang-undang sehingga
tidak menyangkut persoalan
konstitusional. Mahkamah
Konstitusi juga berpendapat
bahwa jika para pemohon tidak
merasa puas terhadap kepu-
tusan atau pengaturan lebih
lanjut sebagai pelaksanaan
undang-undang tersebut, maka
para pemohon dapat melaku-
kan upaya hukum, namun ti-
dak kepada Mahkamah Konsti-
tusi. Oleh karena, sesuai dengan
Pasal 10 UU MK, Mahkamah
Konstitusi tidak berwenang
untuk memeriksa, mengadili
dan memutus perkara demi-
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kian, sehingga dalil yang dike-
mukakan oleh para pemohon
tersebut tidak cukup beralasan.

Pasal 1 angka 5 UUJN,
berbunyi sebagai berikut: “Or-
ganisasi Notaris adalah orga-
nisasi profesi Jabatan Notaris
yang berbentuk perkumpulan
yang berbadan hukum.”  Para
pemohon menganggap bahwa
Pasal 1 angka 5 UUJN tersebut
sengaja dibuat oleh pembuat
undang-undang untuk kepen-
tingan Ikatan Notaris Indone-
sia (INI) yang hingga saat ini
satu-satunya organisasi profesi
Jabatan Notaris yang telah
mempunyai status sebagai ba-
dan hukum. Organisasi profesi
Jabatan Notaris lain, termasuk
PERNORI dan HNI yang di-
pimpin oleh para pemohon
hingga saat ini belum berstatus
badan hukum, karena permo-
honan untuk mendapatkan sta-
tus badan hukum ditolak oleh
Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indo-
nesia, karena Departemen Hu-
kum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia telah mene-
tapkan INI sebagai satu-satu-
nya wadah organisasi profesi
Jabatan Notaris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat

(1) UU JN. Atas dasar itu para
Pemohon menganggap bahwa
Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 82
ayat (1) UU JN bertentangan
dengan Pasal 28E ayat (3) dan
Pasal 28G ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Apabila diperhatikan ru-
musan Pasal 1 angka 5 UU JN,
maka dapat disimpulkan bahwa
kriteria organisasi profesi Ja-
batan Notaris harus berbentuk
perkumpulan yang berbadan
hukum. Adalah sangat logis
apabila organisasi profesi Ja-
batan Notaris harus berbentuk
badan hukum, oleh karena ke-
berlakuan suatu peraturan
perundang-undangan seperti
UU JN mengikat seluruh warga
negara.  Organisasi profesi Ja-
batan Notaris telah lama diatur
dalam Stbl. 1870 Nomor 64.
Sebagai badan hukum Ikatan
Notaris Indonesia (INI) berdiri
sejak tanggal 1 Juli 1908 dan
kemudian diakui sebagai badan
hukum (rechtspersoon) ber-
dasarkan Gouvernement Bes-
luit Nomor 9 tanggal 5 Septem-
ber 1908. Kemudian status
badan hukum Ikatan Notaris
Indonesia (INI) tersebut diper-
kuat berdasarkan Keputusan
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Menteri Kehakiman Republik
Indonesia pada tanggal 23
Januari 1995 Nomor:  C2-
10221.HT.01.06.Th.1995. Per-
setujuan pengesahan pekum-
pulan Ikatan Notaris Indonesia
(INI) sebagai badan hukum
diberikan berdasarkan kewe-
nangan atributif Menteri Ke-
hakiman dan Hak Asasi Ma-
nusia Republik Indonesia ber-
dasarkan Pasal 1, 4, 5 dan 5a
Stbl. 1870 Nomor 64 tentang
Perkumpulan-perkumpulan
Berbadan Hukum, yang hingga
saat ini masih berlaku.

Diberikannya pengesah-
an perkumpulan Ikatan Notaris
Indonesia (INI) sebagai badan
hukum oleh Menteri Keha-
kiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia oleh kare-
na perkumpulan Ikatan Notaris
Indonesia (INI) telah meme-
nuhi persyaratan dan kriteria
sebagai organisasi profesi Ja-
batan Notaris yang berbentuk
badan hukum, seperti Ikatan
Notaris Indonesia (INI) mem-
punyai anggota lebih dari 90%
dari seluruh notaris yang ter-
sebar di seluruh wilayah Indo-
nesia, mempunyai struktur
kepengurusan mulai ditingkat
pusat, provinsi, kabupaten/

kota di seluruh Indonesia atau
sebagian besar wilayah Indo-
nesia, secara berkala meng-
adakan pelatihan untuk me-
ningkatkan kualitas para ang-
gotanya.

Keberadan Ikatan Nota-
ris Indonesia (INI) sebagai satu
wadah organisasi profesi Ja-
batan Notaris yang berbadah
hukum lebih dipertegas lagi
oleh Pemerintah (Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia) dengan
dikeluarkannya Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia
tertanggal 7 Desember 2004,
Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun
2004 tentang Tata Cara Peng-
angkatan Anggota, Pemberhen-
tian Anggota, Susunan Orga-
nisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara
Pemeriksaan Majelis Pengawas
Notaris (untuk selanjutnya
disebut Peraturan Menteri).
Pasal 3 Peraturan Menteri me-
nyatakan bahwa anggota Ma-
jelis Pengawas Daerah dari
unsur anggota notaris diusul-
kan oleh Pengurus Daerah Ikat-
an Notaris Indonesia. Kemu-
dian Pasal 4 Peraturan Menteri
menyatakan bahwa anggota
Majelis Pengawas Wilayah dari
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unsur anggota notaris diusul-
kan oleh pengurus Wilayah
Ikatan Notaris Indonesia. Se-
lanjutnya Pasal 5 Peraturan
Menteri menyatakan bahwa
anggota Majelis Pengawas Pusat
dari unsur anggota Notaris
diusulkan oleh pengurus Pusat
Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 82 ayat (1) UU JN,
menyatakan bahwa: “Notaris
terhimpun dalam satu wadah
Organisasi Notaris”. Apabila
kita baca dan teliti satu per satu
ketentuan dalam UU JN, khu-
susnya Pasal 82 ayat (1) UUJN,
dapat kita simpulkan bahwa
tidak ada satu pun ketentuan
dalam UU JN yang menyebut-
kan satu nama organisasi pro-
fesi Jabatan Notaris tertentu.
Adanya ketentuan Pasal 82
ayat (1) UU JN tersebut yang
mengatur adanya satu wadah
organisasi profesi Jabatan No-
taris pada dasarnya adalah
untuk memberikan kepastian
dan ketertiban hukum, tidak
saja bagi anggota organisasi
profesi Jabatan Notaris ter-
sebut akan tetapi juga bagi
masyarakat luas yang meng-
gunakan jasa profesi Jabatan
Notaris. Selain itu dengan ada-
nya satu wadah organisasi pro-

fesi Jabatan Notaris akan me-
mudahkan dalam pembinaan
dan pengawasan yang dilaku-
kan oleh pemerintah/negara
oleh karena profesi Jabatan
Notaris mengemban sebagian
tugas negara/pemerintahan di
bidang hukum privat sehingga
diharapkan pengemban profesi
Jabatan Notaris dapat men-
jalankan tugas dan kewenangan
yang diberikan kepada mereka
dengan penuh rasa tanggung
jawab, penuh kehati-hatian dan
dapat dipercaya, oleh karena
profesi Jabatan Notaris ter-
sebut merupakan profesi yang
mulia dan bermartabat.

Pasal 2 UU JN berbunyi:
“Notaris diangkat dan diber-
hentikan oleh Menteri”. Men-
teri yang dimaksud dalam hal
ini adalah menteri yang bidang
tugas dan tanggung jawabnya
meliputi bidang kenotariatan,
yang pada saat ini adalah Men-
teri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.
Konsekuensi logis dari diangkat
dan diberhentikannya notaris
oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusis Republik Indo-
nesia adalah adanya kewajiban
dan kewenangan dari menteri
tersebut untuk melakukan
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pembinaan dan pengawasan
terhadap para notaris. Agar
memudahkan pemerintah/
menteri melakukan pembinaan
dan pengawasan kepada para
notaris, maka sudah seharus-
nya para notaris terhimpun
dalam satu wadah organisasi
sebagaimana ketentuan dalam
Pasal 82 ayat (1) UU JN. Adanya
satu wadah organisasi Notaris
adalah semata-mata ditujukan
untuk memudahkan dalam me-
lakukan pembinaan dan peng-
awasan terhadap notaris yang
jumlahnya ribuan orang dan
tersebar di seluruh wilayah
Republik Indonesia. Alangkah
beratnya tugas dan beban pe-
merintah/menteri untuk mela-
kukan pembinaan dan peng-
awasan terhadap profesi Ja-
batan Notaris apabila para
notaris membentuk dan ter-
himpun dalam lebih dari satu
wadah organisasi profesi Jabat-
an Notaris.

Adanya pembinaan dan
pengawasan oleh pemerintah/
menteri adalah dimaksudkan
untuk memberikan perlindung-
an dan kepastian hukum kepa-
da seluruh warga negara Repu-
blik Indonesia, terutama bagi
mereka yang menggunakan

jasa profesi Jabatan Notaris
dalam melakukan suatu hu-
bungan hukum atau lalu lintas
hukum tertentu dari penyalah-
gunaan wewenang yang diberi-
kan kepada profesi Jabatan
Notaris sebagi pejabat umum
serta dari penyalahgunaan
jabatan yang dapat mengaki-
batkan kerugian bagi para peng-
guna jasa profesi notaris.

Pasal  28E ayat (3) Un-
dang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945, berbunyi sebagai beri-
kut: “Setiap orang berhak atas
kebebasan berserikat, ber-
kumpul, dan mengeluarkan
pendapat”. Oleh karena itu, UU
JN tidak melarang para notaris
untuk berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat
guna membentuk dan terhim-
pun dalam satu organisasi pro-
fesi Jabatan Notaris dan para
notaris tersebut diberi kesem-
patan untuk menentukan nama
serta jenis organisasi profesi
sebagai perkumpulan yang ber-
badan hukum sebagai satu wa-
dah organisasi profesi Jabatan
Notaris di Indonesia, sebagai-
mana diatur dalam Pasal 1 ang-
ka 5 juncto Pasal 82 ayat (1) UU
JN.



84 ������ ����������, VOLUME 2, NOMOR 3, NOVEMBER 2005

Bahwa keputusan Mah-
kamah Konstitusi adalah sudah
sangat benar dan tepat. Oleh
karena dalam melaksanakan
Pasal 28E Undang-Undang Da-
sar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 tersebut haruslah
dilihat juga ketentuan Pasal 28J
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945
yang berbunyi:
(1) Setiap orang wajib meng-

hormati hak asasi manusia
orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyara-
kat, berbangsa, dan berne-
gara.

(2) Dalam menjalankan hak
dan kebebasannya, setiap
orang wajib tunduk kepa-
da pembatasan yang dite-
tapkan dengan Undang-
Undang dengan maksud
semata-mata untuk men-
jamin pengakuan serta
penghormatan atas hak
dan kebebasan orang lain
dan untuk memenuhi tunt-
utan yang adil sesuai de-
ngan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keaman-
an, dan ketertiban umum
dalam suatu masyarakat
demokratis.

Sebagai implementasi

Pasal 82 ayat (1) UU JN yang
menjadi kewenangan peme-
rintah yaitu Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Repub-
lik Indonesia sangatlah tepat
apabila memilih INI sebagai
wadah tunggal bergabungnya
profesi Jabatan Notaris dalam
organisasi profesi Jabatan No-
taris yang berbentuk badan
hukum.

Bahwa rekan-rekan yang
tidak bergabung di dalam INI
tidak pernah mendapat kesu-
litan dalam menjalankan pro-
fesi jabatannya sebagai notaris,
akan tetapi mengingat bahwa
notaris mendapat kewenangan
publik dari pemerintah/negara
sudah seharusnya apabila no-
taris tunduk kepada semua
peraturan perundang-undang-
an yang berlaku di negara Re-
publik Indonesia. Secara umum
bisa diketahui bahwa organisasi
notaris adalah organisasi yang
cukup demokratis dalam me-
ngelola organisasi. Suatu ke-
munduran besar apabila Nota-
ris tidak bergabung dalam sua-
tu wadah tunggal, kita lihat
Undang-Undang No. 18 tahun
2003tentang Advokat  yang
juga mengatur tentang wadah
tunggal bagi para Advokat.
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Dengan adanya satu wa-
dah organisasi profesi Jabatan
Notaris, maka akan mencipta-
kan adanya satu etika profesi
dan kode etik yang menjadi
standar profesi yang berlaku
bagi seluruh profesi Jabatan
Notaris di seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia.
Dengan adanya satu etika pro-
fesi dan kode etik profesi ter-
sebut diharapkan para notaris
mempunyai satu standar pro-
fesi yang sama atau satu sikap
tindak dan satu pedoman atau
patokan dalam menjalankan
jabatan dan profesinya sehari-
hari sehingga masyarakat yang
menggunakan jasa profesi Ja-
batan Notaris tersebut men-
dapatkan pelayanan yang sama
dimana pun mereka memer-
lukan jasa profesi Jabatan No-
taris. Standarisasi sikap tindak
dan pedoman yang tercermin
dalam etika profesi dan kode
etik profesi bagi profesi Jabatan
Notaris dalam menjalankan
profesi jabatan pada prinsipnya
diperlukan agar para profesi
Jabatan Notaris dalam menja-
lankan Jabatannya dapat mem-
peroleh landasan kepercayaan
dan legalitas yang kuat dari
masyarakat pengguna jasa pro-

fesi Jabatan Notaris.
Dalam menjalankan ja-

batannya notaris harus berpe-
gang pada sikap profesionalis-
me. Sikap profesionalisme bagi
Jabatan Notaris hanya dapat
diterapkan apabila ada standar
profesi yang berlaku umum
bagi semua profesi Jabatan
Notaris dan penerapan standar
profesi yang berlaku umum
tersebut dapat menjadikan
landasan untuk melakukan
standarisasi kualitas profesi
Jabatan Notaris untuk mening-
katkan integritas dan keper-
cayaan, hal ini adalah sangat
penting oleh karena semakin
meningkatnya kesadaran dan
pemahaman masyarakat ten-
tang hak-hak dan kewajiban-
kewajiban mereka yang perlu
diikuti oleh keterampilan dan
kualitas kemampuan para no-
taris agar tidak ketinggalan
dengan perkembangan jaman
yang begitu pesat. Sikap profes-
sional bagi Notaris tidak hanya
dalam menjalankan jabatan
akan tetapi juga dalam men-
jalankan kehidupan sehari-hari
dan profesionalisme dapat di-
laksanakan apabila ada kesa-
daran dari notaris itu sendiri
dan ada satu pedoman atau
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patokan yang menjadi landasan
dalam bersikap dan bertindak,
dalam hal ini adalah adanya
satu etika profesi dan kode etik
profesi.

Bahwa penerapan satu
wadah organisasi bagi suatu
profesi, termasuk profesi  Ja-
batan Notaris bukanlah hal
yang baru, oleh karena dalam
beberapa organisasi kemasya-
rakatan dan organisasi profesi
lainnya di Indonesia telah me-
nerapkan satu wadah orga-
nisasi profesi, seperti Ikatan
Dokter Indonesia (ID), Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI), Per-
satuan Insinyur Indonesia
(PII), Ikatan Hakim Indonesia
(IKAHI), dan Persatuan Jaksa
(PERSAJA).

Penerapan satu wadah
organisasi bagi profesi Jabatan
Notaris sebagaimana diama-
natkan dalam Pasal 82 ayat (1)
UU JN, merupakan suatu prin-
sip yang sudah bersifat univer-
sal. Keharusan satu wadah orga-
nisasi profesi Jabatan Notaris
tidak hanya terdapat di Negara
Indonesia, akan tetapi dapat
kita lihat juga di negara lain
terutama negara-negara Eropa
Kontinental yang menganut
sistem hukum civil law yang

terkenal sebagai notaris latin
(civil law notary), di mana di
negara-negara tersebut hanya
mengenal satu wadah orga-
nisasi profesi Jabatan Notaris.

Hal itu diperkuat dengan
pendapat dari Organisasi Nota-
ris Latin Internasional yaitu
organisasi internasional tempat
bergabungnya organisasi-orga-
nisasi notaris sedunia, yang
menyatakan bahwa pada ne-
gara-negara yang menganut
sistem hukum Civil Law atau
Eropa Kontinental dinyatakan
bahwa pada setiap negara kesa-
tuan dalam sistem Notaris Latin
hanya ada satu wadah orga-
nisasi profesi Jabatan Notaris
dan juga hanya mempunyai
satu kode etik, oleh karena
apabila terdapat lebih dari satu
wadah organisasi profesi Jabat-
an Notaris maka akan menim-
bulkan kebingungan bagi ma-
syarakat dan akan mengakibat-
kan tidak adanya kepastian
hukum di bidang kenotariatan.

Adanya penerapan satu
wadah organisasi profesi Ja-
batan Notaris dapat kita lihat
sebagai contoh di negara Belan-
da, sebagaimana diatur dalam
Notariswet, Pasal 60, Bab VIII,
Bagian 1 Organisasi dari Konin-
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klijke Notariele Beroepsor-
ganisatie/KNB (Organisasi
Profesi Notaris Diraja), yang
terjemahannya berbunyi seba-
gai berikut: “Koninklijke Nota-
riele Beroepsorganisatie (KNB)
adalah badan publik (open-
baar lichaam) dalam artian
ketentuan Pasal 134 Grondwet
(Undang-Undang Dasar). Se-
mua Notaris dan Kandidat No-
taris yang berkedudukan di
Belanda adalah anggota Ko-
ninklijke Notariele Beroeps-
organisatie (KNB). Koninklijke
Notariele Beroepsorganisatie
(KNB) berkedudukan di ‘s-Gra-
venhage.”

III. KesimpulanIII. KesimpulanIII. KesimpulanIII. KesimpulanIII. Kesimpulan
Jabatan Notaris merupa-

kan suatu profesi dan juga seka-
ligus pejabat publik yang me-
laksanakan sebagian tugas pe-
merintahan/negara di bidang
hukum privat, oleh karena itu
profesi Jabatan Notaris mem-
punyai sifat-sifat yang khusus
dan berbeda dengan organisasi
profesi lainnya. Oleh karena
profesi Jabatan Notaris melak-
sanakan sebagian tugas pe-
merintahan/negara di bidang
hukum privat, maka notaris
diangkat dan diberhentikan

oleh pemerintah/menteri yang
bidang tugas dan tanggung
jawabnya meliputi bidang keno-
tariatan. Sebagai konsekuensi
logis dari diangkat dan diber-
hentikannya notaris oleh peme-
rintah/menteri, maka sudah
sewajarnya pemerintah/men-
teri mempunyai kewajiban dan
berwenang untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan
terhadap para notaris. Agar
pembinaan dan pengawasan
oleh pemerintah/menteri da-
pat berjalan dengan lancar dan
dapat dilakukan dengan mu-
dah, maka sudah menjadi keha-
rusan adanya satu wadah orga-
nisasi profesi Jabatan Notaris
yang berbentuk badan hukum,
seperti Ikatan Notaris Indone-
sia (INI), sebagaimana keten-
tuan Pasal 82 ayat (1) juncto
Pasal 1 angka 5 UU JN.

Terhimpunnya para No-
taris dalam satu wadah orga-
nisasi, seperti Ikatan Notaris
Indonesia (INI), akan mem-
berikan keuntungan tersendiri
baik bagi pemerintah maupun
bagi para notaris di seluruh
wilayah Indonesia.

Keuntungan yang diper-
oleh dengan adanya hanya satu
wadah organisasi profesi Jabat-
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an Notaris, antara lain:
1 . Memudahkan pembinaan

dan pengawasan oleh pe-
merintah/menteri terha-
dap para Notaris yang ter-
sebar luas di seluruh wila-
yah Republik Indonesia;

2. Adanya satu etika profesi
dan kode etik yang menjadi
standar profesi yang ber-
laku bagi seluruh profesi

Jabatan Notaris di seluruh
wilayah Negara Republik
Indonesia dan etika profesi
dan kode etik tersebut men-
jadi pedoman dan patokan
bagi para notaris, tidak saja
dalam menjalankan jaba-
tannya sebagai notaris akan
tetapi juga dalam bertindak
dan bertingkah laku sehari-
hari, yang pada akhirnya
akan terciptanya standari-
sasi pelayanan yang diberi-
kan kepada masyarakat
yang menggunakan jasa
profesi Jabatan Notaris;

3. Memberikan kepastian dan
ketertiban hukum, tidak
saja bagi anggota  organisasi
profesi Jabatan Notaris ter-
sebut akan tetapi juga bagi
masyarakat luas yang
menggunakan jasa profesi
Jabatan Notaris;

4. Tidak akan menimbulkan
kebingungan dalam masya-
rakat oleh karena hanya ada
satu wadah organisasi pro-
fesi Jabatan Notaris.

5. Dengan satu wadah orga-
nisasi, akan menjadi tempat
anggota saling silaturahmi,
interaksi, dan tukar penga-
laman.

6. Dengan satu wadah orga-



89������ ����������, VOLUME 2, NOMOR 3, NOVEMBER 2005

I. PENDAHULUANI. PENDAHULUANI. PENDAHULUANI. PENDAHULUANI. PENDAHULUAN
Mahkamah Konstitusi

adalah suatu lembaga  per-
adilan yang baru di Indonesia.
Dibentuknya Mahkamah Kons-
titusi ini sebagai wujud perkem-
bangan politik hukum di Indo-
nesia, di mana Indonesia seba-
gai negara hukum (rechtstaat)
tentunya dalam setiap tatanan
mulai dari sistem penyeleng-
garaan negara, pembuatan
peraturan sampai dengan de-
ngan pengambilan keputusan
harus didasarkan pada keten-

tuan aturan hukum yang ber-
laku sehingga dapat tercipta
suatu pemerintahan negara
yang baik dan tertib. Adanya
Mahkamah Konstitusi merupa-
kan konsekuensi untuk men-
jamin tegaknya prinsip negara
hukum modern (modern con-
stitutional democracy).1

Pembentukan Mahka-
mah Konstitusi merupakan
amanat dari Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2),
yang berbunyi “Kekuasaan
Kehakiman dilakukan oleh se-

KAJIAN YURIDIS ATAS
PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI

NOMOR 009-014/PUU-III/2005
Suatu Tinjauan Khusus

Penggunaan Lambang Negara
pada cap/stempel Notaris

OLEH

Dr. IRAWAN SOERODJO, S.H., M.Si.
Notaris dan Dosen Program Magister

Kenotariatan UNAIR
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buah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada
di bawahnya dalam lingkung-
an peradilan umum, lingkung-
an peradilan agama, lingkung-
an peradilam militer, ling-
kungan peradilan tata usaha
negara dan oleh sebuah Mah-
kamah Konstitusi.”

Mahkamah Konstitusi
dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut UU No. 24
Tahun 2003). Menurut keten-
tuan Pasal 1 angka 1 UU No. 24
Tahun 2003, Mahkamah Konsti-
tusi adalah salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman seba-
gaimana yang dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar 1945.
Ini berarti bahwa Mahkamah
Konstitusi merupakan lembaga
yudikatif (hukum) yang ber-
tugas menjaga ketertiban hu-
kum dalam penyelenggaraan
negara. selain dari Mahkamah
Agung.

Mahkamah Konstitusi
sebagai salah satu lembaga
yudikatif memiliki kewenangan
yaitu :
a. Memeriksa dan memutus

tentang hak uji formil mau-
pun materil atas Undang-
Undang terhadap Undang-

Undang Dasar 1945;
b. Memutus sengketa kewe-

nangan lembaga negara;
c . Memutus pembubaran par-

tai politik;
d. Memutus perselisihan hasil

pemilihan umum;
e. Memberikan putusan atas

pendapat Dewan Perwa-
kilan Rakyat bahwa Presi-
den dan/atau Wakil Presi-
den yang diduga telah me-
langgar hukum.

Bahwa wewenang Mah-
kamah Konstitusi yang dise-
butkan di atas secara tegas
tertuang dalam Pasal 10 UU No.
24 Tahun 2003. Kewenangan
untuk melakukan hak uji formil
maupun materil atas Undang-
Undang terhadap Undang-Un-
dang Dasar 1945 yang dimiliki
oleh Mahkamah Konstitusi,
dapat dikatakan suatu hal yang
baru dalam perkembangan hu-
kum ketatanegaraan di Indone-
sia, di mana sebelum diben-
tuknya Mahkamah Konstitusi
ini tidak ada satu lembaga atau
badan apapun yang berwenang
melakukan pengujian produk
hukum yaitu undang-undang
yang notabene adalah hasil
kesepakatan politik antara Pre-
siden dengan Dewan Perwa-
kilan Rakyat. Meskipun un-
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dang-undang yang telah diber-
lakukan mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat, akan
tetapi bukan merupakan suatu
jaminan bahwa Undang-Un-
dang tersebut mencerminkan
aspirasi (kehendak) rakyat.

Di samping hal di atas,
Mahkamah Konsitusi meng-
ambil peranan penting yaitu :2

1 . Mahkamah Konstitusi seba-
gai salah satu pelaku kekua-
saan kehakiman, berperan
mendorong mekanisme
check and balances dalam
penyelenggaraan negara.

2. Mahkamah Konstitusi ber-
peran untuk menjaga kons-
titusionalitas pelaksanaan
kekuasaan negara.

3. Mahkamah Konstitusi ber-
peran dalam mewujudkan
negara hukum kesejahtera-
an Indonesia.

Sebelum dibentuknya
Mahkamah Konstitusi, hak uji
formil dan hak uji materil hanya
dapat dilakukan terhadap per-
aturan perundang-undangan di
bawah undang-undang (misal-
nya: Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, Peratur-
an/Keputusan Menteri) terha-
dap undang-undang yang ke-
wenangannya dimiliki dan di-
laksanakan oleh Mahkamah

Agung. Sedangkan produk hu-
kum berupa undang-undang
pada waktu itu sama sekali tidak
dapat disentuh oleh pihak ma-
napun juga. Pembentukan Per-
aturan Perundang-undangan di
bawah undang-undang ten-
tunya tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang seba-
gaimana disebutkan dalam asas
lex Superior derogat legi in-
feriori yang artinya suatu per-
aturan hukum yang lebih ren-
dah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan hukum yang
lebih tinggi. Timbul pertanya-
an, bagaimana jika undang-
undang itu sendiri berten-
tangan dengan aturan yang
lebih tinggi yaitu Undang-Un-
dang Dasar 1945? Atau dengan
perkataan lain bagaimana jika
undang-undang yang dibentuk
itu inkonstitusional? Padahal
banyak aturan-aturan hukum
yang merupakan pelaksanaan
dari undang-undang yang kese-
muanya itu seharusnya ber-
dasarkan pada konstitusi. Hal
ini dipertegas dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang  Pembentukan Per-
aturan Perundang-Undangan
khususnya pada Pasal 3 ayat (1)
yang berbunyi “Undang-Un-
dang Dasar Negara Republik
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Indonesia Tahun 1945 meru-
pakan hukum dasar dalam Per-
aturan Perundang-Undangan.”
Maka dari itu perlu adanya
suatu lembaga yang mampu
(memiliki wewenang) untuk
menguji produk hukum un-
dang-undang baik dari sisi for-
mil maupun materil, sehingga
apabila terdapat produk un-
dang-undang yang tidak men-
cerminkan semangat Undang-
Undang Dasar 1945 (inkonsti-
tusional), maka undang-un-
dang (atau bagiannya) yang
terbukti inkonstitusional terse-
but dapat dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Oleh karena itulah
pembentukan Mahkamah Kons-
titusi dirasa sangat penting,
untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Da-
sar 1945.

Salah satu kewenangan
Mahkamah Konstitusi yang
dianggap cukup penting saat ini
adalah bahwa Mahkamah Kons-
titusi berwenang menyelesai-
kan perselisihan atau sengketa
lembaga negara, di mana wewe-
nang ini tidak dimiliki oleh
lembaga yudikatif lain terma-
suk Mahkamah Agung. Menge-
nai hal ini dapat penulis kemu-
kakan suatu contoh faktual

yang pernah terjadi di negara
ini yaitu perselisihan antara
lembaga kepresidenan dengan
Dewan Perwakilan Rakyat di
era pemerintahan Abdurah-
man Wahid (Gus Dur), di mana
pada waktu itu Dewan Perwa-
kilan Rakyat sebagai lembaga
legislatif menjatuhkan presiden
Abdurahman Wahid (Gus Dur)
karena dianggap melakukan
kebijakan (policy) yang me-
nyimpang. Sedangkan di satu
sisi Presiden Abdurahman Wa-
hid (Gus Dur) akan berupaya
membekukan lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat. Pada saat
terjadinya perselisihan terse-
but, tidak ada satu lembaga atau
badan manapun yang mampu
(berwenang) bertindak sebagai
penengah (wasit) untuk me-
nyelesaikannya.

Maka dari itu dengan
dibentuknya lembaga Mahka-
mah Konstitusi ini diharapkan
mampu menyelesaikan perse-
lisihan atau sengketa lembaga
negara yang terjadi.

Dari uraian di atas dapat
disebutkan bahwa Mahkamah
Konstitusi adalah sebagai pe-
ngawal dari Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indone-
sia Tahun 1945 (selanjutnya
disingkat UUD 1945) atau dapat
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dikatakan Mahkamah Konsti-
tusi itu sebagai filter dari UUD
1945, yang artinya bahwa de-
ngan adanya Mahkamah Kons-
titusi ini, setiap pembentukan
peraturan hukum termasuk
undang-undang tidak berten-
tangan atau menyimpang dari
UUD 1945 sebagai konstitusi
negara.

II.LATAR BELAKANGII.LATAR BELAKANGII.LATAR BELAKANGII.LATAR BELAKANGII.LATAR BELAKANG
PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN

Sehubungan dengan ke-
wenangannya tersebut di atas,
maka pada tanggal 13 Septem-
ber 2005 Mahkamah Konstitusi
telah memberikan putusannya
terhadap permohonan judicial
review atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris (selanjutnya
dalam tulisan ini disingkat UU
JN) dengan nomor perkara
009-014/PUU-III/2005 (se-
lanjutnya dalam tulisan ini
disingkat Putusan).

Permohonan judicial re-
view tersebut diajukan oleh
dua kelompok pemohon. Ke-
lompok pertama adalah dua
organisasi notaris secara ber-
sama-sama yaitu Persatuan
Notaris Reformasi Indonesia
(PERNORI) dan Himpunan No-
taris Indonesia (HNI) selaku

pemohon I, sedangkan kelom-
pok kedua terdiri dari 5 orang
Notaris selaku pemohon II.

Pemohon I telah meng-
ajukan permohonan judicial
review dengan surat permo-
honannya tertanggal 7 Maret
2005 yang telah diterima oleh
Kepaniteraan Mahkamah Kons-
titusi pada tanggal 9 Maret
2005 dan diregister dengan
nomor 009/PUU-III/2005.
Melalui permohonannya ini,
pemohon I mengajukan per-
mohonan judicial review se-
cara formal (formele toetsings-
recht) atas UU JN secara kese-
luruhan dengan dalil bahwa
pembentukan UU JN tidak me-
menuhi ketentuan berdasarkan
UUD 1945 (sesuai Pasal 51 ayat
(3) a Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mah-
kamah Konstitusi; selanjutnya
disingkat UU MK).

 Selain itu pemohon I ju-
ga mengajukan judicial review
secara material (materiele toet-
singsrecht) atas:
1 . Pasal 1 ayat (5) juncto Pasal

82 ayat (1) UU JN dengan
dalil bertentangan dengan
Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal
28 G ayat (1) UUD 1945.

2. Pasal 67 ayat (3) b UU JN
dengan dalil bertentangan
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dengan Pasal 28 D ayat (1)
dan ayat (2) UUD 1945.

3. Pasal 77 UU JN dengan
dalil bertentangan dengan
Pasal 27 ayat 1 UUD 1945
juncto Pasal 28 G ayat (1)
UUD 1945.

4. Pasal 78 UU JN dengan dalil
bertentangan dengan Pasal
27 ayat 1 UUD 1945.

Selanjutnya pemohon II
juga telah mengajukan permo-
honan judicial review dengan
surat permohonannya tertang-
gal 1 Juni 2005 yang telah
diterima oleh Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 6 Maret 2005 dan di-
register dengan Nomor 014/
PUU-III/2005. Melalui per-
mohonannya ini, pemohon II
mengajukan permohonan judi-
cial review secara formal (for-
mele toetsingsrecht) atas UU
JN secara keseluruhan dengan
dalil bahwa pembentukan UU
JN tidak memenuhi ketentuan
Pembentukan Undang-Undang
berdasarkan UUD 1945, khu-
susnya Pasal 22A UUD 1945.

Selain itu pemohon II
juga mengajukan judicial re-
view secara material (materi-
ele toetsingsrecht) atas:
1 . Pasal 16 ayat (1) butir k UU

JN dengan dalil berten-

tangan dengan Pasal 36C
UUD 1945 (mengenai peng-
gunaan Lambang Negara
dalam cap/stempel jabatan
Notaris).

2. Pasal 1 butir 5 juncto Pasal
82 ayat (1) UU JN dengan
dalil bertentangan dengan
asas/semboyan “Bhinneka
Tunggal Ika” juncto keten-
tuan Pasal 36A juncto Pasal
22A UUD 1945.

III. PERMASALAHAN DANIII. PERMASALAHAN DANIII. PERMASALAHAN DANIII. PERMASALAHAN DANIII. PERMASALAHAN DAN
RUANG LINGKUPRUANG LINGKUPRUANG LINGKUPRUANG LINGKUPRUANG LINGKUP
PEMBAHASANNYPEMBAHASANNYPEMBAHASANNYPEMBAHASANNYPEMBAHASANNYA

Melalui tulisan ini pe-
nulis hendak menyampaikan
pandangan dan analisa hukum-
nya terhadap Putusan tersebut
di atas, khususnya dalam hal
apakah  Pasal 16 (1) butir k UU
JN bertentangan dengan Pasal
36A jo 36C UUD 1945 menge-
nai penggunaan Lambang Ne-
gara dalam cap/stempel ja-
batan notaris.

Tulisan ini akan menin-
jau permasalahan tersebut me-
lalui 2 (dua) pendekatan; per-
tama melalui pendekatan his-
toris, sosiologis dan psikologis
mengenai dapat diterimanya/
dapat dibenarkannya peng-
gunaan Lambang Negara dalam
Cap/stempel jabatan Notaris.
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Kedua melalui pendekatan
dari sudut tinjauan konsti-
tusional terhadap permasa-
lahan apakah terdapat perten-
tangan antara Pasal 16 ayat (1)
butir k UU JN dengan Pasal 36C
UUD 1945 yang merugikan
hak-hak dan/atau kewenangan
konstitusional dari pemohon
II. Dengan kata lain apakah
Pasal 16 ayat (1) butir k dapat
dikategorikan sebagai inkonsti-
tusional dari perspektif UU MK.

IVIVIVIVIV. DUDUK PERKARA. DUDUK PERKARA. DUDUK PERKARA. DUDUK PERKARA. DUDUK PERKARA
PUTUSAN NOMOR 009-PUTUSAN NOMOR 009-PUTUSAN NOMOR 009-PUTUSAN NOMOR 009-PUTUSAN NOMOR 009-
00000111114/PUU-I I I/20054/PUU-I I I/20054/PUU-I I I/20054/PUU-I I I/20054/PUU-I I I/2005

Sebagaimana diuraikan
di atas, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 009-014/
PUU-III/2005 adalah berisi
putusan atas permohonan hak
uji (judicial review) baik hak uji
formal maupun hak uji materiil
atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris.

Dalam perkara tersebut
setidaknya ada 2 (dua) per-
soalan atau masalah pokok
yang dimohonkan judicial re-
view secara materil, yaitu :
1. Persoalan tentang wadah

organisasi Notaris
2. Persoalan tentang peng-

gunaan Lambang Negara

dalam cap dan surat jabat-
an Notaris.

Menurut para pemohon
hak uji, keberadaan UU JN
khususnya dalam Pasal 1 angka
5 dan Pasal 82 ayat 1 inkons-
titusional karena bertentangan
dengan Pasal 28E ayat (3) UUD
1945, yang berbunyi “Setiap
orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat.” Pa-
ra pemohon beranggapan bah-
wa ketentuan Pasal 1 angka 5
dan Pasal 82 ayat (1) UU JN
sangat merugikan hak konsti-
tusionalnya, di mana ketentuan
Pasal (1) angka 5 dan Pasal 82
ayat 1 UU JN tersebut menurut
pemohon hanya mengakui ke-
beradaan organisasi Ikatan
Notaris Indonesia (INI) sebagai
wadah tunggal Notaris.

Pemohon II juga menge-
mukakan bahwa ketentuan Pa-
sal 16 ayat 1 butir k UU JN
inkontitusional karena berten-
tangan dengan Pasal 36C UUD
1945, yang berbunyi “Keten-
tuan lebih lanjut mengenai
Bendera, Bahasa, Lambang
Negara serta Lagu Kebang-
saan diatur dengan Undang-
Undang.”

Pemohon II dalam per-
mohonannya beralasan bahwa
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Pasal 16 ayat 1 butir k UU JN
prematur karena Undang-Un-
dang yang mengatur Lambang
Negara belum ada sebagaimana
yang diamanatkan Pasal 36C
UUD 1945.

Adapun isi dari tuntutan
(Petitum) dari pemohon I seba-
gaimana dikutip dalam putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut
adalah sebagai berikut:

Dalam pengujian formal:
1 . Menerima dan mengabul-

kan seluruh permohonan
pengujian yang diajukan
pemohon;

2. Menyatakan pembentukan
UU JN (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 117) tidak
memenuhi ketentuan pem-
bentukan undang-undang
berdasarkan UUD 1945;

3. Menyatakan UU JN (Lem-
baran Negara Republik In-
donesia Tahun 2004 No-
mor 117) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan bahwa untuk
menjaga agar tidak terjadi
kekosongan hukum, mem-
berlakukan kembali Regle-
ment op Het Notaris Ambt
in Indonesie (Peraturan
Jabatan Notaris di Indone-
sia) sebagaimana diatur da-

lam Staatsblad No. 1860:3,
sebagaimana telah diubah
terakhir dalam Lembaran
Negara Tahun 1945 No.
101;

5. Memerintahkan untuk me-
muat putusan tersebut da-
lam Berita Negara.

Dalam pengujian mate-
rial:
1 . Menerima dan mengabul-

kan seluruh permohonan
pengujian yang diajukan
pemohon;

2. Menyatakan materi muatan
Pasal (1) angka 5 dan Pasal
82 ayat 1 UU JN (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 117)
bertentangan dengan Pasal
28E ayat 3 jo. Pasal 28G
ayat (1) UUD 1945;

3. Menyatakan materi muatan
Pasal 67 ayat (3) b UU JN
(Lembaran Negara Repu-
blik Indonesia Tahun 2004
Nomor 117) bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1)
dan ayat (2) UUD 1945;

4. Menyatakan materi muatan
Pasal 77 UU JN (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 117)
bertentangan dengan Pasal
27 ayat 1 UUD 1945  juncto
Pasal 28G ayat (1) UUD
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1945;
5. Menyatakan materi muatan

Pasal 78 UU JN (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 117)
bertentangan dengan Pasal
27 ayat (1) UUD 1945;

6. Menyatakan materi muatan
Pasal 1 ayat 5, Pasal 67 ayat
(3) b, Pasal 77, Pasal 78
dan Pasal 82 ayat (1) UU JN
(Lembaran Negara Repu-
blik Indonesia Tahun 2004
Nomor 117) tidak mem-
punyai kekuatan hukum
mengikat;

7 . Memerintahkan untuk me-
muat putusan tersebut da-
lam Berita Negara.

Sedangkan tuntutan (Pe-
titum) dari Pemohon II seba-
gaimana dikutip dalam putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut
adalah sebagai berikut:
1 . Menerima dan mengabul-

kan seluruh permohonan
pengujian yang diajukan
pemohon; dan

2. Menyatakan bahwa pem-
bentukan UU JN (Lembar-
an Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2004 Nomor
117)  tidak memenuhi ke-
tentuan pembentukan un-
dang-undang berdasarkan
UUD 1945; dan

3. Menyatakan bahwa UU JN
(Lembaran Negara Repu-
blik Indonesia Tahun 2004
Nomor 117) tidak mem-
punyai kekuatan hukum
mengikat;

4. Menyatakan bahwa materi
muatan ketentuan dalam
Pasal 16 ayat (1) butir k UU
JN (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun
2004 Nomor 117) berten-
tangan dengan Pasal 36C
UUD 1945;

5. Menyatakan bahwa materi
muatan ketentuan dalam
Pasal 16 ayat (1) butir k UU
JN (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun
2004 Nomor 117) tidak
mempunyai kekuatan hu-
kum mengikat;

6. Menyatakan bahwa materi
muatan ketentuan dalam
Pasal 1 butir 5 juncto Pasal
82 ayat (1) UU JN (Lem-
baran Negara Republik In-
donesia Tahun 2004 No-
mor 117) dalam proses pe-
rumusannya dan pelaksa-
naannya saat ini berten-
tangan dengan asas/sem-
boyan “Bhinneka Tunggal
Ika” juncto ketentuan Pasal
36A juncto Pasal 28A UUD
1945;
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7 . Menyatakan bahwa materi
muatan ketentuan dalam
Pasal 1 butir 5 juncto Pasal
82 ayat 1 UU JN (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 117)
tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;

8. Memerintahkan untuk me-
muat putusan tersebut da-
lam Berita Negara Republik
Indonesia.

Atas petitum dari para
pemohon di atas, Mahkamah
Konstitusi memberikan pertim-
bangan hukum yang pada inti-
nya adalah sebagai berikut:
1.  Bahwa keberatan dari para

pemohon tentang adanya
ketentuan Pasal 1 angka 5
UU JN yang mewajibkan
organisasi Notaris berba-
dan hukum dinilai tidak
beralasan, karena Mahka-
mah berpendapat Notaris
adalah suatu profesi dan
juga sebagai pejabat umum
(public official) yang me-
laksanakan sebagian dari
tugas pemerintah, sehingga
dengan demikian organi-
sasi notaris tersebut di-
harapkan menjadi perkum-
pulan yang berdiri sendiri
(mandiri). Atas dasar alas-
an inilah Mahkamah Kons-

titusi sependapat bila orga-
nisasi notaris itu harus
berbadan hukum.

2.  Bahwa menanggapi kebe-
ratan para pemohon atas
ketentuan Pasal 82 ayat (1)
UU JN, yang menyebutkan
Notaris berhimpun dalam
satu wadah organisasi no-
taris, Mahkamah Konstitusi
berpendapat bahwa Pasal
82 ayat (1) UU JN tidak me-
larang bagi setiap orang
yang menjalankan profesi
notaris untuk berkumpul,
berserikat dan mengeluar-
kan pendapat. Akan tetapi
dalam melaksanakan hak-
hak di atas, notaris harus
berhimpun dalam satu wa-
dah organisasi notaris, ka-
rena notaris itu adalah peja-
bat umum yang diangkat
oleh negara dan diberi tu-
gas tertentu oleh negara
untuk melayani kepenting-
an masyarakat. Dengan de-
mikian perlu adanya pem-
binaan pengembangan dan
pengawasan secara terus-
menerus, sehingga notaris
memiliki kualitas yang baik
dalam memberikan pela-
yanan kepada publik.

3.  Bahwa menanggapi kebe-
ratan para pemohon atas
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ketentuan Pasal 16 ayat (1)
huruf  k UU JN, yang me-
nyebutkan bahwa dalam
menjalankan jabatannya
notaris wajib mempunyai
cap/stempel yang memuat
lambang negara Republik
Indonesia adalah berten-
tangan dengan Pasal 36C
Undang-Undang Dasar
1945, Mahkamah Konsti-
tusi menilai keberatan para
pemohon itu bersifat sub-
yektif. Mahkamah Konsti-
tusi berpendapat ketentuan
Pasal 16 ayat 1 huruf k UU
JN tidak bertentangan de-
ngan Undang-Undang Da-
sar sepanjang cap/stempel
itu digunakan dalam rangka
melaksanakan tugasnya se-
bagai pejabat umum (Nota-
ris).

Dari pertimbangan hu-
kum sebagaimana disebut di
atas, Mahkamah Konsitusi
menjatuhkan putusan menolak
permohonan para pemohon.

VVVVV. AN. AN. AN. AN. ANALISALISALISALISALISA YURIDISA YURIDISA YURIDISA YURIDISA YURIDIS

5.5.5.5.5.11111. . . . .  Pendekatan historis, sosio-
logis dan psikologis

Seperti yang telah dike-
mukakan sebelumnya bahwa

perkara atau sengketa yang
tertuang dalam putusan Mah-
kamah Konstitusi tersebut ada
2 (dua) persoalan atau masalah
pokok yang dikemukakan, ya-
itu persoalan tentang wadah
organisasi notaris dan per-
soalan penggunaan Lambang
Negara pada cap/stempel nota-
ris. Dalam tulisan ini, penulis
hanya membatasai pada anali-
sa persoalan penggunaan Lam-
bang Negara pada cap/stempel
notaris.

Sebelum penulis meng-
analisa putusan Mahkamah
Konstitusi di atas, penulis terle-
bih dahulu akan menjelaskan
sedikit sejarah dan jabatan no-
taris.

AAAAA. Sejar. Sejar. Sejar. Sejar. Sejarah dan Tah dan Tah dan Tah dan Tah dan Tugasugasugasugasugas
Jabatan NotarisJabatan NotarisJabatan NotarisJabatan NotarisJabatan Notaris

Penggunaan Lambang
Negara pada cap/stempel ja-
batan Notaris sudah dipraktek-
kan sejak lama. Di Indonesia,
penggunaan Lambang Negara
pada cap/stempel jabatan no-
taris telah dimulai sejak tahun
1860 yaitu sejak diundang-
kannya Reglement op het No-
taris Ambt in Indonesia pada
tanggal 11 Januari 1860 dan
diumumkan dalam Staatblad
tahun 1860 Nomor 3 (yang
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dikenal dengan Peraturan Ja-
batan Notaris, selanjutnya
disingkat PJN).

Dalam Pasal 19 paragraf
2 PJN Notaris diharuskan me-
miliki cap/stempel jabatan
yang memuat Lambang Negara.
“Ieder notaris moet een zegel
hebben, bevattende het Konin-
klijk wapen en in omschrift de
eerste letters der voornamen,
de naam, het ambt en de stand-
plaats van de notaris” yang
terjemahan bebasnya yang
disesuaikan dengan kondisi
setelah Indonesia merdeka
adalah “setiap notaris harus
mempunyai cap yang memuat
di dalamnya gambar Lam-
bang Negara Republik Indone-
sia dan di pinggir sekelilingnya
huruf-huruf pertama dari na-
ma kecil, nama, jabatan dan
tempat kedudukan dari no-
taris.”3

Selain kewajiban memi-
liki cap/stempel tersebut, nota-
ris juga diwajibkan oleh pasal
43 PJN untuk menggunakan-
nya pada semua akta, grosse,
salinan dan kutipan dengan
ancaman sanksi pidana untuk
tiap-tiap pelanggaran. “Semua
akta, grosse, salinan dan kuti-
pan yang diberikan oleh no-
taris harus dibubuhi teraan

cap atau cachet yang dimak-
sud dalam psl 19 PJN, dengan
teraan cap mana juga harus
dilakukan semua penjahitan
surat-surat pada minuta akta,
semuanya dengan ancaman
denda Rp. 25,- untuk tiap-tiap
pelanggaran.”4

Dalam perkembangan
praktek kenotariatan di Negeri
Belanda sendiri, penggunaan
cap/stempel jabatan notaris
yang memuat Lambang Negara
terus berkembang dan diguna-
kan secara semakin meluas.5

Menurut Melis sebagai-
mana dikutip oleh Tan Thong
Kie, sekalipun tidak dibubuhi-
nya cap jabatan notaris pada
suatu akta tidak mengakibatkan
akta tersebut menjadi batal
(nietig), dan juga tidak kehi-
langan autentisitasnya maupun
kekuatan eksekutorialnya, akan
tetapi tetapi terhadap notaris
yang tidak membubuhkan cap
tersebut dikenakan sanksi pida-
na berupa denda dan dapat
diikuti dengan kewajiban meng-
ganti biaya, kerugian dan bunga
(kosten, schaden en interessen)
kepada pihak yang berkepen-
tingan sebagaimana yang di-
maksud dalam Pasal 60 PJN.6

Adapun kewajiban me-
miliki dan menggunakan cap/
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stempel jabatan notaris tidak
terlepas dari sejarah, latar
belakang, tugas jabatan dan
kewenangan notaris yang di-
berikan oleh undang-undang.

Istilahnotaris berasal
dari kata notarius yang meru-
pakan sebutan untuk orang
yang pekerjaannya menulis.7

Pada mulanya notaris adalah
pejabat yang menjalankan tu-
gas pemerintah dan tidak me-
layani umum (public) dan bu-
kan jabatan birokrat, sehingga
akta-akta yang dibuatnya tidak
mempunyai sifat otentik akan
tetapi merupakan surat-surat
biasa.

Sedangkan pengertian
notaris itu  sendiri adalah peja-
bat umum yang dalam bahasa
latin disebut “Openbare Amb-
tenaren”.8 Apabila diartikan
secara harfiah adalah sebagai
berikut :
- Openbare yang artinya

umum/publik
-   Ambtenaren yang artinya

Pejabat.
Di Indonesia, notaris ada

sejak permualaan abad 17 de-
ngan beradanya Oost Ind. Com-
pagnie, di mana pada zaman itu
yang diangkat sebagai notaris
pertama adalah Melchior Ker-
chem, Sekretaris dari College

van Schepenen pada tanggal 27
Agustus 1620.9 Pengangkatan
notaris pada saat itu berbeda
dengan pengangkatan notaris
pada saat sekarang, di mana
pada saat itu di dalam surat
pengangkatan notaris juga di-
muat instruksi yang mengu-
raikan tugas dan wewenang
yang harus dijalankan oleh
notaris tersebut Sejak saat itu
jumlah notaris semakin ber-
tambah karena kebutuhnan
akan jasa dan pelayanan hukum
dari notaris dirasa semakin
penting.

Selanjutnya untuk per-
tama kalinya  jabatan notaris di
Indonesia diatur dalam  PJN
sebagaimana diuraikan di atas.

Menurut Pasal 1 PJN,
“Notaris adalah pejabat umum
yang satu-satunya berwenang
untuk membuat akta-akta
otentik mengenai semua per-
buatan, perjanjian dan pene-
tapan yang diharuskan oleh
suatu peraturan umum atau
oleh yang berkepentingan di-
kehendaki untuk dinyatakan
dalam suatu akta otentik, men-
jamin kepastian tanggalnya,
menyimpan aktanya dan mem-
berikan grosse, salinan dan
kutipannya, semuanya sepan-
jang pembuatan akta itu oleh
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suatu peraturan umum tidak
juga ditugaskan atau dike-
cualikan kepada pejabat atau
orang lain.”

Dengan berlakunya UU
JN sekarang ini, maka PJN
dinyatakan sudah tidak berlaku
lagi.

Dalam Pasal 1 UU JN,
disebutkan notaris adalah “Pe-
jabat Umum yang berwenang
untuk membuat akta otentik
dan kewenangan lainnya se-
bagaimana yang dimaksud
dalam Undang-Undang ini.”
Apabila kita lihat kedua keten-
tuan tersebut di atas, sudah
jelas dikatakan bahwa notaris
itu adalah pejabat umum, arti-
nya orang yang diangkat untuk
bertugas menjalankan jabatan-
nya untuk melayani kepen-
tingan umum (publik). Adapun
tugas dan wewenang notaris
diatur dalam pasal tersendiri
yaitu Pasal 15 UU JN yang
bunyinya hampir sama dengan
bunyi ketentuan Pasal 1 PJN.
Penyebutan notaris sebagai
Pejabat Umum juga disebutkan
secara eksplisit dalam keten-
tuan Pasal 1 angka 2 Keputusan
Menteri Kehakiman Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indo-
nesia Nomor M-01.HT.03.01
Tahun 2003 tentang Keno-

tarisan, yang berbunyi Notaris
adalah pejabat umum yang
melaksanakan tugasnya seba-
gaimana yang dimaksud dalam
Peraturan Jabatan Notaris.

Menurut ketentuan Pasal
9 ayat (1) Keputusan Menteri
Kehakiman Dan Hak Asasi Ma-
nusia Republik Indonesia No-
mor M-01.HT.03.01 Tahun
2003, seorang berhak men-
jabat sebagai notaris, bilamana
orang tersebut telah diangkat
oleh pejabat yang berwenang
dalam hal ini adalah Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (dahulu
Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indo-
nesia) sehingga notaris dapat
dikatakan sebagai wakil dari
negara untuk memberikan ban-
tuan kepada masyarakat yang
berhubungan dengan perbuat-
an hukum (misalnya pembuat-
an perjanjian, jual beli, hibah
dan lain-lain). Oleh karena itu
seorang notaris harus bersikap
independen (tidak memihak).
Notaris bertugas mengkons-
tantir kehendak dari para pihak
yang akan mengadakan kese-
pakatan dalam suatu perbuatan
hukum (Partij Acten) atau
mengkonstantir suatu peristiwa
hukum dalam pembuatan akta
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berita acara (Process Verbaal
Acten).

Seperti telah dijelaskan
di atas, bahwa profesi notaris
adalah pejabat umum yang
diangkat oleh negara, sehingga
memiliki kedudukan, wibawa
dan martabat yang tinggi. De-
ngan demikian notaris dapat
dianggap sebagai salah satu
profesi terhormat seperti hal-
nya profesi advokat/penga-
cara, dokter dan wartawan.
Sebagai profesi terhormat, ten-
tunya dalam menjalankan ja-
batannya seorang notaris harus
menjaga sikap, perilaku dan
wibawanya dihadapan masya-
rakat. Yang menjadi salah satu
ciri dari profesi terhormat
adalah adanya ketetapan kode
etik yang membatasi prilaku
seseorang dalam menjalankan
jabatannya. Adanya kode etik
ini berfungsi sebagai param-
eter atau tolok ukur bagaimana
seorang notaris itu harus ber-
perilaku di hadapan orang lain
(masyarakat) sehingga wibawa
dan kehormatan seorang no-
taris tetap terjaga.

B. Kewenangan NotarisB. Kewenangan NotarisB. Kewenangan NotarisB. Kewenangan NotarisB. Kewenangan Notaris
Menurut Pasal 15 ayat

(1) dan ayat 2 UU JN, kewe-
nangan notaris itu meliputi :

a. membuat akta-akta otentik
mengenai perbuatan dan/
atau peristiwa hukum;

b. mengesahkan tanda tangan
dan menetapkan kepastian
tanggal surat di bawah ta-
ngan dengan mendaftar da-
lam buku khusus (dalam
praktek disebut dengan is-
tilah legalisasi);

c . membukukan surat-surat
dibawah tangan dengan
mendaftar dalam buku
khusus (dalam praktek di-
sebut dengan istilah War-
meerking);

d. membuat kopi dari asli su-
rat-surat di bawah tangan
berupa salinan yang me-
muat uraian sebagaimana
ditulis dan digambarkan
dalam surat yang bersang-
kutan;

e. melakukan pengesahan ke-
cocokan fotokopi dengan
surat aslinya;

f. memberikan penyuluhan
hukum sehubungan dengan
pembuatan akta;

g. membuat akta yang ber-
kaitan dengan pertanahan;

h. membuat risalah lelang.
Akta-akta yang dibuat

oleh atau dihadapan seoarang
notaris adalah merupakan akta
otentik sebagai implikasi bahwa
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seorang notaris itu adalah pe-
jabat umum. Selain notaris
masih ada lagi pejabat umum
lain yang berwenang membuat
akta otentik, misalnya Kantor
Catatan Sipil yang berwenang
membuat akta kelahiran, akta
perkawinan dan akta kematian.

Yang menjadi perbedaan
akta yang dibuat oleh Kantor
Catatan Sipil dengan akta yang
dibuat oleh notaris adalah bah-
wa akta yang dibuat oleh Ca-
tatan Sipil dari segi jenis, ben-
tuk, dan isinya telah ditetapkan
atau ditentukan oleh peme-
rintah sehingga tidak ada ke-
bebasan untuk memilih (mi-
salnya akta kelahiran, akta
perkawinan, akta kematian,
akta pengangkatan anak dan
lainnya semuanya telah di-
tetapkan atau ditentukan oleh
pemerintah), sedangkan akta
notaris dari segi jenis dan ma-
teri atau isi akta itu tidak diten-
tukan mengingat adanya asas
kebebasan berkontrak sebagai-
mana yang diatur dalam Pasal
1338 serta Pasal-Pasal lain
dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek/BW), sehingga  ter-
dapat kewenangan yang cukup
luas bagi seorang notaris untuk
membuat akta tersebut sepan-

jang akta yang dibuatnya itu
tidak bertentangan dengan
aturan hukum yang berlaku.

Sehingga untuk dapat
membuat akta otentik sese-
orang harus mempunyai ke-
dudukan yang diangkat khusus
untuk tugas tersebut, yaitu
antara lain sebagai pejabat
umum.10 Kemudian apa yang
dimaksud dengan akta otentik?
akta otentik adalah suatu akta
yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang (termasuk notaris)
yang memiliki kekuatan pem-
buktian yang sempurna. Arti
kekuatan pembuktian sempur-
na disini adalah bahwa materi
atau isi yang termuat dalam
akta itu harus dianggap benar
kecuali apabila terbukti se-
baliknya, sehingga bilamana
seseorang mengelak atau
membantah isi akta itu ia harus
membuktikan bahwa isi akta itu
tidak benar.

Bentuk formal suatu akta
notaris diatur dalam Pasal 38
UU JN. Pengaturan bentuk for-
mal akta notaris ini berimpli-
kasi pada kekuatan pembuktian
akta itu sendiri. Artinya apabila
suatu akta Notaris tidak meme-
nuhi syarat formal sebagai-
mana yang telah diatur dalam
UU JN, maka akta itu berlaku
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sebagai akta di bawah tangan,
sehingga kekuatan pembuktian
dari akta itu menurun tidak
seperti halnya akta otentik.
Dengan demikian penulis ber-
pendapat, bilamana suatu akta
notaris yang tidak memenuhi
persyaratan formal sebagai-
mana yang diwajibkan oleh UU
JN, maka akta Notaris itu tidak
dapat dinyatakan “cacat hu-
kum” sebagai dalil untuk me-
nyangkal (meng-counter) atas
akta tersebut, melainkan akta
tersebut menjadi akta di bawah
tangan. Suatu akta notaris  di-
nyatakan “cacat hukum” apa-
bila :
-   akta Notaris tersebut baik

dari sisi pembuatannya
maupun dari sisi materi
atau isi akta terbukti adanya
unsur tindak pidana (crimi-
nal act), misalnya pemal-
suan dan/atau penipuan.

-    akta Notaris itu dibuat di lu-
ar wilayah kerjanya.

Bilamana ditemukan hal
demikian, maka isi akta notaris
itu dapat dibatalkan (bukan
batal demi hukum).

Selain akta notaris itu
bersifat otentik, akta notaris
juga ada yang mengandung
unsur kewenangan publik bila-
mana akta tersebut dibuat da-

lam bentuk gosse. Maksud dari
adanya unsur kewenangan pu-
blik disini adalah bahwa akta
notaris memiliki kekuatan ekse-
kutorial (executorial title),
dimana akta Notaris dalam
bentuk grosse memiliki ke-
kuatan hukum yang sama de-
ngan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum te-
tap. Untuk setiap akta dalam
bentuk grosse tersebut notaris
mencantumkan irah-irah “DE-
MI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA
ESA”.11

Bahwa kewenangan yang
sedemikian besar yang diberi-
kan oleh undang-undang kepa-
da notaris selaku satu-satunya
pejabat yang berwenang mem-
buat akta yang otentik dan yang
sekaligus memiliki kekuatan
eksekutorial yang sama dengan
putusan hakim yang telah ber-
kekuatan hukum tetap (Grosse
Akta), telah memberikan dam-
pak sosiologis dan psikologis
dalam masyarakat.

Kepercayaan masyara-
kat terhadap peran notaris baik
yang berkaitan dengan sistem
pembuktian di pengadilan mau-
pun yang berhubungan dengan
kekuatan eksekutorial grosse
akta sangatlah perlu untuk



106 ������ ����������, VOLUME 2, NOMOR 3, NOVEMBER 2005

dilindungi. Dalam rangka untuk
melindungi kepentingan dan
kepercayaan masyarakat inilah
diperlukannya cap/stempel
jabatan notaris yang memuat
Lambang Negara, atau dengan
kata lain perlunya Lambang
Negara digunakan dalam cap/
stempel jabatan notaris adalah
“untuk menjamin pekerjaan
notaris terhadap masyara-
kat.”12

Untuk menutup bagian
ini penulis hendak mengutip
pendapat para ahli hukum dari
negeri Belanda Melis, Pitlo dan
Lubbers sebagaimana diter-
jemahkan oleh Tan Thong Kie
mengenai pentingnya cap/
stempel jabatan notaris guna
melindungi dan menjamin ke-
pentingan masyarakat: “teraan
cap (zegelafdruk) bermaksud:
(1) menegaskan keaslian (de
echtheid) tanda tangan no-
taris; (2) membuktikan bahwa
akta atau ekspedisi (= akta
yang sama bunyinya) dilaku-
kan oleh seorang pejabat
umum yang mempunyai kekua-
saan umum (openbaar gezag),
jadi untuk menjamin auten-
tisitas; dan (3) untuk mence-
gah pemalsuan atau peniru-
an.”13

5.2.5.2.5.2.5.2.5.2.Pendekatan dari tinjauan
konstitusional

Pemohon II mendalilkan
bahwa ketentuan dalam Pasal
16 ayat (1) huruf  k UU JN yang
menyebutkan bahwa “Dalam
menjalankan jabatannya, No-
taris berkewajiban: mempu-
nyai cap/stempel yang me-
muat lambang negara Repu-
blik Indonesia dan pada ruang
yang melingkarinya dituliskan
nama, jabatan dan tempat
kedudukan yang bersangkut-
an” adalah bertentangan de-
ngan ketentuan dalam  Pasal 36
C UUD 1945 yang berbunyi:
“Ketentuan lebih lanjut me-
ngenai Bendera, Bahasa dan
Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan diatur dengan
undang-undang”, sehingga
Pasal 16 ayat (1) huruf  k UU JN
haruslah dinyatakan inkons-
titusional.

Berdasarkan dalil ter-
sebut maka pemohon II telah
mengajukan permohonan judi-
cial review terhadap Pasal 16
ayat (1) huruf k UU JN tersebut
ke hadapan Mahkamah Konsti-
tusi.

Pemohon yang meng-
ajukan judicial review ke Mah-
kamah Konstitusi harus meme-
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nuhi ketentuan Pasal 51 UU MK.
Pemohon II menyatakan diri-
nya memenuhi ketentuan Pasal
51 UU MK tersebut karena:
- Pemohon II adalah per-

orangan warga negara In-
donesia dan sekaligus ada-
lah sebagai para notaris
yang dimaksud dalam UU
JN tersebut;

- Pemohon II menganggap
hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugi-
kan oleh berlakunya UU
JN.

Menurut pemohon II,
Pasal 16 ayat (1) huruf  k UU JN
prematur karena belum adanya
Undang-Undang tentang Lam-
bang Negara sebagaimana yang
diamanatkan oleh UUD 1945.

Selain itu pemohon II
merasa risi (rikuh) karena no-
taris seolah-olah diperlakukan
lebih istimewa dari pada pe-
jabat negara dalam penggunaan
lambang negara; sementara
penggunaan lambang negara
oleh pejabat negara lainnya
hanya diatur oleh Peraturan
Pemerintah, penggunaan lam-
bang negara oleh notaris diatur
dengan undang-undang (in
casu UU JN).

Mengenai permasalahan
hukum ini sesungguhnya Mah-

kamah Konstitusi dalam pu-
tusannya telah dengan tegas
menyatakan bahwa permo-
honan pemohon II yang men-
dalilkan Pasal 16 ayat (1) huruf
k UU JN sebagai inkonstitusio-
nal adalah tidak beralasan dan
tidak terbukti, melainkan ha-
nya merupakan penilaian sub-
yektif pemohon II. Lebih lagi
Pemohon II tidak dapat mem-
buktikan adanya hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya
yang dirugikan oleh berlakunya
Pasal 16 ayat (1) huruf  k UU JN
itu. Oleh karena itu Mahkamah
Konstitusi dalam Putusannya
telah menyatakan “permohon-
an para pemohon ditolak”.

Mengenai isu hukum ini
penulis sependapat dengan
Mahkamah Konstitusi bahwa
antara Pasal 16 ayat (1) huruf  k
UU JN dengan Pasal 36C UUD
1945 tidak terdapat perten-
tangan konstitusional,  sebalik-
nya UU JN telah dengan baik
dan taat asas menerapkan ke-
tentuan Pasal 36C UUD 1945.

Pasal 36C UUD 1945 men-
syaratkan pengaturan tentang
Lambang Negara dilakukan
dengan undang-undang. Jika
mengenai cap/stempel jabatan
notaris yang memuat Lambang
Negara diatur bukan dalam
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bentuk undang-undang (mi-
salnya diatur dalam Peraturan
Pemerintah atau Keputusan
Presiden), maka pengaturan
tersebut tentunya inkonsti-
tusional karena bertentangan
dengan Pasal 36C UUD 1945.
Sedangkan pengaturan cap/
stempel jabatan notaris dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf  k UU JN
tidak bertentangan dengan
Pasal 36C UUD 1945.

Penggunaan Lambang
Negara dalam cap/stempel
jabatan notaris tidak seharus-
nya membuat pemohon II atau
notaris lain manapun juga me-
rasa risih (rikuh), sepanjang
notaris yang bersangkutan me-
laksanakan tugas jabatannya
dalam melayani masyarakat
dengan baik dan benar.

Sebagaimana diuraikan
di atas penggunaan Lambang
Negara dalam cap/stempel
jabatan notaris merupakan
praktek umum yang berlaku di
berbagai negara dan sesuai
pandangan para ahli hukum
penggunaan Lambang Negara
tersebut bukan untuk “gagah-
gagahan” seorang notaris me-
lainkan memang sangat di-
butuhkan untuk dapat me-
layani kepentingan masyarakat
dengan lebih baik.

Demikian pula sudahlah
tepat pemeriksaan Mahkamah
Konstitusi yang menyatakan
tidak ada hak dan/atau kewe-
nangan konstitusional pemo-
hon II yang dirugikan dengan
berlakunya Pasal 16 ayat (1)
huruf  k UU JN.

Sesungguhnya bukan sa-
ja tidak ada hak dan/atau kewe-
nangan konstitusional pemo-
hon II yang dirugikan, tetapi
juga tidak ada hak dan/atau
kewenangan konstitusional
siapapun juga yang dirugikan
dengan berlakunya Pasal 16
ayat (1) huruf k UU JN, melain-
kan kewajiban penggunaan
Lambang Negara dalam cap/
stempel jabatan notaris ter-
sebut memberikan rasa aman
dan dampak psikologis yang
positif  terhadap masyarakat
yang menggunakan jasa no-
taris.

VI. KESIMPULANVI. KESIMPULANVI. KESIMPULANVI. KESIMPULANVI. KESIMPULAN
Dari apa yang telah di-

uraikan di atas dapat disim-
pulkan:
1 . Bahwa penggunaan Lam-

bang Negara pada cap/
stempel jabatan Notaris
adalah merupakan hal yang
positif demi memberikan
rasa aman, dan dampak
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psikologis dan sosiologis
yang positif kepada masya-
rakat yang membutuhkan
dan menggunakan pela-
yanan notaris dan pada
notaris sendiri.

2. Pengaturan penggunaan
Lambang Negara pada cap/
stempel Notaris di dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf k UU
JN tidak bertentangan de-
ngan Undang-Undang Da-
sar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945, sehingga
keputusan Mahkamah Kons-
titusi yang menolak permo-
honan Pemohon II sudah
benar dan tepat. 
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Abstraksi

Dalam sejarah Indonesia telah mengalami  4 empat kali
pemberlakuan konstitusi, yaitu UUD 1945, UUD RIS 1949,
UUDS 1950 dan UUD 1945 hasil amandemen, yang kese-
muanya mempunyai karakteristik pengaturan-pengaturan
terhadap dasar mengenai politik hukum dalam bidang ekonomi
yang secara prinsip akan tercakup dalam pasal-pasal di dalam
konstitusi.

Konstruksi politik hukum ekonomi ini akan dilihat
melalui indikator-indikator yakni cita negara, bentuk negara
dan sistem pemerintahan, sistem keuangan, serta landasan
perekonomian. Dengan indikator tersebut dihasilkan konstruksi
politik hukum ekonomi dalam UUD 1945 yakni menentukan
posisi negara dalam perekonomian dan pilihan sistem ekonomi
politik.

KONSTRUKSI POLITIK HUKUM EKONOMI
DALAM HASIL PERUBAHAN UUD 1945

OLEH

NGESTI D. PRASETYO, S.H., M.HUM.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
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I. Pendahuluan
Meminjam istilah politik

hukum yang di kemukakan
almarhum Suwoto Mulyosu-
darmo di mana politik hukum
terbagi atas politik hukum mak-
ro dan politik hukum mikro.
Politik Hukum Makro dirumus-
kan dalam suatu peraturan
dasar yang dalam susunan per-
aturan perundang-undangan
ditempatkan sebagai peraturan
yang tertinggi. Sedangkan poli-
tik hukum yang bersifat mikro
dilaksanakan melalui berbagai
peraturan yang lebih rendah.
Dengan cara yang demikian
akan tercipta peraturan per-
undang-undangan yang taat
asas, yaitu dibenarkan pada
tataran politik hukum yang
makro.1

Dengan mendasar pada
pengertian di atas kiranya tepat
bahwa politik hukum ekonomi
di dalam konstitusi di golong-
kan dalam politik hukum ma-
kro. Politik hukum ekonomi
merupakan salah satu fondasi
dasar arah suatu sistem eko-
nomi suatu bangsa. Pengaturan
di dalam konstitusi khususnya
yang berkait dengan ekonomi
adalah ke mana sebenarnya
arah norma hukum bidang eko-

nomi itu hendak dibawa, ba-
gaimana cara untuk menegak-
kan, dan kapan pula akan di-
laksanakan peraturan hukum
bidang ekonomi tersebut. Kon-
sepsi ini merupakan satu kon-
sepsi politik hukum ekonomi,
yang akan menjadi topangan
dasar dalam membangun sis-
tem ekonomi Indonesia.

Menyimak pendapat dari
Umar Juoro, suatu sistem eko-
nomi berada di dalam suatu
lingkungan yang harus me-
lakukan penyesuaian dengan
keadaan yang berubah. Ke-
mampuannya untuk berfungsi
dan bertahan bergantung pada
kemampuan adaptasinya. Hal
itu menjadi semakin penting
dengan perkembangan libe-
ralisasi dan globalisasi. Ke-
mampuan sistem ekonomi un-
tuk dapat menyesuaikan diri
dengan perubahan sangat ber-
gantung pada konstitusi eko-
nomi (economic constitution),
yaitu kerangka aturan (rules)
dan kelembagaan (institutions)
yang membatasi tindakan dan
transaksi pelaku ekonomi da-
lam suatu yuridiksi dan dalam
transaksinya dengan pelaku
ekonomi di luar yuridiksi ter-
sebut. Fokus utama dalam eko-
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nomi konstitusional adalah
perbedaan dalam dua ting-
katan. Pilihan yang dapat di-
lakukan, yaitu pilihan aturan
pada tingkat konstitusi (consti-
tutional level of rule choice)
atau konstitusi kebijakan eko-
nomi dan pilihan strategi dalam
aturan pada tingkatan sub-
konstitusi (sub-constitutional
level of strategy choice within
rules) atau individual policy
act.2

Ada banyak kegamangan
yang ada dalam UUD 1945,
dengan pemahaman bahwa
paham ekonomi yang terdapat
dalam konstitusi adalah paham
ekonomi kerakyatan dengan
paham demokrasi kerakyatan,
akan tetapi pada tataran imple-
mentasinnya lebih menganut
pada paham liberalisme. De-
ngan demikian ada yang ber-
beda antara das sollen dan das
sein.

Oleh karena itu, politik
hukum ekonomi menjadi ba-
gian penting sebagai fondasi
sistem ekonomi yang hendak
dicapai. Konstitusi yang ber-
posisi sebagai norma dasar
merupakan isi dari berbagai
asas-asas yang berfungsi seba-
gai norma dasar, yang berarti

seluruh peraturan perundang-
undangan harus berpedoman
pada konstitusi yang ada. Kait-
an yang cukup signifikan adalah
apakah dalam konstitusi Indo-
nesia pasca perubahan UUD
1945 sudah mampu memberi-
kan fondasi dasar yang ber-
kaitan dengan politik hukum
ekonomi di Indonesia.

II.   Indikator-Indikator
Politik Hukum Ekonomi
dalam Konstitusi

Pemunculan istilah  poli-
tik hukum ekonomi dalam kons-
titusi adalah kebijakan dasar
yang telah dikonsepsikan me-
lalui norma dasar berkenaan
dengan pembangunan hukum
yang berintikan asas dan tujuan
terhadap materi-materi hukum
bidang ekonomi dan penegasan
fungsi lembaga serta kewe-
nangan para penegak hukum
yang mengatur kehidupan eko-
nomi dimana kepentingan indi-
vidu dan kepentingan masyara-
kat saling berhadapan.

Untuk memaknai lebih
jauh pemahaman politik hukum
ekonomi konstitusi maka di-
perlukan indikator-indikator
minimal. Dengan adanya indi-
kator-indikator tersebut akan
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mempermudah penulis dalam
menjabarkannya. Penulis me-
nyadari pemakaian indikator
ini sangat dipengaruhi subyek-
tifitas penulis. Adapun indi-
kator-indikator yang dipakai
penulis adalah pertama cita-
cita dan nilai nilai luhur dengan
gagasan sistem ekonomi poli-
tiknya, kedua bentuk negara
dan sistem pemerintahan, ke-
tiga sistem keuangan negara,
keempat hak warga negara
utamanya dalam bidang eko-
nomi, kelima landasan per-
ekonomian

1.   Cita-cita dan Nilai-Nilai
Luhur dengan Gagasan
Sistem Ekonomi
Politiknya

Cita-cita dan nilai nilai
luhur yang merupakan harapan
yang akan di wujudkan di masa
depan, biasanya kandungan
yang seperti ini terdapat dalam
suatu pembukaan Undang-Un-
dang Dasar. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh Soepomo3;
“... Pembukaan ini mengan-
dung tjita-tjita luhur dan po-
kok-pokok pikiran tentang
dasar atau tentang sifat-sifat
negara jang hendak kita ben-
tuk.”

Dalam pembukaan se-
sungguhnya akan di temukan
tentang tujuan negara, cita-cita
hukum, dan peran negara da-
lam mewujudkan cita-cita ne-
gara. Pembukaan sebuah UUD
itu merefleksikan semangat
zaman dan konteks sejarah,
serta roh norma bernegara
yang akan diturunkan dalam
batang tubuh atau pasal-pasal
UUD tersebut.

Dalam menemukan cita-
cita luhur tersebut sesungguh-
nya akan di temukan pula ten-
tang gagasan ekonomi politik.
Secara konvensional ada dua
kutub sistem ekonomi politik
yaitu sistem kapitalisme dan
sistem sosialisme. Pembagian
anatomis ini dapat dilakukan
berdasarkan sifat-sifat dasar
dari sistem tersebut terutama
sifat dari eksistensi ekonomi
pasar, insentif pendirian badan
usaha, motif mencari keun-
tungan dan sebagainya. Sistem
kapitalisme mengakomodasi-
kan sifat-sifat dasar tersebut
sehingga peranan institusi pa-
sar dan swasta dominan.4

Prinsip ekonomi pasar
yang berlaku merupakan ciri
dari ekonomi liberal (free eco-
nomy) yang menggambarkan
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suatu sistem ekonomi dengan
partisipasi lebih besar dari
aktivitas produksi, distribusi
dan perdagangan yang digerak-
an oleh individu dan perusa-
haan. Intervensi negara di jaga
agar berada dalam porsi kecil.
Ekonomi pasar merupakan sa-
lah satu sifat kapitalisme di
mana produksi berada ditangan
individu atau perusahaan. Se-
baliknya sistem sosialisme le-
bih mementingkan peran ne-
gara, tetapi memberikan ruang
gerak yang amat sedikit ter-
hadap institusi pasar, motif
mencari keuntungan dan pe-
ranan swasta.

Sistem ekonomi sosialis
aktivitas produksi bermotifkan
faktor ekonomi dan non eko-
nomi. Sementara mekanisme
berlakunya harga komoditi
banyak dipengaruhi oleh atur-
an pemerintah cukup besar,
terutama pada sektor-sektor
produksi strategis, yang meru-
pakan tumpuan masyarakat
banyak. Ada kompetisi pasar
sepanjang pemerintah mem-
biarkannya terhadap pasar
komoditi-komoditi tertentu.
Sedangkan sistem ekonomi
campuran merupakan paduan
dua bentuk sistem ekonomi

sosialis dan sistem ekonomi
kapitalis. Usaha penyatuan ini
untuk menyerap elemen-ele-
men yang posistif dan dinamis
di antara keduanya. Jika di
perluas maka dalam garis be-
sarnya ada setidaknya empat
sistem ekonomi politik yang
cukup dominan yakni kapital-
isme, sosialisme, komunisme
dan sistem ekonomi campur-
an.5

Bentuk negara di belahan
dunia dibagi dalam dua belahan
besar yakni bentuk negara ke-
satuan dan bentuk negara fe-
derasi. Pilihan bentuk negara
kesatuan akan dapat dipilah lagi
dengan model desentralisasi
atau sentralisasi. Jika pilihan
dalam bentuk federasi maka
konsekwensi yang muncul ada-
lah adanya negara bagian yang
mempunyai kewenangan pada
masing-masing  negara bagian
maupun pada pemerintahan
federal.6

2. Sistem Keuangan Negara
Melihat arah penyeleng-

garaan keuangan negara akan
menyangkut sejauhmana nega-
ra mengaturnya, apakah ne-
gara dominan dalam mekanis-
me penyelenggaraan keuangan



116 ������ ����������, VOLUME 2, NOMOR 3, NOVEMBER 2005

negara atau negara cukup me-
ngatur pokok-pokoknya saja.
Dalam melihat sistem penye-
lenggaraan keuangan  hal ini
menyangkut APBN, Mata uang,
dan  pengaturan  perbankan.

Dalam berbicara APBN
adakah dalam suatu konstitusi
mengatur adanya ketentuan
anggaran dalam bidang-bidang
tertentu. Tentunya hal ini akan
sangat di pengaruhi oleh politik
hukum yang terkandung dalam
setiap konstitusi apakah ang-
garan hanya di peruntukkan
untuk penyelenggaran peme-
rintahan atau anggaran di per-
gunakan untuk memberikan
tanggung jawab kepada masya-
rakatnya.

Sedangkan yang berkait-
an dengan mata uang sejauh-
mana kewenangan dari peme-
rintah untuk mengatur dan
menetapkan berlakunya mata
uang. Mata uang menjadi sa-
ngat penting posisinya karena
sebagai alat pertukaran mata
uang secara nasional dan per-
ekonomian suatu bangsa juga
tidak akan lepas dari sistem glo-
bal sehingga mata uang akan
menentukan pula posisi eko-
nomi suatu bangsa.

Satu bidang lagi yang

menjadi sangat relevan adalah
posisi perbankan sejauhmana
kewenangan yang diberikan
oleh bank pemerintah atau
bank sentral  dalam menen-
tukan kebijakan moneter. Ma-
suknya indikator ini akan mem-
perluas kajian dalam setiap
kosntitusi agar menjadi kom-
prehensif.

3.   Hak Warga Negara
Utamanya dalam Bidang
Ekonomi

Hak warga negara ini se-
perti hak buruh, hak fakir mis-
kin dan lain-lain, pada prinsip-
nya hak warga negara tersebut
apakah negara bertanggung
jawab ataukah negara tidak
bertanggung jawab atas kese-
jahteraan masyarakatnya. Keti-
ka negara berkuasa maka ke-
kuasaan yang cenderung di-
salahgunakan perlu ditetapkan
batas-batasnya agar kehadir-
annya tidak merendahkan mar-
tabat kemanusiaan. Dari sinilah
lahir ajaran konstitusionalisme
yang mengandung gagasan
bahwa kekuasaan negara harus
dibatasi. Pembatasan kekuasa-
an ini menjelma di dalam pe-
nyusunan struktur ketatane-
garaan yang saling mengontrol,
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pembagian  tugas dan wewe-
nang dalam negara, serta jamin-
an hak-hak asasi manusia. Ke-
tiga materi ini hampir ditemu-
kan di dalam setiap konstitusi
negara modern. Dalam teori
yang di gunakan oleh Hans
Kelsen negara menjadi etatisme
atau liberal dengan diukur se-
jauhmana negara mempunyai
keleluasaan untuk mencampuri
atau mengatur segala segi ke-
hidupan para warga negaranya.
Akibatnya  negara mempunyai
kecenderungan mengeluarkan
peraturan-peraturan hukum
sebanyak mungkin untuk me-
ngatur dan membatasi warga
negaranya. Atau sebaliknya
negara mempunyai keleluasa-
an untuk mencampuri atau
mengatur yang pokok-pokok
saja yang menyangkut kehi-
dupan warga negara secara
keseluruhan.

Selain hal-hal di atas
dalam suatu UUD atau konsti-
tusi tentulah mengatur hal ini
akan tetapi perbedaan itu dapat
diukur apakah negara meng-
atur dan memberikan jaminan
secara lengkap, pokok-pokok-
nya saja atau justru malah tidak
diatur sama sekali dalam kons-
titusi.

4. Landasan Perekonomian
Landasan perekonomian

ini akan mencerminkan paham
ekonomi yang hendak diba-
ngun pada setiap konstitusi,
dapat berupa paham liberalis-
me atau sosialisme, kolektiv-
isme atau individualisme. Se-
lain itu, akan dilihat pula asas-
asas yang dibangun dalam sis-
tem ekonomi yang hendak di-
capai dalam setiap konstitusi.
Dalam landasan perekonomian
juga akan menggambarkan re-
lasi antara negara dan masya-
rakat, apakah negara mem-
punyai tanggung jawab dalam
penyelenggaraan perekono-
mian atau negara hanya men-
jadi wasit saja ketika ada per-
soalan ekonomi. Tentunya hal
ini akan memegang peran pen-
ting untuk menentukan arah
dan cita ekonomi yang akan di
bangun suatu bangsa.

Bahasan mengenai lan-
dasan ekonomi ini akan lebih
dekat kepada bahasan yang
berkaitan dengan sistem eko-
nomi politik di dunia. Seperti
indikator dalam cita-cita luhur,
apakah landasan ekonomi ini
akan bersifat sistem ekonomi
kapitalistik, sistem ekonomi
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sosialisme atau sistem ekonomi
campuran. Tentunya landasan
tersebut dituangkan dalam se-
buah peraturan perundang-
undangan.

Menurut teori Pareto,
suatu peraturan yang dibuat
oleh negara dapat berdampak
positif pada satu pihak, tetapi
dapat berdampak negatif pada
pihak lain. Menurut Stigler, ada
dua alternatif pandangan yang
telah luas dikenal di dunia
akademis tentang bagaiamana
peraturan itu di berlakukan.
Pertama, peraturan di lemba-
gakan terutama untuk mem-
berlakukan proteksi dan ke-
manfaatan tertentu untuk pu-
blik atau sebagian sub kelas dari
publik tersebut. Tujuan adanya
regulasi ekonomi adalah man-
faat ekonomi yang diberikan
oleh negara atau pemerintah
kepada masyarakat. Kedua,
adalah suatu tipe analisa di
mana proses politik dianggap
suatu penjelasan yang rasional.
Peraturan lahir sebagai suatu
proses politik biasa di mana di
dalam pasar politik ada per-
mintaan dan ada penawaran.7

Dari indikator-indikator
tersebut di atas kemudian da-
pat dirumuskan apakah pada

masing-masing konstitusi me-
makai paham individualisme
atau kolektivisme, konstruksi
sistem ekonomi kapitalisme
atau sosialisme. Untuk melihat
hal tersebut yang terpenting
adalah dengan melihat peranan
negara apakah negara tersebut
di haruskan aktif ataukah ne-
gara di haruskan pasif. Peranan
negara yang lain menurut kon-
sepsi Georgie Jellinek apakah
negara hanya menjaga dan
sebagai wasit saja ataukah ne-
gara ikut berperan atau ber-
tanggung jawab dalam penye-
lenggaraan kesejahteraan ma-
syarakatnya.

III. Konstruksi Politik Hukum
Ekonomi dalam UUD 1945
Hasil Perubahan

Dengan indikator-indika-
tor tersebut dapat di perguna-
kan untuk menganalisa kons-
truksi politik hukum ekonomi
dalam konstitusi.

a.    Pembukaan UUD 1945
Amandemen

Perubahan UUD 1945
tidak seluruhnya mengalami
perubahan, akan tetapi ada
beberapa point penting yang di
rasa masih relevan dan perlu
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untuk dipertahankan misalnya
seperti dikemukakan oleh Laf-
ran Pane bahwa beberapa prin-
sip yang tidak mengalami per-
ubahan antara lain meliputi8:
1). Dasar filsafat negara Pan-
casila karena sudah menjadi
konsensus semua golongan
dalam BPUPKI/PPKI dan di
cantumkan dalam Pembukaan
UUD 1945; 2). Tujuan negara,
yang tertuang dalam Pembu-
kaan; 3). Asas negara hukum
yang tertuang dalam Pem-
bukaan; 4). Asas kedaulatan
rakyat yang tertuang dalam
Pembukaan; 5). Asas negara
kesatuan; dan 6). Asas Republik

Sejalan pemikiran antara
Lafrane Pane dan A. Mukthie
Fajar, Elvyn G. Masassya yang
mengemukakan bahwa pergan-
tian tersebut dilakukan ter-
hadap Batang Tubuh dan Pen-
jelasannya, sedangkan Pem-
bukaannya tetap dipertahan-
kan. Hal ini, atas dasar pertim-
bangan sebagai berikut:9

(1) Pembukaan UUD 1945 me-
rupakan pernyataan Ke-
merdekaan rakyat Indone-
sia;

(2) Pembukaan UUD 1945 me-
rupakan tertib hukum yang
tertinggi di dalam negara

RI;
(3) Pembukaan UUD 1945 me-

rupakan kaidah negara
yang fundamental, yang
menentukan UUD;

(4) Pembukaan UUD 1945 ka-
rena kedudukannya sebagai
kaidah negara yang funda-
mental, mengandung po-
kok-pokok pikiran yang
harus diciptakan atau di-
tuangkan dalam pasal-pasal
UUD.

Beberapa prinsip ter-
sebut di atas juga berlaku dalam
proses perubahan UUD 1945
pada tahun 1999-2002 yang
pada intinya tidak mengubah
ketentuan dari asas pengu-
bahan dasar filsafat negara,
tujuan negara, negara hukum
dan asas kedaulatan rakyat
yang kesemuanya ada dalam
Pembukaan. Jadi amandemen
yang dilakukan tidak mengubah
Pembukaan sehingga pemba-
hasan yang terjadi pada Pem-
bukaan UUD 1945 tidak perlu
dibahas kembali sebab hal ter-
sebut sudah terbahas dalam
bagian UUD 1945 sebelum di-
amandemen.

Setelah melihat berbagai
nilai yang terkandung akan
didapati beberapa asas-asas
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yang dapat dilihat dalam Pem-
bukaan adalah sebagai berikut:
asas kebebasan yang berperi-
kemanusiaan dan berperike-
adilan, asas negara hukum, asas
kedaulatan rakyat, asas negara
kesatuan, asas republik, asas
memajukan kesejahteraan
umum, asas mencerdaskan
kehidupan bangsa, asas musya-
warah mufakat dan asas ke-
adilan sosial.

b.    Bentuk Negara dan
Sistem Pemerintahan

Mengenai bentuk negara
diatur dalam Pasal 1 ayat (1)
UUD 1945, yang selengkapnya
berbunyi “Negara Indonesia
ialah Negara Kesatuan Yang
Berbentuk Republik.” Dalam
pasal ini termaktub tentang
cita-cita negara dan penentuan
bentuk negara yang berbentuk
kesatuan. Konsekuensi bentuk
negara kesatuan ini akan me-
nimbulkan peran negara dari
pemerintah pusat kepada pe-
merintahan daerah. Pada akhir-
nya sangat ditentukan asas-
asas yang dipakai dalam bentuk
negara kesatuan ini dapat beru-
pa asas desentralisasi, sentrali-
sasi, dekonsentrasi atau mede-
bewind.

Selain itu, bahwa dalam
UUD 1945 mengenal adanya
sistem demokrasi perwakilan
dalam hal ini tercermin dalam
Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi
“Kedaulatan adalah ditangan
rakyat, dan dilaksanakan me-
nurut Undang-Undang Da-
sar.”10

Hal ini sangat berbeda
dengan UUD 1945 sebelum
amandemen dengan konsep
kedaulatan di tangan MPR arti-
nya menganut demokrasi rep-
resentative, sedangkan per-
ubahan UUD 1945 menghen-
daki kedaulatan yang dilak-
sanakan menurut Undang-Un-
dang Dasar. Gagasan kedau-
latan yang ada mengarah pada
sistem yakni pada sistem kons-
titusional amanat rakyat di-
jamin sepenuhnya dalam kons-
titusi.

Undang-Undang Dasar
Tahun 1945, Bab VI yang mem-
bahas tentang Pemerintahan
Daerah yang telah mengalami
Perubahan Kedua di tahun
2000 menjadi Pasal 18, Pasal
18A dan Pasal 18B; merupakan
landasan yang kuat untuk me-
nyelenggarakan otonomi de-
ngan memberikan kewenangan
yang luas, nyata dan bertang-
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gungjawab kepada daerah.
Amandemen terhadap

Pasal 18 UUD 1945 yang di-
jadikan landasan hukum pem-
bentukan pemerintahan dae-
rah ternyata banyak yang
mengadopsi begitu saja dari
substansi UU No. 22 Tahun
1999. Persoalan-persoalan kru-
sial yang menyangkut hubung-
an pusat dan daerah yang se-
harusnya menjadi muatan isi
konstitusi justru oleh MPR
diserahkan kembali kepada
pembuat undang-undang. Se-
cara garis besar amandemen
Pasal 18 UUD 1945 meliputi: (a)
Penjelasan terhadap kekaburan
substansi pasal 18 UUD 1945;
(b) Menarik substansi penje-
lasan Pasal 18 ke dalam pasal
batang tubuh, misalnya pem-
bagian daerah propinsi kepada
daerah lebih kecil (kota/kabu-
paten), pengaturan daerah oto-
nom dan dilengkapi dengan
DPRD, penghargaan terhadap
susunan asli daerah; (c) Meng-
adopsi UU No. 22 Tahun 1999,
misalnya tentang pembagian
wewenang, hubungan keuang-
an pusat-daerah, jabatan ke-
pala daerah, dan pembuatan
perda.11

Dari pasal-pasal di atas

akan didapati beberapa hal
persoalan yang akan mencakup
konstruksi politik hukum eko-
nomi sebagai berikut.
1 . Bahwa dengan adanya oto-

nomi daerah maka kewe-
nangan pemerintah pusat
akan berkurang dan be-
berapa kebijakan yang ber-
kaitan dengan pembangun-
an ekonomi akan tergan-
tung pada kebijakan ma-
sing-masing daerah.

2. Asas yang dipergunakan
adalah desentralisasi dan
pembantuan.

3. Pengelolaan keuangan, pe-
layanan umum dan peman-
faatan sumber daya alam
terdapat pendelegasian an-
tara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.

4. Asas keadilan dan kese-
larasan yakni adanya ke-
satuan kebijakan secara
makro antara pemerintah
pusat dengan pemerintah-
an daerah.

Upaya keserasian dan
keterpaduan antarberbagai
kebijaksanaan pembangunan
harus diupayakan baik pada
tingkat nasional maupun dae-
rah. Pengentasan kemiskinan,
kesenjangan, peningkatan sum-
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ber daya manusia pembangun-
an dan pemeliharaan prasarana
dasar, serta peningkatan kuan-
titas dan kualitas dijadikan
prioritas dalam agenda kebi-
jaksanaan pembangunan na-
sional dan daerah.

c. Hak Warga Negara
Pengaturan hak warga

negara dalam UUD 1945 dapat
dikatakan lebih komplit dan
lengkap karena di sana terdapat
perumusan cita-cita terhadap
jaminan  hak asasi manusia. Hak
warga negara ini tersebar di
berbagai pasal mulai dari Pasal
27  UUD 1945 hasil amande-
men tentang kedudukan yang
sama dalam bidang hukum, hak
warga negara untuk menda-
patkan pekerjaan dan nasio-
nalisme yang terbangun untuk
pembelaan kepada negara.

Demikian pula dalam Pa-
sal 28 UUD 1945 yang merinci
lebih mendasar tentang hak-
hak warga negara, bidang so-
sial, kesehatan, pendidikan dan
ekonomi. Khusus yang me-
nyangkut hak warga negara
bidang ekonomi dapat dilihat
dalam Pasal 28H. Selengkapnya
berbunyi:
(1) Setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan. (ha-
sil Perubahan Kedua).

(2) Setiap orang berhak men-
dapat kemudahan dan per-
lakuan khusus untuk mem-
peroleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan
keadilan. (hasil Perubahan
Kedua).

(3) Setiap orang berhak atas
jaminan sosial yang me-
mungkinkan pengembang-
an dirinya secara utuh
sebagai manusia yang ber-
martabat. (hasil Perubah-
an Kedua).

(4) Setiap orang berhak mem-
punyai hak milik pribadi
dan hak milik tersebut ti-
dak boleh diambil alih se-
cara sewenang-wenang
oleh siapapun. (hasil Per-
ubahan Kedua).

Dari pasal-pasal tersebut
di atas dapat diambil beberapa
konsep yakni pertama, bahwa
setiap orang berhak hidup se-
jahtera dan lahir batin, khu-
susnya dalam bidang kese-



123������ ����������, VOLUME 2, NOMOR 3, NOVEMBER 2005

hatan. Artinya negara mem-
punyai jaminan untuk mem-
berikan ruang hak untuk ja-
minan kehidupan yang sejah-
tera pada bidang kesehatan.

Kedua, bahwa berhak
mendapat kemudahan dan per-
lakuan khusus untuk mem-
peroleh kesempatan dan man-
faat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan. Ke-
tiga, bahwa negara mempunyai
tanggung jawab untuk penye-
lenggaraan jaminan sosial.

Sedangkan pada ayat ke-
empat merupakan konsep yang
sebetulnya terdapat pada UUD
RIS tentang konsep hak milik,
konsep hak milik yang lebih
mencerminkan pada konsep
individualisme, di mana indivi-
dualisme meninggikan pribadi
daripada kolektivisme.

Hal yang menarik adalah
tentang jaminan negara yang di
maktubkan dalam Bab XIII
perihal pendidikan yang ter-
cermin dalam Pasal 31 ayat (4).
Hal ini mencerminkan peran
dan tanggungjawab negara
yang sangat kuat untuk mema-
jukan pendidikan ditambahkan
lagi dengan jaminan dalam
APBN dengan 20%. Seleng-
kapnya bunyi Pasal 31 ayat (4)

adalah :
“Negara memprioritas-

kan anggaran pendidikan se-
kurang-kurangnya dua puluh
persen dari anggaran pen-
dapatan dan belanja negara
serta dari anggaran penda-
patan dan belanja daerah un-
tuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan
naional.”

UUD 1945 tersebut ter-
lihat jelas relevansi dari sistem
ekonomi dalam upaya menang-
gulangi kemiskinan. Sistem
ekonomi kerakyatan yang ber-
asal dari rakyat, dikerjakan oleh
rakyat, dan dimanfaatkan untuk
kesejahteraan rakyat banyak
merupakan bentuk ideal yang
seyogyanya dan wajib dicip-
takan oleh negara.

Dengan berjalannya me-
kanisme ekonomi kerakyatan
yang memberikan kesempatan
yang adil terhadap sumber-
sumber modal, maka kese-
jahteraan masyarakat dapat
dipelihara agar tidak jatuh ke
jurang kemiskinan. Masyarakat
tidak dapat disalahkan atas
kemiskinan yang dideritanya.
Peningkatan kesejahteraan se-
benarnya adalah hak mereka,
sementara di lain pihak, negara
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(pemerintah) berkewajiban
dan memiliki kapasitas untuk
menciptakan mekanisme yang
kondusif bagi kesejahteraan
rakyat.

d. Sistem  Keuangan Negara
Sistem keuangan secara

nasional diatur dalam APBN
yang artinya bahwa seluruh
konsolidasi keuangan harus
melalui lembaga kepresidenan
melalui persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat. Orientasi
yang di ciptakan APBN adalah
untuk melaksanakan amanat
kedaulatan rakyat sesuai yang
tertuang dalam Pembukaan
UUD 1945 yang dilakukan un-
tuk kemakmuran rakyat. Peng-
aturan semacam ini dapat kita
jumpai dalam Pasal 23 ayat (1):
“Anggaran pendapatan dan
belanja negara sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan
negara di tetapkan setiap ta-
hun dengan undang-undang
dan dilaksnakan secara ter-
buka dan bertanggung jawab
untuk sebesar-besar kemak-
muran rakyat.”

APBN merupakan wujud
keseimbangan dan ukuran ting-
kat kesejahteraan yang bisa
dilihat pada setiap tahun dan

kebijakan-kebijakan apa saja
yang ditempuh oleh pemerin-
tah dalam melakukan kebijak-
an.

Sedangkan mengenai pa-
jak diatur dalam Pasal 23A
yang selanjutnya berbunyi
“Pajak dan pungutan lain yang
bersifat memaksa untuk ke-
perluan negara diatur dengan
undang-undang”. Dengan di-
anutnya sistem pajak berarti
negara mempunyai tujuan se-
bagai upaya pemerataan pem-
bangunan sebagai upaya untuk
menciptakan kemakmuran rak-
yat yang sebesar-besarnya.
Orientasi pajak ini lebih mene-
kankan pada sistem ekonomi
modern yang berbau liberal.

Dalam membangun eko-
nomi bangsa juga tidak terlepas
dari mata uang yang di per-
gunakan dengan yang menga-
tur kebijakan di bidang ke-
uangan kedua hal tersebut
sesungguhnya amat terkait
antara perbankan dan sistem
mata uang. Khusus berkenaan
dengan mata uang dalam UUD
1945 tidak diatur secara khusus
mata uang apa yang harus di
pergunakan. Ketetapan menge-
nai mata uang apa yang akan
dipakai ditetapkan melalui un-
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dang-undang. Konsekuensi pe-
netapan mata uang dengan
undang-undang berarti akan
ditentukan oleh pemerintah
dan dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). Ketentuan yang demi-
kian dapat kita jumpai dalam
Pasal 23B yang berbunyi, “Ma-
cam dan harga mata uang
ditetapkan dengan undang-
undang.”

Menyinggung dengan hal
sistem perekonomian  maka
tidak dapat dilepaskan dengan
sistem perbankan. Hal ini diatur
dalam Pasal 23D UUD 1945
amandemen yang berbunyi,
“Negara memiliki suatu bank
sentral yang susunan, kedu-
dukan, kewenangan, tang-
gung jawab dan independen-
sinya diatur dengan undang.”

Telaah subtansial pasal
tersebut bahwa negara me-
miliki suatu bank sentral. Bank
sentral yang dimaksud dalam
UUD 1945 yang seperti apa dan
apakah harus dikelola oleh
pemerintah atau swasta juga
boleh mengelola hal ini juga
terdapat kekaburan. Kekabur-
an ini di tambah pula dengan
kewenangan yang cukup inde-
penden.

Dari beberapa pasal ter-

sebut didapati beberapa hal
mengenai penyelengaraan dan
pengelolaan keuangan sebagai
berikut.
1 . Segala pengaturan dan pe-

ngelolaan keuangan negara
dikelola melalui APBN yang
bertujuan untuk mening-
katkan kemakmuran rakyat

2. Adanya lembaga Badan
Pengawas Keuangan yang
artinya hal ini menganut
sistem check and balances.

3. Adanya penetapan mata
uang.

4. Adanya bank sentral yang
mempunyai kewenangan
secara independen.

Badan Pemeriksa Ke-
uangan merupakan satu-satu-
nya lembaga pemeriksa ekster-
nal keuangan negara dan pe-
ranannya perlu lebih diman-
tapkan sebagai lembaga yang
independen dan profesional.
Dalam Perubahan Ketiga UUD
Tahun 1945 antara lain me-
ngatur Badan Pemeriksa Ke-
uangan yang semula hanya satu
ayat dari Pasal 23 UUD Tahun
1945 dikembangkan menjadi
satu bab tersendiri (Bab VIIIA)
dengan tiga pasal (23E, 23F dan
23G) yang dirinci dalam tujuh
ayat yang kesemuanya itu mem-
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berikan dukungan konstitusi
yang lebih kuat lagi kepada
Badan Pemeriksa Keuangan
sebagai lembaga pemeriksa
eksternal di bidang keuangan
negara.

Untuk lebih jelasnya isi
dari Pasal 23E ayat (1) UUD
1945 hasil amandemen ber-
bunyi, “Untuk memeriksa pe-
ngelolaan dan tanggung ja-
wab tentang keuangan negara
diadakan satu Badan Peme-
riksa Keuangan yang bebas
dan mandiri.”

Pasal ini merupakan upa-
ya untuk melakukan kontrol
terhadap penyelenggaraan pe-
merintahan yang berkaitan
dengan keuangan negara. Cita-
cita yang hendak diwujudkan
adalah menciptakan sistem
pemerintahan yang bersih dan
berwibawa. Dianutnya sistem
pemerintahan yang bersih akan
mempunyai ciri-ciri12 : a). Taat
hukum (rule of law); kerangka
hukum yang adil dan dilaksana-
kan tanpa diskriminasi, ter-
utama hukum yang berlaku
untuk perlindungan hak asasi
manusia; b). Transparansi;
dibangun atas dasar kebebasan
arus informasi. Informasi me-
ngenai proses pengambilan

keputusan dan pelaksanaan
kerja lembaga-lembaga dapat
diterima oleh mereka yang
membutuhkan. Informasi ter-
sebut harus dapat dipahami dan
dapat dipantau.

e. Landasan Perekonomian
Sejarah perumusan pasal

per pasal dalam UUD 1945 me-
ngalami banyak perdebatan.
Sejak UUDS 1950 dan UUD
1945 perdebatan dalam pem-
bahasannya acapkali terjadi
dan terulang dengan materi
dan syarat pertarungan prinsip
muncul di permukaan. Hal ini
terulang kembali pada aman-
demen yang keempat yang
berkaitan dengan Pasal 33.

Perdebatan itu di awali
oleh Mubyarto yang menya-
takan bahwa perbedaan pen-
dapat itu sangat menyangkut
persoalan hajat hidup orang
banyak, yaitu mengenai asas
kekeluargaan dalam pereko-
nomian nasional, terutama
menyangkut Pasal 33 UUD
1945. Perbedaan itu terjadi
antara Mubyarto dan ekonom
lainnya seperti Sjahrir, Sri Adi-
ningsih, dan Sri Mulyani serta
Didik J. Rachbini. Keinginan
Mubyarto untuk tidak meng-
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hapus asas perekonomian yang
berkekeluargaan, terutama
Pasal 33 UUD 1945. Mubyarto
menolak penghapusan Pasal 33
UUD 1945, padahal sebagian
besar anggota tim ahli ekonomi
Badan Pekerja MPR berusaha
keras agar pasal itu dihapus,
dan diganti pasal baru. Dua
ekonom, yaitu Mubyarto dan
Dawam Rahardjo, mengupaya-
kan agar pasal itu tetap diper-
tahankan. Sementara lima eko-
nom lainnya berusaha meng-
hapus. Posisi dua dibanding
lima itu menyebabkan Mubyar-
to mengundurkan diri.13

Menurut Mubyarto, ia
berpendapat bahwa ada tiga
istilah berbeda yang dalam
prakteknya digunakan secara
bergantian dan sering dianggap
sama arti yaitu Kesejahteraan
Sosial  (judul bab XIV UUD
1945), Kemakmuran Rakyat
(Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
dan Penjelasannya), dan Kese-
jahteraan Rakyat (nama se-
buah Kementerian Koor-
dinator). Kebanyakan orang ti-
dak berminat secara serius
membahas secara ilmiah per-
bedaan ketiga istilah tersebut.
Akibat dari keengganan ini
jelas, yaitu tidak pernah ada

kepastian dan ketegasan apa
misi sosial instansi-instansi
pemerintah atau kementerian
utama yang berada dalam ling-
kup Menko Kesejahteraan Rak-
yat seperti Departemen Pendi-
dikan Nasional, Departemen
Agama, atau Departemen/Ke-
menterian Sosial. Jika judul bab
XIV yang mencakup Pasal 33
UUD 2002 (amandemen Pasal
33 UUD 1945) diubah dari
hanya Kesejahteraan Sosial
menjadi Perekonomian Nasio-
nal dan Kesejahteraan Sosial
(terdiri atas 5 pasal, 3 pasal
lama dan 2 pasal baru), maka
anggota MPR kita rupanya telah
tersesat ikut menganggap bah-
wa perekonomian nasional bisa
dilepaskan kaitannya dengan
kesejahteraan sosial. Pada saat
disahkannya UUD 1945 para
pendiri negara tidak ragu-ragu
bahwa baik buruknya pereko-
nomian nasional akan ikut me-
nentukan tinggi rendahnya
kesejahteraan sosial. Dalam
kaitan dengan dasar-dasar ilmi-
ah lahirnya ilmu ekonomi, para
pendiri negara berpandangan
bahwa ilmu ekonomi adalah
cabang/bagian dari ilmu sosial
yang pengamalannya akan ber-
manfaat bagi kesejahteraan
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rakyat. 14

Untuk lebih jelasnya ini-
lah hasil dari amandemen ke-
empat Pasal 33 UUD 1945 yang
berbunyi :
(1) Perekonomian disusun se-

bagai usaha bersama ber-
dasar atas asas kekeluar-
gaan.

(2) Cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak di
kuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar ke-
makmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional di
selenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersa-
maan, efisiensi berkeadil-
an, berkelanjutan, berwa-
wasan lingkungan, keman-
dirian, serta dengan men-
jaga keseimbangan kema-
juan dan kesatuan ekonomi
nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut me-
ngenai pelaksanaan pasal
ini diatur dengan undang-
undang.

Pada ayat (1) sampai de-
ngan ayat (3) tidak mengalami
perubahan yang signifikan,
orientasi pasal ini masih sama
pada awal pembentukan UUD
1945. Di mana perekonomian
masih menjadi tanggung jawab
negara untuk kemakmuran rak-
yat dengan asas kekeluargaan
dengan langkah bahwa pengua-
saan terhadap cabang produksi
yang penting dan menguasai
hajat hidup orang banyak di-
kuasai oleh negara.15

Perbedaan setelah aman-
demen adalah ditambahkan
ayat (4) yang sekiranya meng-
akomodasi dihilangkannya pen-
jelasan dengan menekankan
adanya demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelan-
jutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian.

Pasal 33 UUD 1945 me-
nyebutkan bahwa sumber daya
alam dikuasai negara dan diper-
gunakan sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa mo-
nopoli pengaturan, penyeleng-
garaan, penggunaan, persedia-
an dan pemeliharaan sumber
daya alam serta pengaturan
hubungan hukumnya ada pada
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negara. Pasal 33 mengamanat-
kan bahwa perekonomian In-
donesia akan ditopang oleh 3
(tiga) pemain utama yaitu ko-
perasi, BUMN/D (Badan Usaha
Milik Negara/Daerah), dan swas-
ta yang akan mewujudkan de-
mokrasi ekonomi yang ber-
cirikan mekanisme pasar, serta
intervensi pemerintah, serta
pengakuan terhadap hak milik
perseorangan. Penafsiran dari
kalimat “dikuasai oleh negara”
dalam ayat (2) dan (3) tidak
selalu dalam bentuk kepemi-
likan tetapi utamanya dalam
bentuk kemampuan untuk me-
lakukan kontrol dan pengaturan
serta memberikan pengaruh
agar perusahaan tetap ber-
pegang pada asas kepentingan
mayoritas masyarakat dan se-
besar-besarnya kemakmuran
rakyat

Jiwa Pasal 33 berlan-
daskan semangat sosial, yang
menempatkan penguasaan ba-
rang untuk kepentingan masya-
rakat pada negara. Pengaturan
ini berdasarkan anggapan bah-
wa pemerintah adalah peme-
gang mandat untuk melaksana-
kan kehidupan kenegaraan di
Indonesia. Untuk itu, peme-
gang mandat ini seharusnya

punya legitimasi yang sah dan
ada yang mengontrol tindak
tanduknya, apakah sudah men-
jalankan pemerintahan yang
jujur dan adil, dapat dipercaya
(accountable), dan transparan
(good governance).

Beberapa pendapat pe-
nulis terhadap proses maupun
subtansi dari arah politik hu-
kum ekonomi yang hendak di
capai pasca dilakukan aman-
demen adalah :
a. Bahwa asas dalam sistem

perekonomian adalah asas
kekeluargaan yang lebih
bercorak sosialisme Hatta
dan bukan dipahami se-
bagai asas kekeluargaan
yang kekerabatan atau per-
koncoan. Di mana akar dari
sosialisme Hatta ini berakar
dari paham kolektivisme
yang menekankan masya-
rakat sebagai primer dan
individu sebagai sekunder.

b. Bahwa negara bertanggung
jawab terhadap penyeleng-
garaan perekonomian de-
ngan melakukan pengua-
saan cabang-cabang pro-
duksi yang menguasai hi-
dup orang banyak. Artinya
cabang-cabang produksi
itu adalah hal-hal yang me-
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nyangkut kebutuhan pri-
mer yang dibutuhkan oleh
masyarakat.

c . Bahwa negara bertanggung
jawab untuk penguasaan
bumi, air dan kekayaan
alam untuk kemamuran
rakyat. Tujuan dari pengua-
saan tersebut tidak lain
adalah sebagai upaya me-
nuju jalan kesehateraan
masyarakat. Penguasaan

tersebut tidak boleh di per-
gunakan atas nama negara
untuk kepentingan pribadi
atau golongan.

d. Bahwa dalam menjalankan
sistem perokonomian mem-
perhatikan demokrasi eko-
nomi, asas kemandirian dan
efisiensi keadilan, berwa-
wasan lingkungan.

e. Hemat penulis bahwa fon-
dasi ekonomi tentang ga-

Tabel 1. Tabulasi konstruksi Politik Hukum Ekonomi
UUD 1945 Amandemen
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gasan-gagasan yang ter-
tuang dalam Pasal 33 ini
tidak jelas antara bangunan
sosialisme Hatta atau ke
arah sistem ekonomi li-
beral, akan tetapi dalam nu-
ansa pembentukan dan me-
lihat jiwa dari Pasal 33 uta-
manya ayat (4) lebih kental
pada aroma liberalisme
ekonomi.

Dengan mendasarkan
pada lima indikator yang dibuat
penulis sebelumnya maka se-
cara ringkas politik hukum
ekonomi dalam UUD 1945  bisa
dapat dilihat dalam tabel 1.

Beberapa hal yang me-
nonjol dalam cita-cita negara
dalam Pembukaaan seperti
kedaulatan, persatuan, keadil-
an dan kemakmuran. Negara
memberikan perlindungan dan
memajukan kesejahteraan rak-
yat. Kedaulatan rakyat yang
didasarkan atas ke-Tuhan-an,
kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat dalam permusyaratan
dan perwakilan. Dan melihat
relasi negara dan masyarakat
negara mempunyai peran un-
tuk menyejahterakan masya-
rakatnya. Secara keseluruhan

menggambarkan relasi negara
dan masyarakat dengan tipe
negara welfare state.

Sedangkan dalam lan-
dasan perekonomian dalam
UUD 1945 amandemen belum
mencirikan arah sistem eko-
nomi yang hendak dibangun
apakah sistem ekonomi liberal
ataukah pada sistem ekonomi
sosialis. Ketidak-jelasan (am-
biguitas) ini terjadi pada lan-
dasan ekonomi yang mene-
kankan  demokrasi ekonomi, di
mana demokrasi pada bidang
prekonomian artinya tergan-
tung masing-masing individu
dengan mengandalkan kemam-
puan dan kapasitas. Artinya
negara dan masyarakat di-
pandang satu subyek pelaku
ekonomi yang sama.

Negara yang dipandang
sebagai pelaku ekonomi yang
sama dengan masyarakat mem-
punyai konsekuensi di mana
negara tidak dapat menguasai
cabang-cabang produksi yang
menyangkut hajat hidup orang
banyak. Hal ini dapat diartikan
pula bahwa negara tidak dapat
memonopoli cabang-cabang
produksi untuk masyarakat.
Cita-cita yang hendak dibangun
dalam konstitusi untuk me-
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wujudkan kemakmuran dan
kesejahteraan tidak dapat
secara optimal dilakukan.

Demokrasi ekonomi akan
lebih mendekatkan kepada se-
buah sistem ekonomi liberal.
Negara hanya menjadi wasit
saja dalam membangun eko-
nomi negara dan tidak menjadi
pelaku ekonomi. Sistem yang
seperti ini menurut Hans Kelsen
negara hanya bersifat pasif.

IV. Penutup
Konstruksi politik hukum

ekonomi UUD 1945, pertama,
negara memberikan perlin-
dungan dan memajukan kese-
jahteraan rakyat. Kedaulatan
rakyat yang didasarkan atas
ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan
beradab persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat dalam permusyaratan/
perwakilan dan negara mem-
punyai tanggung jawab dalam
menyejahterakan masyarakat.
Negara bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan sistem
kehidupan masyarakatnya. Ke-
dua, bentuk negara dan sistem
pemerintahan: bentuk negara
kesatuan. Ketiga, hak warga
negara: dijaminnya hak-hak

dasar manusia secara menye-
luruh. Negara menjamin hak-
hak dasar manusia. Keempat,
sistem keuangan negara diatur
dengan adanya mata uang,
anggaran, BPK, independensi
bank, pajak, kebijakan mone-
ter. Sementara itu, peran ne-
gara adalah membangun sistem
moneter melalui APBN dan juga
bank sentral yang independen,
artinya di luar kendali negara.
Kelima, landasan ekonomi asas
kekeluargaan, kolektivisme,
penguasaan pada cabang pro-
duksi yang penting, penguasaan
sumber daya, dan demokrasi
ekonomi. Negara bertanggung
jawab dalam penyelenggaraan
perekonomian. Yang mengha-
ruskan negara berperan se-
bagai pemain ekonomi. Arti-
nya, bahwa ekonomi dalam
gagasan ini mendekati kepada
nuansa ekonomi politik kapi-
talistik. 
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Setiap putusan Mahka-
mah Konstitusi (MK) pastilah
mempertimbangkan pasal 50
UU nomor 24 tahun 2003 ten-
tang Mahkamah Konstitusi (UU
MK) sebagai norma yang meng-
atur tentang kewenangan untuk
mengukur apakah MK memiliki
kewenangan untuk melakukan
pemeriksaan dan pengujian
atas UU yang diajukan pemo-
hon untuk diuji.  Pasal 50 UU
MK adalah ketentuan yang me-
ngatur mengenai batasan UU
yang bisa diuji di MK. Pasal
tersebut mengatur bahwa “Un-
dang-undang yang dapat di-

mohonkan untuk diuji adalah
undang-undang yang diun-
dangkan setelah perubahan
Undang-Undang Dasar Ne-
gara Republik Indonesia tahun
1945.”1 Dalam Penjelasan pasal
50 UU MK lebih ditegaskan
bahwa yang disebut dengan
setelah perubahan UUD 1945
adalah perubahan pertama
UUD 1945 yang disahkan pada
tanggal 19 Oktober 1999.2 Ke-
tentuan tersebut berarti secara
eksplisit menetapkan bahwa
UU yang bisa diuji oleh MK
adalah UU yang disahkan dan
berlaku sejak tanggal 19 Ok-

PASAL 50 UU MK DALAM PUTUSAN
JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH

KONSTITUSI

OLEH

 DRS. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H., M.HUM.

Panitera Mahkamah Konstitusi RI
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tober 1999.
Berdasarkan pasal 56

ayat (1) UU MK, bilamana
ketentuan pasal 50 UU MK ini
tidak dipenuhi dalam permo-
honan pengujian UU maka
amar putusan MK harus me-
nyatakan permohonan “tidak
dapat diterima” (niet ontvan-
kelijk verklaard, inadmissible).
Implikasi putusan MK yang
menyatakan  “tidak  dapat  di-
terima” dengan “ditolak”3 ada-
lah berbeda. Implikasi dari
putusan “ditolak” adalah siapa
pun tidak boleh mengajukan
permohonan pengujian keten-
tuan pembentukan atau materi
muatan (sebagian atau kese-
luruhan) dari UU yang sama
yang pernah diuji (dan diputus)
oleh MK tersebut.4 Sedangkan
apabila putusan MK yang me-
nyatakan permohonan “tidak
dapat diterima” maka impli-
kasinya adalah masih terbuka
kemungkinan bagi “pihak lain”
untuk mengajukan permohon-
an pengujian yang sama. Pihak
lain yang dimaksud adalah or-
ang, kelompok atau badan hu-
kum yang memenuhi persya-
ratan legal standing sebagai
pemohon serta mampu menun-
jukkan kerugian konstitusio-

nalnya, sebagaimana diatur
dalam pasal 51 UU MK dan
yurisprudensi.55 Dalam pasal 51
ayat (1) UU MK terdapat 4
subjek hukum yang bisa men-
jadi pemohon dalam perkara
pengujian UU terhadap UUD
yaitu (i) perorangan, (ii) kesa-
tuan masyarakat hukum adat,
(iii) badan hukum publik atau
privat, dan (iv) lembaga ne-
gara.  Sedangkan yang dimak-
sud dengan yurisprudensi ada-
lah putusan MK atas

Perkara Nomor 006/
PUU-III/2005 dan Perkara
Nomor 010/PUU-III/2005,
dimana MK berpendapat bah-
wa kerugian yang timbul kare-
na berlakunya suatu UU me-
nurut Pasal 51 ayat (1) UU MK
harus memenuhi 5 (lima) sya-
rat, yaitu:
(a) adanya hak konstitusional

Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945;

(b) hak konstitusional Pemo-
hon tersebut dianggap oleh
Pemohon telah dirugikan
oleh berlakunya undang-
undang yang sedang diuji;

(c) kerugian konstitusional itu
bersifat spesifik (khusus)
dan aktual atau setidak-
tidaknya bersifat potensial
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yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipre-
diksikan akan terjadi;

(d) adanya hubungan sebab
dan akibat (causal ver-
band) antara kerugian kons-
titusional Pemohon dengan
undang-undang yang di-
mohonkan untuk diuji;

 Kemudian, bagaimana
bila putusan “tidak dapat di-
terima” tersebut didasarkan
kepada tidak dipenuhinya ke-
tentuan yang disebutkan dalam
pasal 50 UU MK. Dalam arti
bahwa UU yang dimintakan
pengujian tersebut adalah UU
yang diundangkan sebelum
perubahan pertama UUD 1945.
Secara normatif jelas, bahwa
atas pengujian UU yang di-
undangkan sebelum Perubahan
UUD 1945 meskipun putusan-
nya “tidak dapat diterima”,
namun tidak seorang pun dapat
mengajukan kembali permo-
honan atas UU yang sama. Hal
ini disebabkan UU MK yang
menjabarkan hukum acara MK
dalam kewenangannya untuk
menguji UU terhadap UUD te-
lah membatasi bahwa UU yang
dapat dimohonkan untuk diuji
hanyalah UU yang diundang-
kan setelah perubahan UUD

1945.
Namun demikian, dalam

praktek pelaksanaan kewe-
nangan MK menguji UU ter-
hadap UUD yang telah dilaku-
kan selama ini terdapat hal
menarik yang disajikan  MK
dalam putusan-putusannya
yang terkait dengan pelaksa-
naan pasal 50 UU MK. Ada 2
(dua) putusan MK dimana MK
memutus hal yang berbeda atas
pelaksanaan pasal 50 UU MK.
Pertama adalah putusan atas
perkara nomor 004/PUU-I/
2003 mengenai pengujian UU
nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung dan kedua
adalah perkara nomor 066/
PUU-II/2004 mengenai per-
kara pengujian UU nomor 24
tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan UU nomor 1
tahun 1987 tentang Kamar
Dagang dan Industri (UU
KADIN). Disebut “berbeda”
karena dalam putusan per-
tama, MK “mengenyamping-
kan” pelaksanaan pasal 50 UU
MK dalam memeriksa perkara
nomor 004/PUU-I/2003, se-
dangkan dalam putusan kedua,
MK melakukan “pembatalan”
atas keberlakuan pasal 50 UU
MK.
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Mengapa MK memutus
hal yang berbeda pada kedua
perkara tersebut berkaitan
dengan pelaksanaan pasal 50
UU MK? Tulisan ini mencoba
untuk menjelaskan apa yang
menjadi dasar pertimbangan
MK dalam memutus hal yang
berbeda sekaligus mendisemi-
nasikan teori-teori hukum yang
berkembang yang mendasari
pertimbangan hukum pada
putusan MK.

Penyampingan
Putusan MK dalam per-

kara nomor 004/PUU-I/2003
mengenai pengujian UU nomor
14 tahun 1985 dalam kaitannya
dengan pasal 50 UU MK, ma-
yoritas majelis hakim konsti-
tusi berpendapat bahwa karena
jabatannya, Hakim Konstitusi
harus “mengenyampingkan”
pasal 50 UU MK untuk meme-
riksa perkara yang diajukan
pemohon. Mengapa MK ber-
pendapat demikian?

Sebelum masuk pada
pembahasan pertimbangan
hukum putusan tersebut akan
diuraikan latar belakang dari
perkara ini terlebih dahulu.
Perkara ini adalah perkara yang
diajukan pemohon dalam masa

transisi pembentukan MK.
Maksudnya adalah, perkara ini
diterima oleh Mahkamah
Agung (MA) yang pada saat itu
melakukan sementara kewe-
nangan MK (sebelum terben-
tuk) yang diberikan oleh UUD.6

Perkara pengujian UU nomor
14 tahun 1985 ini adalah satu
diantara 14 (empatbelas) per-
kara pengujian UU yang di-
terima MA sebelum terben-
tuknya MK. Pada saat peng-
ajuan perkara ini, lembaga MK
belumlah terbentuk bahkan UU
MK pun belum ada. Mahkamah
Agung memiliki ketentuan hu-
kum acara mengenai pelak-
sanaan judicial review yang
diatur dalam Peraturan Mah-
kamah Agung (PERMA) nomor
02 tahun 2002. Pelaksanaan
proses judicial review di MA,
sebelum terbentuknya MK,
tunduk pada peraturan ini.
Namun hingga terbentuknya
MK, sampai pada proses serah
terima perkara,7 MA belum
memeriksa satupun perkara
yang masuk tersebut.

Setelah melakukan dua
kali pemeriksaan persidangan,
pada tanggal 30 Desember
2003, Majelis Hakim Konstitusi
membacakan putusan atas per-
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kara pengujian UU nomor 14
tahun 1985. Terlepas dari amar
putusan atas pokok perkara
dalam permohonan tersebut,
pembahasan selanjutnya akan
dititikberatkan pada bagai-
mana MK melaksanakan pasal
50 UU MK dalam putusan per-
kara itu.

Sebagaimana telah di-
sebutkan sebelumnya, bahwa
adanya ketentuan pasal 50 UU
MK membuat MK hanya boleh
menguji UU yang diundangkan
setelah perubahan pertama
UUD 1945. Atas tesis ini, dalam
putusan tersebut MK meru-
muskan permasalahan ini da-
lam dua pertanyaan pertama,
“apakah undang-undang yang
membentuk Mahkamah Kons-
titusi sebagai amanat atau
perintah Pasal 24C ayat (6)
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945, untuk mengatur lebih
lanjut tentang pengangkatan
dan pemberhentian Hakim
Konstitusi, hukum acara serta
ketentuan lainnya tentang
Mahkamah Konstitusi, dimak-
sudkan termasuk untuk meng-
atur pembatasan kewenangan
pengujian yang harus dilaku-
kan oleh Mahkamah Konsti-

tusi?”.8 Kedua, “…apakah ke-
kosongan aturan pengujian
undang-undang yang diun-
dangkan sebelum perubahan
pertama Undang-Undang Da-
sar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, tetapi dipandang
bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tersedia
atau akan diadakan lembaga
tersendiri untuk mengujinya?”9

 Pertanyaan pertama in-
tinya adalah mempermasalah-
kan apakah UU MK (sebagai UU
organik) dapat mengatur pem-
batasan kewenangan pengujian
yang dilakukan oleh MK. Atas
pertanyaan ini, MK melakukan
penafsiran atas pasal 24C ayat
(1) UUD 1945 mengenai kewe-
nangan konstitusional yang
dimiliki MK. Mayoritas hakim
berpendapat bahwa Pasal 24C
ayat (1) UUD 1945 merupakan
dasar kompetensi MK untuk
memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara yang diaju-
kan kepadanya, yang sifatnya
limitatif. Limitatif dalam arti
bahwa hanya hal-hal yang di-
sebut dalam pasal tersebut
sajalah yang menjadi kewe-
nangan MK. Terhadap kewe-
nangan ini, di satu pihak tidak
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dapat ditambahkan kewenang-
an lain dan di lain pihak tidak
dapat dikurangi. Pengurangan
ataupun penambahan keten-
tuan pasal tersebut hanya dapat
dilakukan karena adanya per-
ubahan terhadap pasal dimak-
sud dengan jalan perubahan
UUD 1945 sebagaimana diatur
dalam Pasal 37.10

Berikutnya, Pasal 24C
ayat (6) UUD 1945 adalah pasal
yang memerintahkan pemben-
tukan UU MK. Ketentuan Pasal
itu menyatakan bahwa
“…pengangkatan dan pember-
hentian Hakim Konstitusi, hu-
kum acara serta ketentuan lain-
nya tentang Mahkamah Konsti-
tusi diatur dengan undang-
undang”. Akan tetapi, keten-
tuan pasal ini tidaklah dapat
diartikan bahwa pembentuk
undang-undang dapat melaku-
kan pengaturan yang berten-
tangan dengan pokok substansi
yang diatur oleh UUD. Kewe-
nangan MK merupakan hal
yang sangat fundamental se-
hingga ditentukan dalam UUD.
Perlunya hal-hal lain untuk
diatur dalam UU, sebagaimana
dimaksud oleh Pasal 24C ayat
(6)  UUD 1945 harus diartikan
tidak lain untuk memungkinkan

dan mendukung agar MK dapat
menjalankan kewenangannya
sebagaimana telah ditentukan
oleh UUD. Keberadaan UU MK
sebagai pelaksanaan Pasal 24C
ayat (6) UUD 1945 adalah se-
bagai UU yang berfungsi untuk
melaksanakan UUD dan tidak
membuat aturan baru apalagi
yang bersifat membatasi pe-
laksanaan UUD.11

Untuk melaksanakan pe-
rintah pasal 24C ayat (6) UUD
1945 pembuat undang-undang
mempunyai kewenangan untuk
menentukan hal yang terbaik
dan dianggap tepat, namun
pembentuk undang-undang
tidak dapat mengubah hal-hal
yang secara tegas telah di-
tentukan oleh UUD, apalagi
menyangkut kewenangan lem-
baga negara yang diatur oleh
UUD. Pasal 50 UU MK dipan-
dang mereduksi kewenangan
MK yang diberikan UUD 1945
dan bertentangan dengan dok-
trin hirarki norma hukum yang
telah diakui dan diterima se-
cara universal.12

Berkaitan dengan peng-
ujian UU nomor 14 tahun 1985
yang sedang diperiksa oleh MK,
adanya Pasal 50 UU MK yang
mengatur pembatasan kewe-
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nangan pengujian undang-un-
dang terhadap Undang-Undang
Dasar dapat menghambat pe-
laksanaan tugas konstitusional
MK.

Kemudian, permasalah-
an kedua mengenai bilamana
keberadaan pasal 50 UU MK
dapat dibenarkan apakah ter-
sedia lembaga untuk menguji
UU yang diundangkan sebelum
perubahan UUD. Dalam
putusan tersebut mayoritas
hakim berpendapat bahwa jika
seandainya benar (quod non)
Pasal 50 UU MK dipandang
sebagai delegasi wewenang
secara sah yang diamanatkan
oleh UUD 1945 maka timbul
kekosongan dimana tidak ada
badan peradilan atau lembaga
tertentu yang disebut berwe-
nang memeriksa, mengadili dan
memutus permohonan peng-
ujian undang-undang yang di-
undangkan sebelum perubahan
pertama UUD 1945. Dan per-
masalahan ini terjadi dalam
pengujian UU nomor 14 tahun
1985.

Ketentuan Pasal 50 UU
MK akan menciptakan berlaku-
nya tolok ukur ganda dalam
sistim hukum Indonesia de-
ngan tetap membiarkan sah dan

mempunyai kekuatan hukum
mengikat UU yang diundang-
kan sebelum perubahan UUD
1945, meskipun UU tersebut
melanggar hak dan/atau kewe-
nangan konstitusional per-
orangan, kelompo orang atau
lembaga karena tidak ada lem-
baga yang bisa menguji UU
tersebut.  Dalam hal demikian
MK wajib memeriksa dan meng-
adili karena MK tidak boleh
menolak perkara atas dasar
tidak ada hukumnya. Akan te-
tapi, adalah menjadi kewajiban
MK untuk menemukan norma
dimaksud sehingga terlepas
dari adanya ketentuan Pasal 50
UU MK. Oleh karena salah satu
maksud dari kehadiran MK
adalah untuk membawa semua
perbedaan pendapat tentang
hukum yang menyangkut un-
dang-undang yang dipandang
bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar untuk diselesai-
kan oleh pihak ketiga yang
netral dan imparsial, berdasar
hukum dan keadilan.13

Berdasarkan argumen-
tasi tersebut MK melakukan
penyampingan (mengenyam-
pingkan) Pasal 50 UU MK untuk
kemudian memeriksa, meng-
adili serta memutus pokok per-
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kara permohonan tersebut.
Yang dimaksud dengan pe-
nyampingan tersebut adalah
tidak sama dengan pengujian,
karena pasal 50 UU MK tidak
dimohonkan untuk diuji oleh
pemohon. Penyampingan juga
tidak sama dengan interpretasi
atau penafsiran, karena MK
memang tidak bermaksud un-
tuk melakukan panafsiran atas
pasal 50 UU MK, akan tetapi MK
memang melakukan penafsiran
atas pasal 24C UUD 1945.
Penyampingan ini tidak mem-
batalkan atau menyatakan sua-
tu ketentuan undang-undang
tidak lagi mempunyai kekuatan
hukum mengikat (dalam hal ini
pasal 50 UU MK), tetapi dalam
kasus tertentu, ketentuan un-
dang-undang atau peraturan
perundang-undangan itu kare-
na suatu alasan dikesamping-
kan.14

Sebagai catatan, bahwa
dalam putusan ini terdapat 3
(tiga) oarang hakim konstitusi
yang menyatakan pendapat
berbeda (dissenting opinion).
Namun demikian, alasan serta
argumentasi dissenting para
hakim akan dijabarkan dalam
pembahasan mengenai “pem-
batalan” sebab ketiga hakim ini

secara konsisten menyampai-
kan argumentasinya dalam
putusan “pembatalan” keber-
lakuan pasal 50 UU MK dengan
argumentasi yang lebih tajam.

Pembatalan
Manakala dalam putusan

perkara nomor 004/PUU-I/
2003, pasal  50 UU MK di-
kesampingkan dengan argu-
mentasi sebagaimana tersebut
diatas. Maka dalam perkara
nomor 066/PUU-II/2004, pa-
sal 50 tersebut dinyatakan
bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
Mengapa terhadap pasal yang
sama, MK bersikap lain dari
yang pernah dilakukan?

Berdasarkan permohon-
an yang diajukan (perkara no-
mor 066/PUU-II/2004), pe-
mohon mengajukan 2 (dua)
pengujian UU sekaligus dalam
sebuah permohonan. Model
permohonan ini belum pernah
dilakukan sebelumnya. Kalau-
pun praktek yang lazim di-
lakukan adalah MK mengga-
bungkan dua perkara atau lebih
dimana UU yang diuji adalah
sama meski diajukan oleh pe-



143������ ����������, VOLUME 2, NOMOR 3, NOVEMBER 2005

mohon yang berbeda. Atau
bahkan MK memeriksa 2 (dua)
perkara secara terpisah meski
diajukan oleh pemohon yang
sama, seperti pada kasus peng-
ujian UU Sisdiknas15 dan UU
APBN TA 200516 yang diajukan
oleh pemohon yang sama. Na-
mun dalam perkara nomor
066/PUU-II/2004 ini, MK me-
meriksa dua pengujian UU se-
kaligus yaitu UU MK dan UU
Kadin. Cara ini ditempuh oleh
pemohon agar pemohon me-
miliki akses untuk meminta
pengujian UU Kadin yang nota-
bene diundangkan pada tahun
1987. Oleh karena itu, pemohon
juga meminta MK agar sebe-
lumnya MK menguji pasal 50
UU MK terlebih dahulu se-
belum melakukan pengujian
atas UU KADIN.

Secara sekilas terkesan
bahwa ada perbedaan putusan
MK atas pasal 50 UU MK. Pa-
dahal tidak demikian adanya.
Karena dalam perkara 004/
PUU-I/2003, pasal 50 UU MK
tidak dimohonkan pengujian
oleh Pemohon. Dengan tidak
diajukannya pasal tersebut
sebagai permohonan pengujian
maka MK tidak menilai konsti-
tusionalitasnya. Karenanya

tidak ada putusan MK atas pasal
50 UU MK dalam perkara 004/
PUU-I/2003.

Permasalahan dalam
perkara 004/PUU-I/2003
adalah bahwa kepada MK di-
ajukan permohonan pengujian
terhadap materi muatan UU
nomor 14 tahun 1985. Yang
berarti UU yang dimohonkan
pengujian ini diundangkan se-
belum terjadinya perubahan
UUD 1945. Dengan demikian
MK menghadapi permasalahan
untuk mengujinya karena ada-
nya ketentuan dalam pasal 50
tersebut. Akhirnya dengan
argumentasi sebagaimana te-
lah diuraikan sebelumnya MK
mengambil sikap “menge-
nyampingkan” ketentuan pasal
50 tersebut. MK tidak memutus
(melakukan pengujian atas
pasal 50 UU MK) melainkan
“mengenyampingkan”-nya ka-
rena ketentuan pasal tersebut
menghalangi pelaksanaan tu-
gas-tugas konstitusionalitas-
nya.

Sedangkan dalam per-
kara nomor 066/PUU-II/2004
pemohon secara tegas me-
minta MK melakukan pengujian
atas pasal 50 UU MK. Sesung-
guhnya dapat dibaca secara



144 ������ ����������, VOLUME 2, NOMOR 3, NOVEMBER 2005

jelas tujuan utama dari per-
mohonan ini adalah meminta
MK menguji UU nomor 1 tahun
1987, akan tetapi adanya keten-
tuan pasal 50 UU MK meng-
halangi tujuan utama pemohon
maka pemohon pun meminta
MK melakukan pengujian atas
pasal 50 UU MK untuk mem-
peroleh akses pada tujuan uta-
ma permohonan.

Terlepas dari apapun
motif dibelakang pengujian
yang diajukan oleh pemohon,
MK harus memriksa, mengadili
dan memutus konstitusional-
itas pasal 50 UU MK karena
adanya permohonan untuk
menguji ketentuan pasal ter-
sebut. Karena itu MK harus
memutus permohonan peng-
ujian pasal 50 UU MK layaknya
putusan atas perkara pengujian
UU lainnya. Dan putusan MK
atas pengujian pasal 50 UU MK
ini adalah mengabulkan per-
mohonan pemohon. Yang ber-
arti sejak putusan tersebut
diucapkan, pasal 50 UU MK
bertentangan dengan UUD dan
tidak lagi mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

Pertimbangan hukum
pengujian pasal 50 UU MK
dalam perkara 066/PUU-II/

2004 ini tidak berbeda dengan
pertimbangan yang diputuskan
hakim dalam perkara 004/
PUU-I/2005. Sebagaimana te-
lah dibahas diatas setidaknya
ada 2 kelompok besar per-
masalahan pembahasan kons-
titusionalitas pasal 50 UU MK.
Pertama adalah mengenai per-
debatan bahwa ketentuan pasal
50 UU MK telah mereduksi
kewenangan MK yang diatur
dalam UUD. Penjelasan atas
argumentasi terhadap pen-
dapat ini telah diuraikan diatas
oleh karena itu yang akan di-
jelaskan selanjutnya adalah
argumentasi dari pendapat
yang berbeda. 3 orang hakim
yang menyampaikan dissenting
opinion pada intinya memiliki
pandangan yang sama bahwa
ketentuan pasal 50 UU MK ini
tidak bermaksud untuk me-
reduksi kewenangan MK yang
diberikan oleh UUD. Argumen-
tasinya adalah antara lain bah-
wa MK memiliki kewenangan
konstitusional dan kewenangan
prosedural (beracara). Kewe-
nangan konstitusional ini di-
atur dalam pasal 24 C ayat (1)
dan kewenangan prosedural
diberikan oleh konstitusi untuk
diatur dalam UU sebagaimana
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diatur dalam pasal 24C ayat (6)
UUD 1945. Ketentuan dalam
pasal 50 UU MK adalah salah
satu diantara pelaksanaan ke-
wenangan prosedural MK dan
bukan pembatasan pelaksa-
naan kewenangan konstitusio-
nalnya. Selain itu, dari sisi
sistematika, pasal 50 ini berada
dalam bab V (mengenai Hukum
Acara) dalam UU MK dan bu-
kan berada dalam bab III (me-
ngenai Kekuasaan Mahkamah
Konstitusi) UU MK. Pembedaan
penempatan ketentuan pasal ini
setidaknya menjelaskan para-
digma pembuat UU akan ada-
nya perbedaan pelaksanaan
kewenangan yang dimiliki oleh
MK sebagaimana argumentasi
yang dikemukakan diatas.

Kemudian atas perma-
salahan kedua bahwa adanya
pasal 50 UU MK ini membuat
adanya tolok ukur ganda serta
permasalahan siapa yang akan
menguji UU yang diundangkan
sebelum perubahan UUD, pen-
dapat berbeda memiliki be-
berapa argumentasi. Argu-
mentasi yang dikemukakan
adalah bahwa upaya untuk
menguji UU yang diundangkan
sebelum UUD adalah melalui
upaya legislative review dan

bukan dengan judicial review.
Selain itu,  adanya pembatasan
yang diatur oleh pasal 50 ini
justru akan menimbulkan ke-
pastian hukum bagi para pen-
cari keadilan. Alasannya adalah
bahwa boleh jadi pembatasan
ini tidak memnuhi rasa ke-
adilan sesaat tapi adanya pem-
batasan atau perlakuan yang
berbeda atas berlakunya UU
yang dapat diuji ini suatu saat
akan menciptakan kepastian
hukum   dalam   memantapkan
penegakan  hukum  dan me-
wujudkan keadilan yang se-
sungguhnya.17

Dalam argumentasi pen-
dapat yang berbeda juga di-
jelaskan pula mengenai asas
kemanfaatan hukum yang mun-
cul dari adanya pembatasan
yang diatur dalam pasal 50 UU
MK ini. Manfaat yang diperoleh
dengan adanya pembatasan ini
adalah bahwa ketentuan ini
dapat mencegah adanya ke-
mungkinan terjadi penumpuk-
an perkara (papieren muur)
akibat penyelesaian perkara
yang berlarut-larut dan tak
kunjung usai. Alasan ini di-
kemukakan dengan melihat
pelajaran yang diambil dari
pengalaman MA, juga dengan
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melihat kenyataan bahwa jum-
lah hakim konstitusi hanya
terdiri dari 9 (sembilan) orang.

Argumentasi lain dari
pendapat berbeda (dissenting
opinion) pada pokoknya me-
nyatakan bahwa hakim bisa saja
melakukan penafsiran, akan
tetapi tidak boleh sewenang-
wenang, karena hakim harus
tunduk pada kehendak pem-
buat undang-undang. Ketun-
dukan pada maksud pembuat
undang-undang itu disamping
mengikat penduduk juga meng-
ikat administasi negara dan
hakim. Lebih-lebih menurut-
nya pula, bahwa Pasal 50 UU
MK merupakan aturan main
(spell regels) sebagai hukum
acara yang bersifat publik ada-
lah hukum memaksa
(dwingenrechts) yang meng-
ikat hakim itu sendiri.

Di samping apa yang te-
lah diuraikan tersebut, masih
terdapat argumentasi bahwa
MK dan pengujian undang-
undang tidak dikenal dalam
undang-undang dasar sebelum
perubahan, bahkan UUD Se-
mentara dan Konstitusi Re-
publik Indonesia Serikat de-
ngan gamblang mengatur un-
dang-undang tidak dapat di-

ganggu gugat (wet is onschend-
baar). Oleh karena itu adalah
logis apabila pembentuk un-
dang-undang membatasi ke-
wenangan MK hanya untuk
menguji undang-undang yang
dibuat dan dilahirkan ber-
dasarkan UUD 1945 setelah
perubahan pertama pada tang-
gal 19 Oktober 1999.

Penutup
Perdebatan keberadaan

pasal 50 UU MK dalam praktek
beracara di MK menjadi isu
yang menarik untuk dikaji lebih
dalam secara akademis. Ten-
tunya kajian tersebut akan
sangat bernilai bagi pengem-
bangan teori hukum tata ne-
gara. Namun demikian, segala
putusan MK tetap pada sifatnya
yang final and binding. Oleh
sebab itu, kajian atas putusan
MK berada dalam koridor bu-
kan untuk melakukan penilaian
atas putusan MK itu sendiri,
mengenai mana/apa yang be-
nar dan mana/apa yang salah,
terutama dengan adanya dis-
senting opinion. Satu pelajaran
berharga yang bisa dipetik
dengan adanya pencantuman
pendapat yang berbeda sebagai
bagian tak terpisah dari putusan
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adalah bahwa kita menjadi
belajar untuk menghargai per-
bedaan pendapat.

Tulisan ini hadir untuk
menjadi pembatas agar pem-
baca memperoleh gambaran
mengapa MK memutus untuk
“mengenyampingkan” dan
“membatalkan” disisi lainnya
pasal 50 UU MK. 

Endnotes

1 Indonesia, Undang-undang
tentang Mahkamah Konstitusi,
UU nomor 24 tahun 2003, LN
nomor 98, TLN nomor 4316.

2 Ibid.
3 Berdasarkan pasal 56 ayat

(5) UU MK, amar putusan
permohonan “ditolak” adalah
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tidak bertentangan dengan UUD
baik mengenai pembentukannya
maupun sebagian atau

keseluruhan dari materi
muatannya.

4  Ibid., pasal 60(e)adanya
kemungkinan bahwa dengan
dikabulkannya permohonan,
maka kerugian konstitusional
yang didalilkan tidak akan atau
tidak lagi terjadi.

6 lihat Pasal III Aturan
Peralihan UUD 1945. Ditetap-
kannya Pasal III Aturan Per-
alihan yang merupakan proses
Perubahan keempat UUD 1945
(ditetapkan pada tanggal 10
Agustus 2002) membuat peng-
aturan bahwa sebelum diben-
tuknya MK  (paling lambat 17
Agustus 2003) maka segala
kewenangannya dilakukan oleh
MA.

7 Serah terima perkara
(kewenangan MK) dari MA ke MK
adalah pada tanggal 15 Oktober
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8 Mahkamah Konstitusi,
Putusan atas Perkara Nomor
004/PUU-I/2003 perihal

Pengujian Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, hal 9.
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10 Ibid., hal. 10
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12 Ibid., hal 10-11
13 Ibid., hal. 12
14 Ibid.
15 Perkara nomor 011/PUU-

III/2005 mengenai pengujian
Undang-undang  nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional terhadap
UUD 1945

16 Perkara nomor 012/PUU-
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Judul Buku: Konstitusi & Konstitusionalisme
Indonesia
Pengarang: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Penerbit: Konstitusi Press, Jakarta
Cetakan: Pertama, Juli 2005.Tebal: xiv +

Studi Hukum Tata Nega-
ra di Indonesia selama ini dido-
minasi oleh pengkajian secara
normatif terhadap ketentuan-
ketentuan dalam UUD 1945,
terutama terkait dengan masa-
lah struktur negara dan hu-
bungan antara lembaga-lem-
baga negara. Padahal Hukum
Tata Negara (constitutional
law, droit constitutionale,
staatsrecht) memiliki lingkup
studi yang lebih luas atas aspek-
aspek konstitusi, baik aspek
filosofis, historis, normatif,
maupun sosiologis.

Konstitusi pada masa

Romawi dikenal dengan istilah
constitutio yang berarti the
acts of legislation by the em-
peror. Sebelumnya, pada masa
Yunani, istilah constitutio ti-
dak ditemui, yang digunakan
adalah istilah politeia atau pol-
ity. Di Inggris, peraturan per-
tama yang menggunakan isti-
lah konstitusi adalah Constitu-
tions of Clarendon 1164. Pada
masa-masa berikutnya istilah
konstitusi sering dipertukarkan
dengan istilah lex atau edictum.
Istilah konstitusi juga digu-
nakan untuk menyebut titah

KONSTITUSI DAN
KONSTITUSIONALISME:

DARI PAHAM HINGGA PELAKSANAAN

Oleh Muchamad Ali Safa’at
Kandidat Doktor

Universitas Indonesia
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raja atau ratu (a royal edict).
Magna Charta 1225 dikenal
sebagai constitutio libertatis.
Istilah constitutio atau consti-
tution kemudian menjadi ba-
gian dari kosa kata utama masa-
lah kenegaraan.

Berdasarkan pada per-
kembangan istilah konstitusi,
makna yang dimiliki berkem-
bang menjadi suatu yang diang-
gap mendahului dan mengatasi
pemerintahan dan segala kepu-
tusan serta peraturan lainnya.
Thomas Paine menyatakan
bahwa “a constitution is not the
act of government but of the
people constituting a govern-
ment”. Konstitusi mendahului
dan mengatasi pemerintahan,
menunjukkan sifatnya yang su-
perior dan daya ikatnya ter-
hadap pemerintahan. Sifat su-
perior dan daya ikat tersebut
dengan sendirinya membatasi
kekuasaan pemerintahan. Ini-
lah yang disebut dengan kon-
stitusionalisme sebagai paham,
yaitu bahwa kekuasaan harus
dibatasi dan fungsi utama kon-
stitusi adalah untuk membatasi
kekuasaan untuk mencegah
penyalahgunaan kekuasaan
yang telah terjadi sepanjang
perjalanan umat manusia. Prak-

tek penyalahgunaan kekuasaan
tersebutlah yang mendorong
munculnya konsep-konsep hak
asasi manusia, negara hukum
dan demokrasi sebagai salah
satu materi konstitusi.

Konstitusi saat ini me-
miliki beberapa fungsi, yaitu
(a) membatasi kekuasaan; te-
tapi di sisi lain juga (b) mem-
berikan legitimasi terhadap
kekuasaan pemerintahan; (c)
sebagai instrumen untuk meng-
alihkan kewenangan dari peme-
gang kekuasaan asal (baik rak-
yat dalam sistem demokrasi
maupun raja dalam sistem mo-
narki) kepada organ-organ
kekuasaan. Pada negara-negara
hukum demokrasi, konstitusi
juga berfungsi (d) sebagai kepa-
la negara simbolik; dan (e)
sebagai kitab suci simbolik dari
suatu syari’at negara (civil re-
ligion).

Konstitusi dan konsti-
tusionalisme bersandar kepada
tiga elemen kesepakatan; yaitu
(1) kesepakatan mengenai tu-
juan atau cita-cita bersama (the
general goals of society or gen-
eral acceptance of the same
philosophy of government); (2)
kesepakatan tentang the rule of
law sebagai landasan peme-
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rintahan atau penyelenggaraan
negara (the basis of govern-
ment); dan (3) kesepakatan
tentang bentuk-bentuk institusi
dan prosedur-prosedur ketata-
negaraan (the form of institu-
tions and procedures). Dengan
demikian pembahasan konsti-
tusi juga harus dilengkapi de-
ngan pengetahuan luas dan
mendalam tentang masalah
kemasyarakatan, landasan pe-
merintahan, dan institusi kene-
garaan.

Penulis buku ini mem-
bahas masalah konstitusi dan
konstitusionalisme sebagai
suatu istilah dan paham yang
berkembang bersamaan de-
ngan perkembangan pemikiran
dan praktek kenegaraan hingga
bentuk-bentuknya di zaman
modern. Pembahasan tersebut
diperkaya dengan data-data
dan perbandingan perkem-
bangan konstitusi dan konsti-
tusionalisme dari beberapa
negara di dunia.

Setelah uraian tentang
sisi filosofis dan historis yang
dituangkan dalam bab perta-
ma, mulai bab kedua pemba-
hasan dikhususkan pada kons-
titusi Indonesia yang diawali
dengan kajian historis atas

perjalanan konstitusi dan kons-
titusionalisme di Indonesia.
Kata konstitusionalisme selalu
bergandengan dengan konsti-
tusi karena pembahasan selalu
menjangkau pada masalah-
masalah perdebatan prinsip
dan suasana kebathinan (geist-
ichenhentergrund) pada tiap-
tiap peristiwa terkait dengan
konstitusi Indonesia.

Mulai bab ketiga, dibahas
substansi konstitusi dan konsti-
tusionalisme beradasarkan Un-
dang-Undang Dasar 1945 sete-
lah empat kali diubah. Pemba-
hasan dilakukan secara deduk-
tif berdasarkan abstraksi per-
masalahan yang menjadi muat-
an konstitusi. Organisasi negara
dibentuk untuk mencapai tuju-
an yang telah disepakati ber-
sama sebagaimana. Yang biasa
disebut sebagai tujuan nasio-
nal. Organisasi negara dise-
lenggarakan berdasarkan sem-
bilan prinsip, yaitu; (1) Prinsip
Ketuhanan Yang Maha Esa; (2)
Cita Negara Hukum dan The
Rule of Law; (3) Paham Kedau-
latan Rakyat dan Demokrasi;
(4) Demokrasi Langsung dan
Demokrasi Perwakilan; (5) Pe-
misahan Kekuasaan dan Prinsip
Check and Balances; (6) Sistem
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Pemerintahan Presidensiil; (7)
Persatuan dan Keragaman; (8)
Paham Demokrasi Ekonomi
dan Ekonomi Pasar Sosial; dan
(9) Cita Masyarakat Madani.

Dasar-dasar penyeleng-
garaan negara tersebut meli-
puti aspek-aspek politik, eko-
nomi, dan sosial sesuai dengan
fungsi UUD 1945  yang juga
sebagai konstitusi politik, eko-
nomi, dan sosial. Prinsip-prin-
sip dasar tersebut merupakan
abstraksi dari keseluruhan
UUD 1945, yaitu pembukaan
dan pasal-pasal, disertai bebe-
rapa kajian historis untuk me-
ngetahui suasana kebatinan-
nya. Prinsip-prinsip tersebut
pula yang menjadi dasar pem-
bahasan pada bab-bab selan-
jutnya tentang demokrasi dan
HAM, organ negara dan pemi-
sahan kekuasaan, negara kesa-
tuan dengan otonomi luas, pe-
rangkat peraturan perundang-
undangan, serta masalah agen-
da strategis pembangunan sis-
tem hukum nasional.

Sebagai seorang profesor
bidang Hukum Tata Negara
yang juga banyak melakukan
aktivitas hukum dalam peme-
rintahan dan saat ini menjadi
Ketua Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia, penulis
juga memberikan kerangka-
kerangka analisis baru dan
merumuskan prinsip-prinsip
baru. Pada bab lima misalnya,
diuraikan secara mendalam
masalah kaitan antara cita de-
mokrasi dan nomokrasi. Nomo-
krasi sebagai pemerintahan
berdasarkan hukum hanya
mungkin terjadi jika hukum
dibuat dengan mekanisme
yang menjamin kedaulatan
rakyat, yaitu mekanisme demo-
krasi. Sebaliknya nomokrasi
juga berlaku untuk menjamin
kedaulatan rakyat dalam meka-
nisme demokrasi itu sendiri.

Masalah konsep negara
hukum telah dibahas oleh ba-
nyak ahli. Namun perkem-
bangan pemerintahan dan ke-
masyarakatan menimbulkan
prinsip-prinsip baru. Penulis
merumuskan dua belas prinsip
negara hukum, yaitu; (a) su-
premasi hukum (supremacy of
law); (b) persamaan dalam
hukum (equality of law); (c)
asas legalitas (due process of
law); (d) pembatasan kekua-
saan; (e) organ-organ eksekutif
independen; (f) peradilan bebas
dan tidak memihak; (g) per-
adilan tata usaha negara; (h)
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peradilan Tata Negara (consti-
tutional court); (i) perlindung-
an HAM; (j) bersifat demokratis
(democratische rechtsstaat);
(k) berfungsi sebagai sarana
mewujudkan tujuan bernegara
(welfare state); dan (l) trans-
parasi dan kontrol sosial.

Buku ini pertama kali
ditulis pada tahun 2004, dan
edisi kali ini adalah edisi revisi.
Perkembangan hukum nasio-
nal, khususnya masalah ketata-
negaraan, memang semakin
berjalan cepat sehingga suatu
literatur hukum dapat dengan
mudah menjadi “usang”. Na-
mun pada edisi revisi yang
diterbitkan oleh Konstitusi
Press ini berbagai revisi telah
dilakukan terutama terkait
dengan telah disahkannya be-
berapa peraturan perundang-
undangan, seperti Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pemben-
tukan Peraturan Perundang-
Undangan.

Walaupun demikian pada
beberapa bagian revisi masih
menyisakan pembahasan yang
menggunakan perangkat hu-
kum lama, misalnya pemba-
hasan otonomi daerah masih
ada yang menggunakan Un-
dang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan pembahasan per-
aturan perundang-undangan
pada beberapa bagian masih
menggunakan TAP MPR No. III
Tahun 2000.

Secara keseluruhan buku
setebal 414 + xvii halaman ini
memberikan gambaran yang
menyeluruh tentang konstitusi
dan konstitusionalisme. Di-
sertai dengan indeksasi yang
memudahkan pembaca, buku
ini dapat dikatakan merupakan
sumber rujukan utama dalam
studi hukum tata negara di In-
donesia terutama untuk jen-
jang pendidikan strata satu dan
strata dua. 
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Judul Buku: Politik Hukum Tata Negara
Indonesia Pengarang: Hendra Nurtjahjo,
SH., MHum Penerbit: Pusat Studi Hukum
Tata Negara FHUI, Jakarta Cetakan:
Pertama, 2004.

Buku yang berjudul Po-
litik Hukum Tata Negara Indo-
nesia, merupakan kumpulan
pidato ilmiah tertulis dari para
Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Indonesia. Sebagai
mana layaknya pidato ilmiah
dalam pengukuhan guru besar,
penyajian argumentasi mereka
tentu sarat dengan pertim-
bangan ilmiah yang dalam.
Pertimbangan ilmiah menjadi
sangat penting karena mungkin
sebagian dari pemikiran pidato
ilmiah ini telah menjadi bahan
dalam perkembangan politik

hukum negara kita hingga saat
ini. Kita dapat menarik bebe-
rapa kesimpulan yang mungkin
dapat menjadi bahan kajian
lebih lanjut atau bahan rujukan
untuk membuat teori baru de-
ngan menyempurnakannya
atau bahkan mematahkannya.

Hampir seluruh aspek
dari bidang ketata negaraan
disinggung di sana-sini dalam
pidato ilmiah guru besar ter-
sebut. Buku ini juga merupakan
saksi sejarah terhadap berkem-
bangnya Hukum Tata Negara di
tanah air kita. Para guru besar

Oleh Agus Supriyanto, S.H., S.S., M.H.
Staf Pengajar Fakultas Hukum UI dan Kepala PDH-FHUI

FENOMENA HISTORIS
PERKEMBANGAN POLITIK KETATA

NEGARAAN INDONESIA
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yang pidatonya dimuat dalam
buku ini adalah para perubah
wajah konstitusi kita. Mereka
sangat berjasa dalam pengem-
bangan kehidupan bernegara
dan berkonstitusi yang lebih
baik dan lebih demokratis.

Editor buku ini memberi
pengertian luas terhadap Hu-
kum Tata Negara, yang ter-
masuk di dalamnya juga Hukum
Administrasi Negara, sehingga
dalam bunga rampai pidato
ilmiah ini editor juga men-
cantumkan pidato ilmiah Prof.
Dr. Arifin P. Soeria Atmadja,
yakni pakar Hukum Adminis-
trasi Negara yang spesifik men-
dalami masalah keuangan ne-
gara.

Terdapat kesamaan pe-
mikiran dalam pidato ilmiah
dari para Guru Besar HTN dan
HAN Universitas Indonesia ini,
yakni demokratisasi ketata-
negaraan Indonesia.  Kita bisa
melihat Prof. Sudiman men-
jelaskan bagaimana posisi  ne-
gara Republik Indonesia seba-
gai negara hukum. Sedangkan
Prof. Djokosutono berupaya
meletakkan dasar-dasar teori
konstitusi  melalui pemahan
sejarah konstitusi, khususnya
di Perancis dengan membahas
pandangan dua orang ahli kons-

titusi yakni Duguit dan Hau-
riou. Selain Perancis Prof. Djo-
kosutono juga membahas pe-
mahaman sejarah konstitusi di
Jerman.

Prof. Ismail Suny me-
nulis mengenai kepastian hu-
kum yang diperlukan untuk
stabilitas politik dan ekonomi.
Beliau juga menggagas bagai-
mana membentuk pemerin-
tahan yang demokratis ber-
dasarkan sistem perwakilan.
Dalam membahas mengenai
demokratisasi ini, beliau meng-
awali dengan membahas me-
ngenai demokrasi terpimpin
yang dipraktekan pada masa
Orde Lama. Dengan diprak-
tekannya demokrasi terpimpin,
menurut beliau sebenarnya
unsur-unsur demokrasinya jus-
tru sudah tidak ada, sudah
dikebiri, karena yang diton-
jolkan hanyalah unsur ter-
pimpinnya. Dalam praktek de-
mokrasi terpimpin, beliau me-
ngemukakan terjadinya pe-
nyimpangan-penyimpangan,
antara lain di bidang Hak Asasi
Manusia. Bentuk penyimpang-
an HAM ini antara lain ketika
pemimpin-pemimpin terke-
muka yang berlainan pendapat
dengan penguasa ditahan de-
ngan semena-mena, tanpa pro-
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ses hukum. Satu-satunya kesa-
lahan mereka ialah bahwa me-
reka berbeda pendapat dengan
penguasa mengenai masalah-
masalah politik, yang di negara-
negara demokrasi sebenarnya
hal semacam ini merupakan hal
yang wajar. Penyimpangan lain
yang beliau kemukakan  ialah
di bidang Pembagian Kekuasa-
an Negara sebagaimana di-
amanatkan dalam UUD 1945.

Dengan perkataan lain
UUD 1945 hanya mengenal
pembagian kekuasaan (divi-
sion of power) dan bukan pemi-
sahan kekuasaan (separation of
power). Undang-Undang Dasar
1945 membagi dalam bab-bab
tersendiri mengenai tiap tiap
alat perlengkapan negara. yakni
eksekutif, legislatif dan yudi-
katif, dengan tidak menekankan
pada pemisahannya. Dalam
UUD 1945 ditetapkan bahwa
presiden memegang kekuasaan
membentuk undang-undang
dengan persetujuan DPR. De-
ngan perkataan lain presiden
harus mendapat persetujuan
DPR untuk membentuk un-
dang-undang. Menurut Prof
Suny dalam demokrasi terpim-
pin telah terjadi penyimpang-
an-penyimpangan di mana ke-
kuasaan eksekutif dengan enak-

nya dapat begitu saja melang-
gar hal-hal yang secara tegas
telah ditetapkan bagi DPR oleh
UUD seperti ikut serta dalam
pembuatan dan penetapan un-
dang-undang. Dengan demi-
kian bukan saja pembagian
kekuasaan tidak ada, tetapi
justru sering kali terjadi pihak
eksekutif menyerobot hak-hak
badan legislatif. Penyimpangan
lain yang beliau soroti ialah di
bidang pemerintahan yang ti-
dak berdasarkan perundang-
undangan. Sebagai negara hu-
kum berdasarkan UUD 1945,
semestinya pemerintah dalam
demokrasi terpimpin adalah
pemerintahan yang berdasar-
kan perundang-undangan. De-
ngan lain perkataan, MPR me-
netapkan Undang-Undang Da-
sar dan Garis-garis Besar Ha-
luan Negara, penguasa hanya
dapat memegang kekuasaan
membentuk undang-undang
dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat dan presiden
menetapkan Peraturan Peme-
rintah untuk menjalankan un-
dang-undang sebagaimana
mestinya.

Dengan prinsip ini pre-
siden hanya dapat mengeluar-
kan Peraturan Pemerintah atau
Penetapan Presiden saja. Oleh
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karena itu, baik menurut teori
hukum maupun menurut hu-
kum positif, penciptaan di luar
Penpres di zaman Orde Lama
adalah tidak dibenarkan. Hal
lain yang beliau cermati se-
bagai hal yang sangat mere-
sahkan pada jaman demokrasi
terpimpin ialah, tidak ber-
fungsinya suatu Peradilan Ad-
ministratif. Beliau mengatakan
bahwa walaupun UUD 1945
secara tegas tidak memuat
mengenai keharusan adanya
pengadilan tata usaha negara,
tetapi Pasal 21 ayat (1) yang
menetapkan bahwa kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh
Mahkamah Agung, dan lain-
lain badan kehakiman menurut
undang-undang. Dengan pe-
nekanan pada kata-kata “dan
lai-lain badan”, menurut Prof.
Sunny tidak dilarang adanya
peradilan tata usaha negara.
Lagi pula prinsip negara hukum
yang dianut oleh UUD 1945 dan
penjelasannya mengharuskan
diadakannya lembaga peradil-
an tata usaha negara. Memang
sudah sepantasnya di negara
yang berkedaulatan rakyat,
maka rakyat itu dilindungi ter-
hadap pejabat pemerintah yang
bertindak di luar batas we-
wenangnya. Kepada rakyat

harus diberi kesempatan untuk
menggugat pegawai atau ins-
tansi pemerintahan yang me-
lakukan sesuatu yang meurut
mereka dianggap merugikan.
Masih di bidang demokrasi,
Prof. Suny juga membahas me-
ngenai demokrasi yang kita
anut yaitu Demokrasi Pancasila
yang mengandung tujuh prin-
sip, yakni: Indonesia adalah
negara yang berdasarkan atas
hukum; Pemerintah berdasar
atas sistem konstitusi; Kekua-
saan negara yang tertinggi ber-
ada di tangan Majelis Permu-
syawaratan Rakyat; Pemerin-
tahan yang bertanggung jawab;
Pemerintahan Demokratis dan
berdasarkan perwakilan; Sis-
tem pemerintahan menganut
sistem Presidensil; Pengawasan
oleh DPR terhadap presiden
sebagai kepala pemerintahan.
Selanjutnya Prof. Suny juga
membahas mengenai pelaksa-
naan Negara Hukum Pancasila
dalam kaitannya dengan per-
kembangan ekonomi.

Di sisi lain Prof. Hamid
Attamimi mengagas mengenai
teori perundang-undangan In-
donesia yang berdasarkan ke-
daulatan rakyat. Di Indonesia
ilmu teori perundang-undang-
an boleh dikatakan tergolong
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hal baru dan baru tumbuh sejak
tahun 1982, yaitu ketika Fa-
kultas Hukum Universitas Indo-
nesia mulai memberlakukan
sistem pendidikan yang disebut
Sistem Kredit Semester. Prof
Hamid mengawali bahasannya
dengan mengutarakan pertum-
buhan Ilmu Pengetahuan Per-
undang-undangan di Eropa
Kontinental. Menurut beliau
bahwa pertumbuhan ilmu per-
undang-undangan dimulai di
Eropa Kontinental disebabkan
karena membanjirnya peratur-
an-peraturan negara. Hal ini
berbeda dengan negara-negara
Anglo Saxon di mana ilmu pe-
ngetahuan perundang-undang-
an tidak banyak berkembang.
Mungkin disebabkan oleh tra-
disi hukum yang berbeda. Di
negara Anglo Sakson yang ber-
dasar Common Law atau judge-
made law, maka yang ber-
kembang hanyalah sebagian
dari ilmu tersebut, yaitu teknik
perundang-undangan. Prof.
Hamid juga mengemukakan isi
Ilmu Perundang-undangan an-
tara lain membahas mengenai
materi muatan yang dituang-
kan dalam perundang-un-
dangan tertentu, bentuk serta
pembentuk perundang-un-
dangan dan sebagainya

Berikutnya Prof. Padmo
Wahyono menjelaskan posisi
Indonesia sebagai negara ber-
dasarkan atas hukum dan men-
jelaskan  bagaimana mengelola
negara berdasarkan sistem
hukum nasional kita. Beliau
mengawali pidatonya dengan
menyatakan bahwa pengertian
teori kenegaraan berdasarkan
hukum sering dikaitkan dengan
pengertian demokratis, se-
hingga merupakan suatu hal
yang ideal dalam bernegara,
ialah pola Negara Hukum yang
demokratis. Dalam negara hu-
kum yang demokratis hal yang
perlu ditonjolkan sebagai prin-
sip pertama yakni penghormat-
an terhadap hak-hak kemanu-
siaan, sebagaimana dikehen-
daki oleh Undang-Undang Da-
sar kita. Sebagai prinsip kedua
mengenai kelembagaan negara.
Di dalam sistem hukum dasar
kita  ialah bahwa sifat, bentuk
maupun kewenanganan-kewe-
nangan yang pokok, telah dite-
tapkan dalam Undang-undang
Dasar. Sehingga walaupun tidak
berdasarkan trias politica, na-
mun perbedaan dan penentuan
kewenangan-kewenangan di-
antara lembaga-lembaga ne-
gara telah dirumuskan dengan
tegas, dan tidak dapat ditiada-
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kan dengan undang-undang
ataupun produk-produk per-
undang-undangan yang lebih
rendah dari padanya.

Kemudian Prof. Tahir
Azhary mencoba memaparkan
pemikirannya tentang hukum
Islam pada era pasca modernis-
me. Prof Azhari juga mem-
bicarakan pemikirannya me-
ngenai konsep negara  hukum
Islam yang digagasnya sebagai
demokrasi Islam. Prof. Azhary
dalam pidato pengukuhannya
menegaskan sistem ketata-
negaraan kita sebagai sistem
MPR. Dengan perubahan UUD
45 tahun 2002 yang lalu, sistem
MPR ini telah dieliminasi, se-
hingga ciri sistem ketatanega-
raan yang khas Indonesia itu
telah hilang.

Sedangkan Prof. Harun
Alrasid mempersoalkan pemi-
lihan presiden dan pergantian
Presiden dalam perkembangan
hukum positif di Indonesia..
Beliau melakukan penafsiran-
penafsiran yang jelas dan tegas
mengenai hal itu.

Prof. Girindro Pring-
godigdo yang ahli di bidang
Hukum Administrasi Negara
menjelaskan mengenai kebi-
jaksanaan, hirarkhi peraturan
perundang-undangan, dan ke-

bijakan dalam konteks pengem-
bangan Hukum Administrasi
Negara di Indonesia. Dalam
pidatonya beliau mengemuka-
kan pengertian negara menu-
rut konstruksi hukum, yang
pada dasarnya merupakan ba-
dan hukum public utama yang
memiliki hak, kewajiban dan
tanggung jawab yang diatur
menurut Hukum Tata Negara,
seperti subyek hukum lainnya
yakni orang dan badan yang
dipersonifikasikan sebagai ma-
nusia. Namun selain sebagai
pembawa hak, kewajiban dan
tanggung jawab, negara me-
miliki kekuasaan, kewibawaan
dan kedaulatan. Prof. Girindro
memberikan pejelasan lebih
rinci  mengenai  kekuasaan,
kewibawaan dan kedaulatan
negara

Prof. Arifin melakukan
reorientasi penertiban fungsi
lembaga pengawasan dan pe-
meriksaan keuangan negara.
Beliau mendudukkan peran
BPK dan BPKP dalam upaya
mengamankan keuangan ne-
gara. Sementara itu, Prof. Yus-
ril membicarakan mengenai
politik dan perubahan tafsir
atas konstitusi yang merupakan
bahan penting bagi perkem-
bangan Hukum Tata Negara.
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Sedangkan Prof. Jimly
berusaha menjelaskan posisi
hukum konstitusi Indonesia
sebagai negara kesejahteraan
dalam menghadapi realitas
masa depan. Dalam pidatonya
beliau bertitik tolak dari peng-
amatan terhadap segi-segi pen-
ting dalam Undang-Undang
Dasar 1945, di mana sebagai
konstitusi politik, Undang-
Undang dasar 1945 juga dapat
disebut sebagai konstitusi eko-
nomi. Salah satu cirinya yang
penting sebagai konstitusi eko-
nomi ialah bahwa UUD 1945
mengandung ide negara kese-
jahteraan yang tumbuh ber-
kembang karena pengaruh so-
sialisme sejak abad ke-19. Ciri
negara kesejahteraan ini ter-
cermin antara lain dalam Pasal
23 ayat (3), Pasal 33 dan Pasal
34. Prof. Jimly juga menya-
takan bahwa Undang-Undang
Dasar 1945 mengadopsi unsur-
unsur sosialisme. Hal ini di-
sebabkan karena diantara para
perancang UUD 1945, kuat
sekali semangat untuk me-
nentang penjajahan yang di-
anggap identik dengan indi-
vidualisme, liberalisme dan
kapitalisme.

Selanjutnya Prof. Abdul
Bari Azed menjelaskan menge-

nai reformasi politik hukum
kewarganegaraan sebagai agen-
da penting bagi pembaharuan
hukum di Indonesia. Menurut
beliau masalah kewargane-
garaan ini merupakan masalah
yang menarik untuk dibicara-
kan sejak proklamasi kemer-
dekaan Indonesia pada 17
Agustus 1945. Pengaturan ma-
salah kewarganegaraan sangat
dirasakan oleh penduduk Indo-
nesia keturunan Cina. Masalah
ini semakin marak ketika dalam
sidang-sidang MPR di era refor-
masi, persoalan pribumi dan
non pribumi mencuat lagi de-
ngan dibukanya perdebatan-
perdebatan dalam sidang-si-
dang MPR tentang istilah
“orang Indonesia asli” yang
merupakan salah satu persya-
ratan untuk menjadi Presiden
Republik Indonesia.

Kumpulan pidato ilmiah
dari para Guru Besar HTN dan
HAN Universitas Indonesia ini,
terdapat kesamaan benang me-
rah yakni, demokratisasi keta-
tanegaraan Indonesia. Hukum
Tata Negara merupakan bidang
studi yang sangat penting dalam
era reformasi. Apalagi pada
saat ini tengah terjadi peru-
bahan bersejarah dalam kons-
titusi kita, di mana struktur
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ketata negaraan  dan lembaga-
lembaga negara kita mengalami
proses reposisi dan demokra-
tisasi.

Oleh karena itu, buku ini
selain menjadi pegangan wajib
bagi para mahasiswa bidang
studi Hukum Tata Negara, buku
ini dapat juga digunakan se-
bagai referensi bagi masyarakat
yang berminat, khususnya bagi

kalangan Hukum Administrasi
Negara, Studi Ilmu Politik dan
Pemerintahan. Buku bunga
rampai ini tentu sangat mem-
perkaya dan memperluas ma-
teri ajaran, untuk itu kiranya
buku ini memadai pula sebagai
referensi bagi para pejabat
negara dalam melaksanakan
tugasnya. 
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